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MOTTO 

 

“Every dreams has its own time. So, as long as you wait for that moment, 

someday it will. So I always work hard and just go on with a prepare heart” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Tesalonika 5 : 18  

 Mengucap syukurlah 

dalam segala hal, sebab 

itulah yang dikehendaki 

Allah di dalam Kristus 

Yesus bagi kamu.  
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 Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem 

transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan 

dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, 

mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah. 

Kota Medan merupakan salah satu dari 5 kota di Indonesia dengan jumlah 

penduduk diatas 2 juta jiwa. Medan yang merupakan salah satu kota metropolitan 

di Indonesia, terus mengalami perkembangan, dan memiliki tingkat aksesbilitas 

dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Permasalahan transportasi di Kota Medan 

hampir sama dengan yang dihadapi kota besar lainnya di Indonesia yaitu tidak 

seimbangnya jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan.  

Besarnya jumlah sebaran kendaraan pribadi di kota Medan, maka kota 

Medan diperkirakan akan mencapai gridlock di beberapa ruas jalan pada tahun 

2024, sehingga diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan transportasi  

yang dapat memenuhi kebutuhan tranportasi masyarakat Kota Medan secara 

komprehensif dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam suatu sistem 

transportasi. Maka dari itu Pemerintah Kota Medan melakukan suatu tindakan 

perencanaan strategis. Perencanaan strategis tersebut tertuang dalam Rancangan 

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021.  

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menjawab bagaimana proses 

perencanaan pembangunan angkutan umum massal dalam perspektif perencanaan 

strategis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
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penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, 

Huberman & Saldana yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan 

angkutan umum massal dalam perspektif perencanaan strategis di Kota Medan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan telah berjalan sesuai dengan teori 

perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Bryson J. M. Rekomendasi yang 

dapat diberikan terkait dengan perencanaan pembangunan angkutan umum massal 

dalam perspektif perencanaan strategis di Kota Medan adalah Pemerintah Kota 

Medan perlu mengkaji secara menyeluruh strategi yang akan digunakan untuk 

mendukung pembangunan angkutan umum massal, melakukan penyusunan 

regulasi dan meningkatkan koordinasi antara stakeholder terkait.  

 

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Strategis, Angkutan 

Umum Massal  
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SUMMARY 

 

Rebecca Ivon Meylani Sinaga, 2017. Mass Public Transport 

Development Planning in Strategic Planning Perspectives (Studies in 

Development Plan of the Light Rail Transit (LRT) and Bus Rapid Transit 

(BRT) in Medan. Interest in Development Planning. Department of Public 

Administration. Faculty of Brawijaya University of Malang. Supervisor 

Commision: Drs. Heru Ribawanto, M. S. and Andy Kurniawan, S.AP, M.AP 

 

 The development of the transportation sector is directed towards the 

realization of an effective and efficient transportation system in supporting and 

driving the dynamics of development, supporting human mobility, goods and 

services, supporting national distribution patterns and supporting regional 

development. Medan city is one of 5 cities in Indonesia with population above 2 

million people. Medan, which is one of the metropolitan cities in Indonesia, 

continues to experience growth, and has a high level of accessibility and mobility 

of the community. The transportation problem in Medan City is almost the same 

as that faced by other big cities in Indonesia which is unequal number of vehicles 

with road capacity. 

The large amount of the distribution of private vehicles in the city of 

Medan, the city of Medan is expected to reach gridlock on some roads in 2024, 

making it necessary to have a development plan of transport that can meet the 

needs of the transportation community Medan City comprehensively by involving 

elements that are involved in a Transportation system. Therefore the Medan City 

Government undertook a strategic planning action. Strategic planning is contained 

in the draft Strategic Plan for the Department of Transportation Medan Year 

2016-2021. 

In this study, researchers aim to answer how the process of development 

planning mass transportation in strategic planning perspective. Type of research 

used in this research is descriptive research type with qualitative approach. Data 
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collection is done through interviews, documentation and observation. Data 

collection was done through interview, documentation and observation. The 

analysis of the data used in this research is the interactive model developed by 

Miles, Huberman & Saldana i.e. condensation of the data, the presentation of the 

data and the withdrawal of the conclusion. 

The results of this study indicate that the planning of public transportation 

development in strategic planning perspective in Medan City conducted by Medan 

City Government has been run in relation to strategy proposed by Bryson JM 

Recommendations that can be given related to mass transportation development 

planning in perspective Strategic planning in Medan City is Medan City 

Government needs to be studied thoroughly. Strategies to be used to support mass 

public transport development, conduct assessment and improve coordination 

among relevant stakeholders. 

 

Keywords: Development Planning, Strategic Planning, Mass Transportation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara besar, wilayahnya sangat luas, 

memanjang dari Sabang yang terletak di paling ujung Barat sampai ke Merauke 

yang terletak di ujung paling Timur. Indonesia merupakan negara yang masih 

berkembang dan masih akan terus melakukan pembangunan. Pembangunan 

Kawasan Barat Indonesia terutama di kawasan (Pulau Jawa dan Sumatera) relatif 

maju dan berkembang  dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia (Pulau 

Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara dan Pulau 

Papua). 

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi 

sebagai inti dari kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-

keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem 

transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan 

dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, 

mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan 

peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Menurut Miro (2012) transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan, atau 

pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi 



 

2 
 

 
 

yang lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan 

mempergunakan alat tertentu pula. Fungsi sistem transportasi ialah untuk dapat 

memindahkan suatu benda ataupun obyek. Obyek yang dipindahkan mungkin 

mencakup benda yang tidak bernyawa seperti sumber alam, hasil produksi pabrik, 

bahan makanan, dan benda hidup seperti manusia, hewan dan tanaman.  Dapat 

dijelaskan bahwa transportasi sangat penting dalam kegiatan mobilitas aktifitas. 

Apabila kegiatan mobilitas serta aktifitas terganggu maka akan berdampak pada 

kegiatan perekonomian, sosial budaya dan politik yang akan mengakibatkan 

terganggunya pencapaian usaha pengembangan kehidupan yang tidak maksimal. 

Perkembangan transportasi harus dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan 

dalam pergerakan sehingga jangkauan pelayanannya lebih jauh dan penyebaran 

pembangunan menjadi lebih luas. 

Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi 

berbagai tantangan, peluang dan kendala sehubungan dengan adanya perubahan 

lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan 

perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepedulian pada lingkungan hidup serta adanya 

keterbatasan sumber daya. Sebagai upaya mengantisipasi kondisi tersebut, maka 

sistem transportasi di Indonesia perlu ditata dan disempurnakan dengan dukungan 

sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud keterpaduan antar dan 

intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan. Sektor 

transportasi merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan pemerintahan 

Indonesia terutama sektor transportasi wilayah perkotaan. Berdasarkan Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 pada bab ke VI Agenda 

Pembangunan Nasional menjelaskan tentang membangun transportasi massal 

perkotaan yaitu: 

“Pembangunan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan 

berorientasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) 

dengan fasilitas moda terpadu, melalui strategi: 

a. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT 

diwilayah Jabodetabek, monorail dan Tram Surabaya, monorail 

Bandung, jalan layang loopline KA Jabodetabek) 

b. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: 

Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, 

Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. 

c. Pengembangan BRT di 29 Kota besar antara lain Medan, 

Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, 

Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, 

Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon. 

d. Penyediaan dana subsidi yang terarah untuk angkutan massal 

perkotaan.” 

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di 

Kawasan Barat Indonesia tepatnya di kepulauan Sumatera yang beribukotakan 

Kota Medan.  Kota Medan merupakan salah satu dari 5 kota di Indonesia dengan 

jumlah penduduk diatas 2 juta jiwa (BPS, 2015). Luas Kota Medan adalah sebesar 

26.510 Hektar atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara, dengan 

kepadatan penduduk sebesar 8,342 jiwa/km2. Medan yang merupakan salah satu 

kota metropolitan di Indonesia, setiap tahunnya terus mengalami perkembangan, 

dan memiliki tingkat aksesbilitas dan mobilitas masyarakat yang tinggi. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 

berikut adalah luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk beberapa 

kota di Sumatera Utara. 
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Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk 

Kota di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2015 

Kota 

Luas 

Wilayah 

(km2) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

Sibolga 41.31 86.519 2.094 

Tanjungbalai 107.83 167.012 1.549 

Pematangsiantar 55.66 247.411 4.445 

Tebing Tinggi 31.00 156.815 5.059 

Medan 265.00 2.210.624 8.342 

Binjai 59.19 264.687 4.472 

Padangsidimpuan 114.66 209.796 1.830 

Gunungsitoli 280.78 135.995 484 

Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam angka tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa Kota Medan  memiliki 

tingkat keramaian dan kepadatan penduduk yang tinggi. Keramaian dan kepadatan 

penduduk tersebut diakibatkan karena  banyaknya lapangan kerja yang tersedia di 

Kota Medan dibanding dengan daerah lain dan ditambah dengan lengkapnya 

fasilitas publik seperti pusat-pusat perbelanjaan, pengobatan, sarana pendidikan, 

tempat hiburan, dan lain sebagainya. Kota Medan yang merupakan pusat 

pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa dan tempat aktivitas di berbagai 

sektor sehingga mengakibatkan tingginya mobilitas penduduk di wilayah Kota 

Medan yang berasal dari penduduk Kota Medan sendiri, maupun dari wilayah 

pinggiran (suburban) seperti Binjai dan Deli Serdang. Mobilitas keseharian 
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masyarakat di Kota Medan saat ini ditopang oleh sektor jalan raya. Data Medan 

dalam Angka Tahun 2016 menyatakan bahwa 2,984.5 km jalan dikota ini berada 

dalam kondisi kurang dan 171.1 km masih memerlukan peningkatan signifikan 

terkait kualitasnya untuk dapat mengakomodir kegiatan masyarakat. Terlepas dari 

segala fasilitas yang ada, Kota Medan banyak menyimpan permasalahan salah 

satunya sistem tranportasi yang masih buruk sehingga mengakibatkan kemacetan 

di Kota Medan.  

Data dari Pemerintah Kota Medan menjelaskan bahwa panjang ruas jalan di 

Medan berkisar 3.191,5 kilometer, dengan jumlah penduduk 2.210.624 jiwa, 

sedangkan jumlah kendaraan sebanyak 5.531.777 (Sumber: 

medanbisnisdaily.com/ 20 Januari 2017). Berdasarkan data dari Direktorat Lalu 

Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara (Dirlantas Poldasu) sampai dengan tahun 

2015, jumlah kendaraan yang ada di Kota Medan sebanyak 5.531.777, dari jumlah 

tersebut, sepeda motor mendominasi sebanyak 86,29 persen, mobil penumpangan 

7,91 persen, mobil barang 4,50 persen dan bus 1,30 persen (Sumber: 

Utamanews.com/20 Januari 2017). Data sebaran kendaraan menunjukkan bahwa 

dari total jumlah kendaraan penumpang sebesar 408,877 unit, hanya 1% 

teralokaasi untuk angkutan umum dan sisanya merupakan kendaraan pribadi.  

Jumlah ini diluar jumlah sepeda motor yang mencapai 4.523,956 unit dan becak 

bermotor berkontribusi sebanyak 26.960 unit.  

http://www.medanbisnisdaily.com/
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Besarnya jumlah sebaran kendaraan pribadi di kota Medan, maka kota 

Medan diperkirakan akan mencapai gridlock1 di beberapa ruas jalan pada tahun 

2024, sehingga diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan transportasi  

yang komprehensif dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam suatu 

sistem transportasi. Pembangunan transportasi harus diupayakan dan dilaksanakan 

secara berkapasitas yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan, secara 

komprehensif dalam arti secara menyeluruh dan meliputi secara keseluruhan 

sektor, wilayah, inter moda, dan antar moda, dan meliputi berbagai pengguna jasa 

transportasi, serta bersifat jangka panjang dan berkelanjutan (Adisasmita 2011). 

Mengingat sangat pentingya fungsi transportasi terhadap dukungannya terhadap 

keberhasilan pembangunan serta pencapaian sasaran pembangunan yang optimal, 

maka pembanguan transportasi harus direncanakan secara tepat dan terarah dan 

diorganisasikan secara kesisteman (Keputusan Menteri Perhubungan nomor 49 

Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional). Hasil perbandingan total luas 

jalan dengan total luas kendaraan yang ada di Kota Medan tergambar pada 

gambar dibawah ini.  

 
1 Suatu keadaan dimana kemacetan lalu lintas sangat buruk sehingga tidak memungkinkan adanya 

gerakan 
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Gambar 1.1 Perbandingan Total Luas jalan dengan Total Luas 

Kendaraan di Kota 

Sumber : Dokumen Awal Prastudi Kelayakan LRT (Light Rail Transit) 

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah kendaraan 

bermotor terus meningkat. Setiap hari kurang lebih 600.000 orang melakukan 

perjalanan ke Kota Medan dari Binjai dan Deliserdang atau jika dihitung dengan 

jumlah kendaraan, terdapat kurang lebih 300.000 kendaraan dengan tingkat 

akupansi 2 orang/ kendaraan. Apabila kondisi ini tetap dibiarkan, maka pada 

tahun 2024 kendaraan di Kota Medan tidak akan bisa lagi bergerak karena total 

luas panjang jalan sudah sama dengan total luas kendaraan. 

Permasalahan transportasi di Kota Medan hampir sama dengan yang 

dihadapi kota besar lainnya di Indonesia. Masalah transportasi disebabkan karena 

tidak seimbangnya jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan, rendahnya kualitas 

sumber daya manusia pengguna jalan raya, rendahnya kualitas sarana pendukung 

transportasi seperti marka jalan, lampu lalu lintas, jembatan penyeberangan, 



 

8 
 

 
 

fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan 

sehingga menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Medan. 

Berikut merupakan tabel jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban kejadian di 

Kota Medan tahun 2010 – 2015.   

Tabel 1.2 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Kejadian di Kota  

Medan Tahun 2010 – 2015  

Tahun 

Korban 

Kejadian 

Total 

(Orang) 

Perkara 

selesai 

(Orang) 

Meninggal 

(Orang) 

Luka 

berat/ring

an(orang) 

Kerugian 

Materi 

(Rp.000) 

Tabrak 

Lari 

(orang) 

2010 843 649 181 1215 1883315 271 

2011 1705 1311 331 1693 2520845 915 

2012 1756 1058 309 1144 2877050 1209 

2013 1339 520 257 1948 2972450 853 

2014 1326 473 292 1400 2109810 868 

2015 1508 339 251 1807 2247025 1053 

Sumber: Medan Dalam Angka 2016 

Salah satu isu transportasi di Kota Medan adalah isu kebutuhan akan 

transportasi massal yang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera 

dipenuhi. Banyaknya permasalahan transportasi massal di Kota Medan seperti 

rendahnya tingkat keamanan, kenyamanan, kelayakan, kemudahan, efisiensi dan 

sistem pengelolaan dan operasional yang kurang baik sehingga mengakibatkan 

masyarakat Kota Medan enggan untuk menggunakan angkutan umum dan 

memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi sehingga akan mengakibatkan 

kemacetan di Kota Medan. Berikut adalah gambar perbandingan kepuasan relatif, 

pelayanan memakai angkutan umum dengan angkutan pribadi: 
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Gambar 1.2 Perbandingan Tingkat Kepuasan dengan Memakai Angkutan 

Umum dan Mobil Pribadi. 

Sumber: Sembiring K (ISBN no. 979-96241-0-X) 

Gambar 1.2, dapat menunjukkan perbandingan kepuasan relatif antara, 

pelayanan memakai angkutan umum dengan angkutan pribadi. Gambar 1.2 

menjelaskan bahwa perbandingan kenyamanan, keandalan, keamanan dan waktu, 

bahwa memakai kendaraan pribadi lebih menguntungkan daripada memakai 

angkutan umum. Melalui skor ini perencana harus mampu menciptakan ide dalam 

meningkatkan pelayanan angkutan umum, dan agar masyarakat mau beralih 

menggunakan angkutan umum. 

Bentuk pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan ditandai 

dengan telah mulai direncanakannya pembangunan Bus Rapid Transit (BRT). 

Perencanaan BRT yang telah dilakukan mencakup 9 koridor di Kota Medan. 

Namun demikian, mengingat besarnya Kota Medan, selain implementasi BRT 

penggunaan transportasi massal berbasis rel atau Light Rail Transit (LRT) juga 

diperlukan sebagai tulang punggung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Kota 

Medan. Transportasi berbasis rel dipercaya sebagai solusi dalam memindahkan 
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pengguna dari satu tempat ke tempat lainnya dengan ketepatan waktu yang lebih 

presisi. Berbagai negara di dunia telah memperoleh manfaat penggunaan 

transportasi berbasis rel di kota-kota mereka. Negara terdekat seperti Malaysia 

bahkan sudah memiliki berbagai infrastruktur berbasis rel mulai dari Mass Rapid 

Transit, Light Rail Transit, Monorail ataupun kereta api konvensional. 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian disebutkan  

bahwa perekeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar 

perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, 

cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, 

pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. 

Ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

serta peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan perkeretaapian terdiri atas 

penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan/atau penyelenggaraan sarana 

perkeretaapian. Mengacu pada pasal 4 huruf b Permenhub 175 tahun 2015 tentang 

Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri, 

kereta api LRT didefinisikan sebagai kereta dengan kecepatan normal dengan 

penggerak dengan beban gandar maksimum 12 ton.  

LRT akan di bangun diatas jalan protokol inti kota, berdasarkan hasil kajian 

sementara yang telah dilakukan, jalur LRT rencananya akan melintasi Stasiun 

Besar Kereta Api (KA)  Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan 

Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), 

Jalan Setia Budi, Jalan Djamin Ginting, dan terakhir di Pasar Induk Laucih, 

Tuntungan. Sedangkan jalur BRT direncanakan akan menghubungkan kawasan 
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sub pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar inti kota, seperti Pasar Induk Laucih, 

Terminal Amplas, dan Pelabuhan Belawan. Saat ini jaringan kereta api eksisting 

telah menghubungkan pusat Kota Medan dengan daerah-daerah lain di Sumatera 

Utara. Namun belum terdapat jaringan kereta api dalam kota untuk membantu 

mengatasi permasalahan aksesibilitas dalam Kota Medan.  

Pemerintah Kota Medan terutama Dinas Perhubungan perlu melakukan 

sebuah tindakan strategis guna mewujudkan  transportasi massal yang benar-benar 

matang sehingga tercipta pembangunan transportasi massal yang optimal. 

Perencanaan strategis (Strategic Planning) adalah strategic planning is 

customarily defined as either strategic, tactical  or operational. strategic planning 

is generally for five years or more, tactical can be for one to five years, and 

operational is the here and now of six months to one year (Kerzner, 2001). 

Perencanaan strategis didefinisikan sebagai strategi, taktik, atau operasional. 

Perencanaan strategis umumnya berlaku selama 5 tahun atau lebih, sedangkan 

taktik untuk satu sampai lima tahun, dan operasional untuk saat sekarang sampai 

dengan 6 bulan sampai satu tahun.  

Hingga pada tanggal 1 Februari 2017 sedang berlangsung uji studi 

kelayakan pembangunan LRT dan BRT yang dilakukan oleh Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Besar harapan 

Pemerintah Kota Medan pembangunan LRT dan BRT segera terealisasi pada 

tahun 2018, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan tranportasi yang 

lebih baik dengan nyaman, tanpa kemacetan.  Berdasarkan pemaparan di atas 

maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dengan 
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mengangkat judul “PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN 

UMUM MASSAL DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN STRATEGIS 

(Studi Terhadap Rencana Pembangunan LRT dan BRT Di Kota Medan)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskna dalam latar belakang, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah 

perencanaan pembangunan angkutan umum massal dalam perspektif perencanaan 

strategis terhadap rencana pembangunan LRT dan BRT di Kota Medan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan antara 

lain: Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis perencanaan 

pembangunan angkutan umum massal dalam perspektif perencanaan strategis 

terhadap rencana pembangunan LRT dan BRT di Kota medan. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tentang perencanaan strategis kebijakan 

pengembangan transportasi massal yang terintegrasi di Kota Medan diharapkan 

mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap seluruh pihak-pihak 

yang terkait. Kontribusitersebut sebagai berikut: 

1. Kontribusi Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuwan 

yang holistik-integratif sesuai dengan keberadaannya sebagai kajian 

ilmu sosial khususnya yang berkaitan dengan perencanaan 
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pengembangan angkutan umum massal dalam perspektif perencanaan 

strategis sehingga dapat memberikan hasil positif bagi seluruh 

masyarakat di Kota Medan. 

2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pemerintah dan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran maupun landasan pemikiran yang berhubungan dengan 

perencanaan strategis pengembangan angkutan umum massal khususnya 

di Kota Medan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dipaparkan dalam penelitian ini skripsi ini 

secara singkat adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan tahap awal penelitian seperti latar belakang penelitian 

yang membahas tentang penyebab munculnya permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi yang diperoleh 

dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan dan memberikan penjelasan tentang dasar-

dasar definisi dan konsep teori terkait yang digunakan sebagai 
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acuan dalam penelitian. Menjelaskan penelitian terdahulu yang 

relevan. Teori yang digunakan seperti teori pembangunan dan 

transportasi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penelitian seperti menjelaskan jenis penelitian 

yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Memuat gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan yang 

didalamnya terdapat data mengenai struktur organisasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan serta visi, misi, hasil data fokus 

penelitian dan analisa data fokus. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan 

kesimpulan dari hasil serta sasaran rekomendasi kearah 

perbaikan dalam rangka perencanaan pengembangan angkutan 

umum massal dalam perspektif perencanaan strategis di Kota 

Medan. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1.  Administrasi Pembangunan 

2.1.1  Pengertian Administrasi Pembangunan 

Menurut Siagian (1981), administrasi pembangunan meliputi dua 

pengertian, yaitu pertama, tentang administrasi dan kedua, tentang pembangunan. 

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh 

dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian 

usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar 

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka 

pembinaan bangsa (nation-building).  

Selanjutnya, Siagian (1981) menyebutkan definisi dari administrasi 

pembangunan yaitu sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat 

untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek 

kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan. Administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1988) diartikan 

sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk 

merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap 

lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa untuk 
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mendorong atau mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat ke arah 

keadaan yang lebih baik dikemudian hari. 

Dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah proses 

yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar 

dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik (modern). 

Administrasi pembangunan tidak lain adalah administrasi negara yang juga lebih 

ditujukan untuk proses pembangunan. 

 

2.1.2  Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan 

Ruang lingkup administrasi pembangunan adalah penyempurnaan 

administrasi negara dan penyempurnaan administrasi bagi proses pembangunan 

(Listyaningsih 2014). Menurut Tjokroamidjojo (1988) secara sederhana 

administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu: 

1. The Development of Administration, yaitu penyusunan kebijakan 

penyempurnaan Administrasi Negara, yang meliputi: 

a) Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi 

pembangunan (organisasi-organisasi pemerintah untuk 

melaksanakan pembangunan) 

b) Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, 

pendidikan, dan pelatihan) 

c) Pendayagunaan ketatalaksanaan (masalah organisasi dan tata 

laksana termasuk prosedur dan tata kerja) 
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2. The Administration of Development, yaitu perumusan kebijakan-

kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya 

secara efektif, meliputi: 

a) Administrasi perencanaan dan pemograman pembangunan 

(misalnya, kemampuan dan mekanisme analisa dan 

pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan 

dan penganggaran) 

b) Administrasi pembiayaan pembangunan (penyaluran biaya 

untuk berbagai macam kegiatan pembangunan yang berbeda-

beda sifatnya) 

c) Administrasi program dan proyek pembangunan termasuk 

berbagai cara koordinasinya 

d) Sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaran 

pembangunan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup 

administrasi pembangunan meliputi pada perangkat pelaksanaan pembangunan 

serta bagaimana cara melaksanakan pembangunan. 

 

2.2. Perencanaan Pembangunan 

2.2.1  Pengertian Perencanaan Pembangunan 

Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat dalam melakukan 

pembangunan. Perencanaan pada dasarnya merupakan sebuah cara, teknik, atau 

metode untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah 



 

18 
 

 
 

organisasi. Menurut Tjokromidjojo (1989) perencanaan dilihat dari segi suatu alat 

atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, adapun peranan dari 

perencanaan adalah: 

1) Adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, 

adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan 

kepada pencapaian tujuan pembangunan; 

2) Adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (forecasting) 

terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. 

Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedkit 

mungkin; 

3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif 

tentang cara yang terbaik (the best altrenative) atau kesempatan untuk 

memilih kombinasi cara yang terbaik (the best combination); 

4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih 

urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun 

kegiatan usahanya. 

5) Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur standar 

untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi (control/evaluation)  

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2011) menyebutkan bahwa perencanaan, 

dalam arti luas adalah merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. 

Bentuk-bentuk perencanaan berdasarkan Menurut Wrihatnolo dan Nugroho 

(2011) dibagi menjadi 8 bentuk yaitu: (1) perencanaan menurut jangka waktu, (2) 

perencanaan menurut sifat dorongannya, (3) perencanaan menurut alokasi 
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sumberdaya, (4) perencanaan menurut tingkat keluwesan, (5) perencanaan 

menurut sistem ekonomi, (6) perencanaan menurut arus informasi, (7) 

perencanaan menurut dimensi pendekatan, (8) perencanaan menurut lingkaran 

aktivitas pembangunan.  

Pembangunan menurut Riggs (1971) merupakan suatu proses yang rasional, 

konsep kegiatan pembangunan menjelaskan tiga masalah dalam pembagian 

kerangka anlisa yang secara normatif berkaitan dengan kegiatan pembangunan. 

Pertama, kegiatan pembangunan adalah sesuatu yang dikehendaki (purposive). 

Kegiatan pembangunan selalu mempertanyakan apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan. Kedua, kegiatan pembangunan memusatkan perhatian pada 

sejumlah hubungan kait-mengkait yang kompleks dalam jumlah besar. Perubahan 

masyarakat melibatkan banyak elemen seperti, ekonomi, politik, dan sosial yang 

berada dalam suatu kompleksitas yang saling berhubungan. Ketiga, kegiatan 

pembangunan merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu. 

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 3 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) perencanaan 

pembangunan dijelaskan sebagai berikut: Sistem Perencanaan pembangunan 

nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sedangkan menurut Sjafrizal (2014) 

secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai 

tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi 
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negara atau daerah yang bersangkutan. Berdasarkan definisi diatas maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan adalah sebuah cara atau 

teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat dan terarah, dan efisien 

dalam rangka membuat rencana-rencana dalam jangka waktu yang diinginkan 

yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan dan dapat terealisasikan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.  

 

2.2.2  Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan 

Ada beberapa hal yang membedakan suatu perencanaan pembangunan, 

yaitu dipenuhinya berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat 

pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha 

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan 

pemerintah sebagai pendorong pembangunan (agent of development), berikut 

adalah ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokromidjojo (1989): 

a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana unutk mencapai perkembangan 

sosial ekonomi yang tetap (steady social economic growth). 

b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan 

pendapatan per kapita 

c. Usaha ketiga adalah untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi 

d. Perluasan kesempatan kerja 

e. Usaha pemerataan pembangunan  

f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang 

lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan 
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g. Usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap 

lebih didasarkan kepada kemampuan nasional. 

 

2.3. Perencanaan Strategis 

2.3.1  Pengertian Perencanaan Strategis 

Pengetahuan tentang strategi pada awalnya berasal dari kalangan militer, 

yang kemudian dikembangkan ke dunia akademis dalam bidang manajemen 

perusahaan dalam bentuk manajemen strategis (strategic management), dari 

bentuk inilah kemudian berkembang perencanaan strategis (strategic planning). 

Carnevale dan Ham (2005) memaknai perencanaan strategis sebagai berikut 

“Strategic planning involves defining the assignment of a group; identifying the 

needs of the key constituencies; distinguishing strengts, weaknesses, 

oppurtunities, and threats (SWOT analysis); developing plans of action to achieve 

strategic objectives; allocating resources; implementing tactic; and evaluating the 

results of strategic action.” Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa 

perencanaan strategi merupakan suatu kegiatan mengidentifikasian penugasan 

kelompok, mengidentifikasi kebutuhan konstituen, membedakan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT), mengembangkan rencana aksi 

untuk mencapai tujuan dari strategi, mengalokasikan sumber daya, menerapkan 

taktik dan mengevaluasi hasil tindakan strategis. Menurut Depdagri, LAN RI, 

BAPPENAS dan BPKP (2001) dalam satu kesatuan pengertian menjelaskan 

bahwa pengertian perencanaan strategis sebagai berikut: 

“Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan, 

strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. 
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Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara 

keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis 

terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan 

langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang 

ada.” 

Perencanaan strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen 

yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi 

kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang 

dapat digunakan organisasi dari konidisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 

sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 2001). Untuk mencapai sebuah strategi yang 

telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, 

maka para pemimpin perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah 

sistem yang ada pada proses perencanaan strategis (Brown, 2005). 

Perencanaan strategis dipandang sebagai penekanan pada pengambilan 

keputusan, informasi, dan masa depan. Substansinya terkonsentrasi pada 

pertimbangan pilihan keputusan saat ini berdasrkan data yang tersedia. 

Perencanaan strategis dengan kata lain, berkaitan dengan mengidentifikasi untuk 

menghindari kelemahan dan untuk mengejar kekuatan dan peluang. Perencanaan 

strategis dalam konteks aktualitas perlu menganalisis tuntutan perkembangan 

lingkungan strategis, yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi analisis yang dimaksud ini dapat dilakukan 

dengan pendekatan SWOT, yakni analisis terhadap faktor-faktor lingkungan 

internal dan lingkungan. 
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Perencanaan startegis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah 

(Depdagri, LAN, BAPENNAS dan BPKP, 2001) harus mencakup: (1) Pernyataan 

visi, misi startegis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang 

tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara 

mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas 

diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, 

peluang, dan kendala yang dihadapi.  

Perencanaan strategi merupakan suatu proses. Proses ini dimulai dengan 

menggariskan sasaran-sasaran dari organisasi yang bersangkutan, merumuskan 

strategi dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan, dan mengembangkan rencana-

rencana terperinci sesuai dengan strategi demi mencapai hasil-hasil akhir yang 

diharapkan (Burhan 1989). Berdasarkan berbagai definisi perencanaan strategis 

yang telah disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan 

strategis adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan oleh organisasi untuk 

menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk 

mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai strategi yang telah 

ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun sampai 10 tahun dengan mengetahui 

keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. 

Perencanaan strategis pada umumnya digunakan oleh perusahaan atau 

organisasi yang bertujuan untuk meraih laba. Perencanaan strategis dalam sektor 

publik terutama diterapkan untuk tujuan militer dan praktik penyelenggaraan 

negara dalam skala yang besar (Quin dan Bracker, 1980 dalam Bryson, 2004) 
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Perencanaan startegis dapat juga diterapkan untuk beberapa tujuan publik dan 

nirlaba. Secara khusus perencanaan strategis dapat diterapakan kepada: 

a. Lembaga publik, departemen, atau divisi penting dalam organisasi. 

b. Pemerintahan umum, seperti pemerintahan city, country, atau negara 

bagian 

c. Organisasi nirlaba yang pada dasarnya memberikan pelayanan publik. 

d. Fungsi tertentu yang menjembatani batasan-batasan organisasi dan 

pemerintah, seperti transportasi, kesehatan, atau pendidikan. 

e. Jaringan interorganizational seperti jaringan kemitraan, collaboratives, 

aliansi dan koalisi di sektor publik dan nirlaba 

f. Seluruh komunitas, kawasan perkotaan atau metropolitan, daerah atau 

negara bagian.  

Dapat dijabarkan bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta 

mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya (termasuk modal 

dan manusia) untuk mencapai strategi. Berbagai teknik analisis bisnis dapat 

digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Oppotunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), atau 

STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory). 

 

2.3.2  Manfaat Perencanaan Strategis 

Apapun alasan yang mendorong organisasi publik dan nirlaba untuk terlibat 

dalam perencanaan strategis, yang kemungkinan besar memiliki manfaat serupa. 
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Banyak penulis berpendapat bahwa perencanaan strategis dapat menghasilkan 

sejumlah manfaat bagi organisasi (misalnya, Nutt dan Backoff, 1992; Barry, 

1997; Nutt, 2002) dalam Bryson (2004):  

1. Manfaat potensial pertama dan mungkin paling jelas adalah adalah 

promosi berpikir strategis, bertindak, dan belajar, terutama melalui dialog 

dan strategis percakapan antara aktor kunci. Pemikiran strategis, bertindak, 

dan pembelajaran yang dipromosikan oleh sistematis pengumpulan 

tentang organisasi eksternal dan internal lingkungan dan berbagai 

kepentingan aktor, pemeriksaan keberhasilan dan kegagalan organisasi, 

klarifikasi dari arah masa depan, pembentukan organisasi prioritas untuk 

tindakan, dan secara umum, memperhatikan akuisisi dan penggunaan 

pengetahuan dan keterampilan. Untuk banyak organisasi, "perencanaan 

strategis telah menjadi bagian alami dalam melakukan bisnis." Singkatnya, 

perencanaan strategis dapat digunakan untuk membantu mengatur dan 

mengelola proses perubahan organisasi yang efektif di mana organisasi 

mengetahui apa yang perlu diubah  tetapi juga menyimpan yang terbaik. 

2. Manfaat kedua adalah meningkatkan pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan yang lebih baik penting, karena penelitian terbaru 

mengindikasikan bahwa setidaknya setengah dari semua keputusan-

keputusan strategis gagal sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan 

yang buruk. Perencanaan strategis memfokuskan perhatian pada isu-isu 

penting dan yang dihadapi organisasi dan membantu pengambil keputusan 

kunci mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ini dapat membantu 
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mereka membuat keputusan hari ini dalam masa depan kemungkinan 

konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. Ini dapat membantu 

mereka mengembangkan secara koheren dan dipertahankan untuk 

pengambilan keputusan dan kemudian koordinat yang dihasilkan 

keputusan di seluruh tingkat dan fungsi.  

3. Manfaat ketiga adalah meningkatkan efektivitas organisasi, yang berasal 

dari dua yang pertama. Organisasi yang terlibat dalam perencanaan 

strategis didorong untuk mengklarifikasi dan menangani masalah 

organisasi utama, menanggapi secara bijak tuntutan dan tekanan internal 

dan eksternal (termasuk untuk akuntabilitas), dan menangani secara efektif 

situasi yang berubah dengan cepat. Dengan kata lain, manajemen yang 

baik adalah proses yang memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan 

keluaran dan hasil yang mengindikasikan keefektifan organisasi dan yang 

memicu arus sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk 

mempertahankan dirinya dan terus menciptakan nilai publik ke masa 

depan. Dalam kasus organisasi publik dan nirlaba, kita dapat mengatakan 

bahwa rantai nilai harus menciptakan nilai publik dengan biaya yang wajar 

atau konsekuensi yang mungkin terjadi. Semakin banyak, penggunaan 

sumber daya manusia, teknologi informasi, dan manajemen keuangan 

terpadu merupakan elemen penting dalam mengatur, memperkuat, 

melindungi, dan mempertahankan kemampuan organisasi untuk 

menciptakan nilai publik. 



 

27 
 

 
 

4. Keempat, di luar efektivitas organisasi, perencanaan strategis dapat 

menghasilkan peningkatan efektivitas sistem masyarakat yang lebih luas. 

Sebagian besar masalah publik yang kita hadapi akhir-akhir ini meluas 

melampaui batas-batas satu organisasi. Sejak lama, tantangan besar kita 

dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kemiskinan, lingkungan. 

Organisasi dapat berkontribusi pada berfungsinya sistem ini dengan lebih 

baik namun biasanya harus melakukannya dalam kemitraan dengan orang 

lain atau dengan mempertimbangkan hal tersebut dengan orang lain. 

Perencanaan strategis dapat membantu organisasi mempertimbangkan 

lingkungan yang lebih luas dan membantu mereka mengetahui cara terbaik 

untuk bermitra dengan organisasi lain sehingga mereka dapat bersama-

sama menciptakan lingkungan yang lebih baik. Hasilnya mungkin harus 

semacam upaya redesain kelembagaan bersama di tingkat sistem  yang 

meningkatkan modal intelektual, manusia, dan sosial baik di tingkat 

masyarakat maupun organisasi. 

5. Akhirnya, perencanaan strategis bisa langsung menguntungkan orang-

orang yang terlibat. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan utama 

dapat dibantu untuk memenuhi peran dan tanggung jawab mereka, dan 

peserta dalam proses dapat memperbaiki kerja sama dan keahlian tim 

mereka. Selanjutnya, baik karyawan maupun organisasi yang dapat 

menciptakan nilai publik yang nyata dan cenderung memiliki pekerjaan di 

masa depan. Organisasi publik dan nirlaba dibenarkan secara eksternal 

karena mereka ada untuk memberikan layanan nyata.  
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Meski perencanaan strategis bisa memberikan semua manfaat ini, tidak ada 

jaminan akan terjadi. Memang, sangat tidak mungkin setiap organisasi akan 

mengalami semua atau bahkan sebagian besar manfaat perencanaan strategis saat 

pertama kali - atau bahkan setelah banyak siklus perencanaan strategis. Untuk satu 

hal, perencanaan strategis hanyalah seperangkat konsep, prosedur, dan alat. 

Pemimpin, manajer, dan perencana perlu terlibat dalam perencanaan strategis 

dengan seksama karena keberhasilan mereka setidaknya akan bergantung pada 

bagaimana mereka menyesuaikan proses dengan situasi mereka. 

 

2.3.3.  Langkah-Langkah Penyusunan Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan prosesnya 

mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang 

variasinya sendiri seusai dengan kebutuhan organisasi. Meskipun demikian 

berikut adalah proses perencanaan strategis secara umum menurut Djunaedi 

(2002): 

“Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan prosesnya 

mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang 

variasinya sendiri sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi setempat. Meskipun 

demikian, secara umum proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur: 

(1) perumusan visi dan misi, (2) pengkajian lingkungan eksternal, (3) 

pengkajian lingkungan internal, (4) perumusan isu-isu strategis, dan (5) 

penyusunan strategi pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan 

dan sasaran). Proses perencanaan strategis tidak bersifat sekuensial penuh, 

tapi dapat dimulai dari salah satu dari langkah ke (1), (2), atau (3). Ketiga 

langkah tersebut saling mengisi. Setelah ketiga langkah pertama ini selesai, 

barulah dilakukan langkah ke (4), yang disusul dengan langkah ke (5). 

Setelah rencana strategis (renstra) selesai disusun, maka diimplementasikan 

dengan terlebih dahulu menyusun rencana-rencana kerja (aksi/tindakan).” 
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Sebagaimana dikatakan Umar (2001) bahwa, untuk membahas suatu 

perencanaan startegis hendaknya mengacu pada model manajemen strategis agar 

pembahasannya terfokus. Umar mengibaratkan jika kita akan membahas rumah 

atau pesawat maka kita terlebih dahulu mengetahui gambaran tentang rumah, 

bahwa rumah berfungsi sebgai tempat tinggal. Berikut adalah tiga macam model 

perencanaan strategis yang diambil dari pendapat pakar manajemen strategis yang 

pertama, model dari Wheelen-Hunger; kedua, model dari Fred R. David dan 

yang; ketiga, model dari Glenn Baseman dan Arvind Platak. Berdasarkan ketiga 

model tersebut Umar menyebutkan beberapa elemen utama dalam perencanaan 

strategis, yaitu: pertama, visi, misi dan falsafah (kredo/nilai-nilai); kedua, analisis 

lingkungan eksternal dan internal; ketiga, analisis pilihan strategi; keempat, 

sasaran jangka panjang; kelima, strategi fungsional, dan keenam, program, 

pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Namun demikian peneliti hanya 

mengambil salah satu model dari ketiga model yang dicontohkan Umar tersebut 

yaitu model yang ditawarkan oleh Fred R. David, ditambah dengan dua model 

lain yang berbeda yaitu modelnya Pearce dan Robinson. Akan tetapi peneliti lebih 

berfokus pada modelnya Jhon M. Bryson, karena pada dua contoh yang pertama 

dalam bukunya lebih cenderung melihat manajemen strategis dalam konteks 

bisnis atau perusahaan, sedangkan yang ditawarkan oleh Jhon M. Bryson 

pembahasannya khusus perencanaan strategis dalam konteks organisasi non profit. 

Perencanaan strategis menurut Bryson (2004) adalah “Strategic planning 

can help leaders an managers of public and nonprofit organizations think, learn, 

and act strategically.” Perencanaan strategis dapat membantu para pemimpin 
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suatu manajer organisasi publik dan nirlaba berpikir, belajar, dan bertindak secara 

strategis. Sistem perencanaan strategis harus menjawab empat pertanyaan 

mendasar yaitu kemana kita pergi (misi), bagaimana kita memperolehnya 

(strategi), apakah cetak biru tindakan kita (anggaran), dan bagaimana kita 

mengetahui jalur yang kita lalui (pengendalian). Pada level organisasi, sistem 

perencanaan menyarankan pertimbangan manajemen tradisional yang 

berhubungan dengan maksud (tujuan dan sasaran), kebijakan dan perencanaan 

program alokasi sumber daya, dan evaluasi hasil. Berikut adalah gambar proses 

perencanaan strategis menurut Bryson (2004)  
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Gambar 2.1  Proses Perencanaan Strategis 

Sumber: Bryson (2004) 

 

Sepuluh langkah ini menurut Bryson haruslah mengarah pada tindakan, 

hasil, dan evaluasi. Harus ditekankan bahwa hasil ini tindakan, hasil dan 

evaluasi harus muncul pada setiap langkah dalam proses perencanaan strategis. 
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Dengan kata lain, pelaksanaan dan evaluasi tidak harus menunggu sampai 

akhir proses, tetapi harus menjadi bagian yang integral dan berkelanjutan 

dalam proses perencanaan strategis.  

Sepuluh langkah perencaan strategis menurut Bryson (2004) dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Initiate and agree on a strategic planning process 

Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan antara 

pembuat keputusan internal (dan mungkin eksternal) atau pemimpin 

opini mengenai keseluruhan upaya perencanaan strategis dan langkah-

langkah perencanaan utama. Dukungan dan komitmen para pengambil 

keputusan utama sangat penting jika perencanaan strategis dalam sebuah 

organisasi adalah untuk berhasil. Selanjutnya, keterlibatan para 

pengambil keputusan utama di luar organisasi biasanya sangat penting 

bagi keberhasilan program publik dan nirlaba ketika implementasi akan 

melibatkan banyak pihak dan organisasi. 

Jelas, beberapa orang atau kelompok harus memulai prosesnya. 

Salah satu tugas pertama inisiator adalah mengidentifikasi siapa 

pengambil keputusan utama. Tugas selanjutnya adalah mengidentifikasi 

orang, kelompok, unit, atau organisasi mana yang harus dilibatkan dalam 

usaha tersebut. Kedua langkah ini akan memerlukan beberapa analisis 

pemangku kepentingan awal, yang akan dibahas lebih rinci nanti di bab 

ini. Kesepakatan awal akan dinegosiasikan dengan setidaknya beberapa 

pengambil keputusan, kelompok, unit, atau organisasi ini. Dalam 
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prakteknya serangkaian kesepakatan biasanya harus dilakukan di antara 

berbagai pihak karena dukungan untuk proses pembangunan dan 

pemangku kepentingan utama dan pengambil keputusan akan terus 

berlanjut.  

Perencanaan strategis untuk organisasi publik, nirlaba, jaringan, 

atau komunitas sangat mungkin bekerja dengan baik ketika sebuah badan 

pembuat kebijakan yang efektif berada di tempat untuk mengawasi usaha 

tersebut. Seperti dicatat, setidaknya beberapa pekerjaan analisis 

pemangku kepentingan akan dibutuhkan untuk mengetahui siapa yang 

harus disertakan dalam rangkaian kesepakatan awal. Pemangku 

kepentingan didefinisikan sebagai setiap orang, kelompok, atau 

organisasi yang dapat mengajukan klaim atas perhatian, sumber daya, 

atau keluaran organisasi (atau entitas lain), atau yang dipengaruhi oleh 

keluaran tersebut. 

2. Identify organizational mandates 

Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi 

terdiri dari berbagai "keharusan" yang harus dihadapi - yaitu, berbagai 

persyaratan, batasan, harapan, tekanan, dan kendala yang dihadapinya. 

Sungguh mengherankan betapa sedikit organisasi yang tahu persis apa 

yang mereka (dan tidak) mandat secara formal untuk dilakukan. 

Biasanya, hanya sedikit anggota organisasi manapun yang pernah 

membaca, misalnya, undang-undang, kebijakan, tata cara, piagam, 

artikel, dan kontrak yang relevan yang menguraikan mandat formal 
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organisasi tersebut. Bahkan ketika mereka telah membaca materi ini, 

kemungkinan rencana strategis organisasi mereka akan gagal untuk 

menangani setidaknya beberapa mandat formal dan bahwa mandat ini 

dapat diabaikan.  

Banyak anggota organisasi juga tidak mengerti mandat informal 

yang biasanya bersifat politis dalam arti luas yang dihadapi organisasi 

mereka. Mungkin tidak mengherankan bila kebanyakan organisasi 

membuat satu atau lebih dari tiga kesalahan mendasar. Pertama, dengan 

tidak mengartikulasikan atau mengetahui apa yang harus mereka 

lakukan, mereka tidak mungkin melakukannya. Kedua, mereka mungkin 

percaya bahwa mereka lebih terkekang dalam tindakan mereka daripada 

sebenarnya. Dan ketiga, mereka mungkin berasumsi bahwa jika mereka 

tidak secara eksplisit diberi tahu untuk melakukan sesuatu, mereka tidak 

diijinkan melakukannya. 

3. Clarify organizational mission and values 

Misi organisasi, bersamaan dengan mandatnya, memberikan 

pembenaran organisasi yang paling penting untuk keberadaannya. Misi 

dan mandat organisasi juga menunjukkan jalan menuju akhir organisasi 

tertinggi untuk menciptakan nilai publik. Bagi pemerintah, lembaga 

pemerintah, atau organisasi nirlaba, ini berarti harus ada tuntutan atau 

kebutuhan sosial atau politik yang dapat diidentifikasi yang ingin diisi 

oleh organisasi. Organisasi-organisasi ini harus selalu dipandang sebagai 

alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai akhir dari dan dari diri 
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mereka sendiri. Bagi entitas secara kolaboratif, ini berarti 

mengidentifikasi keuntungan kolaboratif yang dapat dicapai dengan 

bekerja sama, yaitu, apa yang dapat mereka raih bersama-sama yang 

menciptakan nilai publik yang tidak dapat mereka capai sendiri. 

Masyarakat juga harus membenarkan keberadaan mereka dengan 

seberapa baik mereka menangani berbagai nilai pemangku kepentingan 

mereka dan memenuhi kebutuhan sosial dan politik para pemangku 

kepentingan termasuk kebutuhan akan rasa memiliki masyarakat. 

Mengidentifikasi misi atau tujuan organisasi lebih dari sekadar 

membenarkan keberadaan organisasi. Tujuan klarifikasi dapat 

menghilangkan banyak konflik yang tidak perlu dalam sebuah 

organisasi dan dapat menyalurkan diskusi dan aktivitas secara produktif. 

Kesepakatan tujuan juga mendefinisikan arena dimana organisasi akan 

berkolaborasi atau berkompetisi dan, setidaknya secara garis besar, 

bagan program masa depan organisasi. Pernyataan misi itu sendiri 

mungkin sangat singkat, mungkin tidak lebih dari sekedar kalimat atau 

paragraf.  

4. Assess the external and internal environments to identify strengths, 

weaknesses, opportunities, and threats 

Tim perencanaan harus menggali lingkungan di luar organisasi 

untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi 

(langkah 4a). Ini harus mengeksplorasi lingkungan di dalam organisasi 

untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan (langkah 4b). Pada 
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dasarnya, faktor luar adalah faktor-faktor yang tidak berada dalam 

kendali organisasi, dan faktor-faktor di dalamnya adalah faktor-faktor 

yang ada di dalamnya. Peluang dan tantangan biasanya (meski tidak 

harus) lebih banyak tentang masa depan daripada sekarang, sedangkan 

kekuatan dan kelemahan biasanya tentang masa sekarang dan bukan 

masa depan. Perhatikan bahwa masyarakat lebih cenderung berpikir 

dalam hal aset daripada kekuatan. Memantau berbagai kekuatan dan 

tren, termasuk lingkungan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, 

teknologi, dan fisik, dapat membantu perencana dan pengambil 

keputusan untuk memahami peluang dan tantangan. Dengan kata lain, 

menghadapi tantangan dan kelemahan harus dilihat sebagai kesempatan 

untuk membangun kekuatan dan meningkatkan kinerja.  

Selain memantau tren dan kejadian, tim perencanaan strategis juga 

harus memantau kelompok pemangku kepentingan eksternal yang 

penting, terutama yang mempengaruhi aliran sumber daya (secara 

langsung atau tidak langsung) seperti pelanggan, klien, pembayar atau 

penyandang dana, anggota membayar iuran, regulator, dan lembaga 

kebijakan terkait. Tim juga harus memperhatikan pesaing, kekuatan 

kompetitif, dan kemungkinan sumber keunggulan kompetitif serta 

kolaborator, kekuatan kolaboratif, dan sumber potensial keuntungan 

kolaboratif. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, 

organisasi dapat memantau sumber daya (input), strategi (proses), dan 

kinerja (output) saat ini. 
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5. Identify the strategic issues facing the organization 

Isu strategis adalah pertanyaan kebijakan mendasar atau tantangan 

kritis yang mempengaruhi mandat, misi dan nilai organisasi, tingkat 

produk atau layanan, campuran, klien, pengguna atau pembayar, biaya, 

pendanaan, struktur, proses, dan manajemen. Menemukan cara terbaik 

untuk membingkai isu-isu ini biasanya memerlukan kebijaksanaan dan 

dialog yang cukup besar, diinformasikan oleh pemahaman mendalam 

tentang operasi organisasi, kepentingan stakeholder, dan tuntutan dan 

kemungkinan eksternal. 

1) Secara singkat, pendekatan langsung, langsung dari diskusi 

Mandat, misi, dan SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

tantangan) terhadap identifikasi isu strategis. 

2) Pendekatan tidak langsung dimulai dengan brainstorming 

tentang berbagai jenis pilihan sebelum mengidentifikasi 

masalah. Pilihan ini mencakup tindakan yang dapat dilakukan 

organisasi untuk memenuhi mandatnya, memenuhi misinya, 

dan menciptakan nilai publik; Untuk memenuhi harapan kinerja 

para pemangku kepentingan; Untuk membangun kekuatan, 

memanfaatkan peluang, dan meminimalkan atau mengatasi 

kelemahan dan tantangan; Dan untuk menangani pengetahuan 

penting lainnya dari studi latar belakang. Pilihan ini kemudian 

digabungkan menjadi satu set aksi potensial dan 

dikelompokkan ke dalam kategori isu potensial. 
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3) Pendekatan sasaran dimulai dengan tujuan (atau indikator 

kinerja) dan kemudian mengidentifikasi isu-isu yang harus 

ditangani sebelum tujuan (atau indikator) dapat dicapai. 

4) Dan visi pendekatan keberhasilan dimulai dengan setidaknya 

sebuah sketsa dari sebuah visi kesuksesan untuk 

mengidentifikasi isu-isu yang harus dihadapi sebelum visi 

tersebut dapat direalisasikan. Pendekatan ini mungkin 

diperlukan dalam situasi yang melibatkan isu-isu pembangunan 

di mana perubahan mendasar diperlukan tetapi organisasi 

tersebut tidak memiliki preseden. 

5) Pendekatan pemetaan oval melibatkan pembuatan diagram kata 

dan panah di mana gagasan tentang tindakan yang mungkin 

diambil oleh organisasi, bagaimana hal itu bisa membawa 

mereka, dan mengapa, dihubungkan oleh panah yang 

menunjukkan sebab dan akibat atau mempengaruhi hubungan. 

Dengan kata lain panah menunjukkan bahwa tindakan A dapat 

menyebabkan atau mempengaruhi B, yang pada gilirannya 

dapat menyebabkan atau mempengaruhi C, dan seterusnya; Jika 

organisasi melakukan A, ia dapat mengharapkan untuk 

menghasilkan hasil B, yang pada gilirannya dapat diharapkan 

menghasilkan hasil C. Peta ini mungkin menampilkan ratusan 

hubungan yang saling terkait, yang menunjukkan area 

kepentingan dan hubungannya yang berbeda satu sama lain.  
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6) Pendekatan tekanan dikembangkan oleh Nutt and Backoff 

(1992) dan dijabarkan oleh Nutt, Backoff, dan Hogan (2000) 

dalam Bryson (2004). Penulis ini berpendapat bahwa setiap isu 

strategis selalu menghadirkan empat tekanan dasar yang saling 

melibatkan, dalam berbagai kombinasi, sumber daya manusia 

dan terutama masalah ekuitas, inovasi dan perubahan, 

pemeliharaan tradisi, dan peningkatan produktivitas.  

7) Pendekatan analisis sistem dapat membedakan cara terbaik 

untuk membingkai isu ketika sebuah sistem berisi efek umpan 

balik yang kompleks dan harus dimodelkan secara formal agar 

organisasi dapat memahaminya sepenuhnya.  

6. Formulate strategies to manage the issues 

Strategi dapat didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, 

program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang 

menentukan apa itu organisasi, apa fungsinya, dan mengapa hal itu 

dilakukan. Strategi bervariasi menurut level, fungsi, dan kerangka waktu. 

Organisasi mengembangkan strategi untuk menangani masalah yang 

telah mereka identifikasi.  

Developing Strategies Through a Five-Part  Process, Bagian pertama 

dari proses fivepart dimulai dengan identifikasi alternatif praktis dan 

mimpi atau visi untuk menyelesaikan masalah strategis. Selanjutnya, tim 

perencanaan harus mengidentifikasi penghalang untuk mencapai 

alternatif, mimpi, atau visi tersebut. Berfokus pada hambatan pada saat 
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ini bukanlah tipikal proses perencanaan yang paling strategis, namun ini 

adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa strategi yang 

dikembangkan menangani kesulitan implementasi secara langsung dan 

bukan sembarangan. Begitu alternatif, mimpi, dan visi dan hambatan 

terhadap realisasinya tercantum, tim mengembangkan proposal utama 

untuk mencapai alternatif, mimpi, dan penglihatan ini, secara tidak 

langsung (melalui mengatasi rintangan) atau secara langsung. Setelah 

proposal utama diajukan, dua tugas akhir tetap ada dalam proses lima 

bagian ini. Tindakan yang harus diambil dalam dua sampai tiga tahun ke 

depan untuk melaksanakan usulan utama harus diidentifikasi. Dan sebuah 

program kerja terperinci untuk enam sampai dua belas bulan ke depan 

harus dibilang untuk melaksanakan tindakan tersebut. 

Developing Strategies by Structuring Relationships Among Strategic 

Options, Metode ini melibatkan daftar beberapa pilihan untuk menangani 

setiap isu strategis, sekali lagi menguraikan setiap opsi dalam bentuk 

tindakan yang imperatif. Pilihan tersebut kemudian dihubungkan oleh 

panah yang menunjukkan pilihan mana yang menyebabkan atau 

mempengaruhi pencapaian pilihan lainnya. Setiap pilihan mungkin 

merupakan bagian dari lebih dari satu rantai. Strategi yang efektif harus 

memenuhi beberapa kriteria. Ini harus secara teknis dapat dilaksanakan 

dan memungkinkan secara administratif, diterima secara politis oleh 

pemangku kepentingan kunci, dan berorientasi pada hasil. Ini juga harus 

sesuai dengan filosofi dan nilai inti organisasi, bahkan jika tujuannya 
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adalah untuk mengubahnya. Selanjutnya, harus etis, moral, dan legal. Ini 

juga harus menangani isu strategis yang seharusnya ditangani, dan harus 

menciptakan nilai publik. 

7. Review and adopt the strategies or strategic planning 

Setelah strategi telah dirumuskan, tim perencanaan mungkin perlu 

untuk mendapatkan keputusan resmi untuk mengadopsi strategi yang 

dipilih untuk dilanjutkan ke tahap implementasi. Hal yang sama besar 

ketika sebuah rencana strategis yang resmi telah disiapkan. Keputusan ini 

akan menegaskan perubahan yang diinginkan dan menggerakkan 

organisasi ke arah refreezing pada pola baru, dimana eksplorasi 

pengetahuan langkah sebelumnya dapat dimanfaatkan. Untuk 

mengamankan bagian dari setiap strategi atau rencana, tim perencanaan 

harus terus memperhatikan tujuan, keprihatinan, dan kepentingan semua 

stakeholder internal dan eksternal.  

8. Establish an effective organizational vision 

Pada langkah ini, organisasi mengembangkan deskripsi tentang apa 

yang seharusnya terlihat seperti setelah berhasil menerapkan strateginya 

dan mencapai potensi penuhnya. Deskripsi ini adalah visi keberhasilan 

organisasi. Beberapa organisasi memiliki deskripsi atau visi seperti itu, 

namun kepentingannya telah lama dikenal oleh perusahaan yang dikelola 

dengan baik, psikolog organisasi, dan teori manajemen. Deskripsi seperti 

itu mungkin termasuk misi organisasi, nilai dan filosofinya, strategi 

dasarnya, kriteria kinerjanya, peraturan keputusan penting, dan standar 
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etika yang diharapkan dari semua karyawan. Deskripsi ini, sejauh 

diedarkan dan didiskusikan secara luas dalam organisasi, 

menginformasikan anggota organisasi tentang apa yang diharapkan dari 

mereka tanpa pengawasan manajerial yang konstan. 

Beberapa mungkin mempertanyakan mengapa mengembangkan 

visi kesuksesan datang pada tahap ini dalam proses daripada jauh lebih 

awal. Ada dua jawaban dasar. Pertama, tidak harus datang ke sini untuk 

semua organisasi. Beberapa organisasi mampu mengembangkan visi 

kesuksesan yang diartikulasikan dan disepakati dengan baik di awal 

prosesnya. Kedua, kebanyakan organisasi biasanya tidak dapat 

mengembangkan visi sukses yang terperinci sampai mereka melewati 

beberapa perencanaan strategis jika mereka mampu mengembangkan visi 

sama sekali. Visi yang menantang namun dapat dicapai mewujudkan 

ketegangan antara apa yang diinginkan oleh organisasi dan apa yang dapat 

dimilikinya. Sebuah visi yang memotivasi orang akan cukup menantang 

untuk memacu tindakan namun tidak terlalu sulit dicapai sehingga 

menurunkan motivasi dan demoralisasi orang. Sebagian besar organisasi, 

dengan kata lain, akan menemukan bahwa visi keberhasilan mereka 

berfungsi sebagai panduan lebih untuk implementasi strategi daripada 

perumusan strategi. 

9. Develop an effective implementation process 

Hanya membuat rencana strategis ini tidak cukup. Perubahan-

perubahan yang disebut oleh strategi yang dipilih harus dimasukkan ke 
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seluruh sistem agar strategi ini dibawa kehidupan dan nilai-nilai nyata 

yang akan dibuat untuk organisasi dan stakeholder. Berpikir strategis 

tentang pelaksanaan dan mengembangkan suatu rencana implementasi 

yang efektif adalah tugas-tugas penting menuju strategi yang telah 

dikembangkan.  

10. Reasses strategies and strategic planning process 

Setelah proses implementasi telah berlangsung selama beberapa 

waktu, organisasi harus meninjau strategi dan proses perencanaan 

strategis, sebagai pendahuluan untuk putaran baru perencanaan strategis. 

Namun jika organisasi tidak telah terlibat dalam perencanaan strategis 

untuk sementara waktu, ini akan menjadi tahap terpisah. Organisasi harus 

fokus pada kesuksesan strategi yang telah dipilih, dan mengevaluasi 

apakah strategi yang dipilih dan dijalankan harus dipertahankan, 

digantikan oleh strategi lain, atau dihentikan.  

 

2.4.  Analisis SWOT  

Analisis SWOT merupakan suatu alat untuk menganalisis dengan 

mengidentifikasi faktor-faktor internal yaitu Strengths (kekuatan), Weaknesses 

(kelemahan), dan juga mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang berupa 

Opportunities (peluang), Threats (ancaman). Analisis SWOT dipakai sebagai 

bentuk usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis SWOT merupakan identifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan 
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(Rangkuti 2005). Analisa ini didadarkan pada hubungan interaksi antara unsur-

unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal 

yaitu peluang dan ancaman.  

Tahap awal proses penetapan strategi adalah dengan mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki organisasi. Hasil 

pengidentifikasian tersebut dapat menghasilkan isu-isu strategis yang ada di dalam 

sebuah organisasi. Analisis SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan 

dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dari 

tujuan organisasi. Semua informasi yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis 

menggunakan SWOT, hasil analisa dapat berdampak pada perubahan misi, tujuan, 

kebijakan, atau strategi yang sedang berjalan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa anlisis SWOT merupakan suatu metode 

yang efektif digunakan untuk sebuah organisasi dalam mengidentifikasi 

lingkungan internal dan eksternal untuk menciptakan visi. Berikut ini merupakan 

penjelasan dari SWOT: 

1) Kekuatan, sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain 

yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar 

yang dilayani 

2) Kelemahan, keterbatasan atau kekurangan sumber daya, keterampilan, 

dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan 

yang berupa fasilitas, sumber daya, keuangan, kemampuan manajemen 

dan keterampilan pemasaran merupakan kelemahan perusahaan 
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3) Peluang, situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan, seperti perubahan teknologi 

4) Ancaman, situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi 

sekarang atau posisi yang diinginkan perusahaan.  

Menurut Rangkuti (2005) matriks analisis SWOT dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan 

ancaman yang dihadapi organisasi, sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan yang dimilikinya. Berikut adalah tabel 2.1 analisis SWOT  

Tabel 2.1 Matriks Analisis SWOT 

 Strengths (S) 

Tentukan faktor-faktor 

kekuatan internal 

Weaknesses (W) 

Tentukan faktor-faktor 

kelemahan internal   

Opportunities (O) 

Tentukan faktor yang 

menjadi peluang eksternal 

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan-kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Threats (T) 

Tentukan faktor yang 

menjadi ancaman eksternal 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan-kelemahan 

dan menghindari 

ancaman 

Sumber: Rangkuti (2005) 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing strategi diatas: 

Internal 

Eksternal 
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a) Strategi SO, strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, 

yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

b) Strategi ST, strategi yang digunkan dengan memanfaatkan kekuatan yang 

dimiliki untuk mengatasi ancaman 

c) Strategi WO, strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada 

d) Strategi WT, strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif 

dan berusahan meminimalkan kelemahan yang ada serat menghindari 

ancaman.   

 

2.5. Pembangunan Perkotaan 

2.5.1  Pengertian Pembangunan Perkotaan 

Menurut Siagian (1981) pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha 

atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan 

secara sdar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (nation-building). Berdasarkan tersebut dapat diketahui 

beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan: (1) bahwa pembangunan 

merupakan suatu proses; (2) pembangunan merupakan usaha yang secara sadar 

dilakukan; (3) pembangunan dilakukan secara berencana; (4) pembangunan 

mengarah kepada modernitas; (5) modernitas yang dicapai melalui pembangunan 

bersifat multi-dimensional; (6) memiliki tujuan untuk membina bangsa (nation-

building).  



 

47 
 

 
 

Konsep pembangunan kota sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan konsep 

pembangunan pada umumnya. Dalam hal ini kota hanya sebagai sasaran dari 

pembangunan, pembangunan sering diartikan sebagai perubahan, modernisasi dan 

pertumbuhan. Tetapi dalam arti yang sebenarnya pembangunan memiliki arti yang 

lebih dari sekedar kata-kata itu. Pengertian pembangunan harus dapat dilihat 

secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan merupakan 

suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir.  

Kawasan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya 

secara alamiah atau dikembangkan melalui proses pertumbuhan yang 

direncanakan, diarahkan, dan dikendalikan. Pembangunan perkotaan pada 

hakekatnya mencakup pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. 

Pembangunan fisik kota dilakukan melalui upaya perencanaan dan perancangan 

fisik perkotaan yang dituangkan dalam Rencana Penataan Ruang Kota, 

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta pembangunan fisik lainnya. 

Para ahli mempunyai bermacam-macam pendapat didalam merumuskan 

pengertian kota. Hal ini tergantung pada aspek ataupun sudut pandang dan 

keilmuan yang dibuat oleh para pakar. Menurut Bintarto dalam Mirsa (2012) kota 

diartikan: 

“Suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan 

penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan starta ekonomi yang heterogen 

dan bercorak matrialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentangan 

budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan 

gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak 

kehidupan yang bersifat heterogen dan matrerialistis dibandingkan dengan 

daerah dibelakangnya.” 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 

tentang Pedoman Standar Pelayananan Perkotaan, kota diartikan sebagai wilayah 
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yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelyanan jasa 

pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Perencanaan pembangunan 

kawasan perkotaan didasarkan pada kondisi, karakteristik kawasan, dan 

keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan menjelaskan 

bahwa lingkup perencanaan kawasan perkotaan memuat pengembangan, 

peremajaan, pembangunan, reklamasi pantai atau rawa, dan/atau perubahan fungsi 

lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kota adalah suatu 

daerah yang memiliki wilayah batas administrasi dan bentang lahan luas, 

penduduk relatif banyak, adanya heterogenitas penduduk dan sektor agraris yang 

tidak ada.  

 

2.5.2  Strategi Pembangunan Perkotaan  

Menurut Ilhami (1990) dalam rangka mempercepat terwujudnya 

pembangunan perkotaan di Indonesia khususnya Proses Penyusunan dan 

Pemilikan Rencana Kota telah digariskan Program Bantuan Penyusunan Rencana 

Kota. Kota-kota yang dipriorotaskan mendapatkan bantuan Penyusunan Rencana 

Kota adalah: 

a. Kota yang mempunyai kedudukan atau status sebagai ibukota Provinsi, 

Kotamadya, Ibukota Kabupaten dan Kota Administrasi. 

b. Kota-kota lain yang mempunyai kedudukan penting sebagai pusat 

pertumbuhan yang pesat dan pusat pengembangan wilayah, maupun 
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kota-kota yang perlu segera diarahkan/dikendalikan perkembangannya 

dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan. 

Pertumbuhan kota ditujukan ke arah terciptanya Pola Tata Ruang yang 

serasi dengan lingkungan hidup perkotaan dan wilayah sekitarnya. Adapun 

kegiatan pengaturan dan pembinaan pembangunan dilaksanakan melalui program 

pokok: 

a. Penataan Ruang Wilayah, Daerah dan Kota. 

b. Pendidikan Aparatur pemerintah Kota. 

c. Peningkatan Efisiensi pemerintah Kota. 

Strategi pembangunan perkotaan merupakan hal yang sangat penting oleh 

karena itu pembangunan perkotaan dilaksanakan sesuai dengan strategi kehidupan 

bangsa untuk mendorong atau mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat 

ke arah keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Sehingga terwujud suatu kota 

yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. 

 

2.5.3  Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Perkotaan 

Kota merupakan tempat pemusatan (terkonsentrasinya) penduduk beserta 

berbagai kegiatan (meliputi kegiatan ekonomi, sosial, administrasi, pemerintahan 

dan politik). Semakin besar kota, semakin luas dan intensif kegiatan 

perkotaannya, terdapat kecenderungan bahwa kota akan bertumbuh dan 

berkembang menjadi lebih besar pada masa yang akan datang (Adisasmita, 2012). 

Kota yang memiliki jumlah penduduk banyak dikategorikan sebagai kota besar, 

dan sebaliknya kota berpenduduk sedikit adalah merupakan kota kecil. 
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Di Indonesia kota-kota berpenduduk lebih besar dari 1.250.000 jiwa adalah 

kota raya (metropolitan), kota berpenduduk 70.00 – 1.250.000 jiwa adalah kota 

besar; kota berpenduduk 500.000 – 750.000 jiwa adalah kota sedang; dan kota 

yang berpenduduk kurang dari 250.000 adalah kota kecil (Adisasmita, 2012). 

Besaran kota (jumlah penduduk) akan bertambah semakin besar, yang 

dicerminkan oleh angka urbanisasi (perpindahan dari luar kota menuju kota-kota 

besar) yang sangat pesat pertumbuhannya. Seperti di negara berkembang lainnya, 

berbagai kota di Indonesia berada dalam tahap pertumbuhan urbanisasi akibat laju 

pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga kebutuhan penduduk untuk 

melakukan pergerakan pun menjadi sangat menigkat. Jumlah penduduk perkotaan 

yang besar dan bertambah banyak membutuhkan tersedianya berbagai prasaran 

dan sarana, serta fasilitas pelayanan perkotaan dalam jumlah yang cukup. 

Keberhasilannya sangat terkait dengan fungsi-fungsi utama kota-kota besar, 

adapun yang menjadi fungsi-fungsi utama kota-kota besar adalah: (1) 

menyediakan fasilitas perumahan dan pemukiman yang cukup; (2) menyediakan 

lapangan kerja yang cukup; (3) menyelenggarakan sistem transportasi yang 

lancar, efektif, dan efisien, dan (4) menyediakan fasilitas rekreasi yang cukup 

(Adisasmita, 2012). 

Negara sedang berkembang lainnya, berbagai kota besar di Indonesia berada 

dalam tahap pertumbuhan urbanisasi yang tinggi akibat laju pertumbuhan 

ekonomi yang pesat sehingga kebutuhan penduduk untuk melakukan pergerakan 

pun menjadi semakin meningkat, terutama dalam hal melakukan mobilitas. 
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Jumlah penduduk yang tinggal didaerah perkotaan di Indonesia diperkirakan 

meningkat dari tahun ke tahun akibat tingginya arus urbanisasi (Tamin, 1997).   

Kota dalam menjalankan fungsinya selalu bergerak dinamis dan 

berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk serta pengembangan aktivitas 

masyarakat kota maka dari itu tantangan bagi pemerintah dan negara yang sedang 

berkembang, dalam hal ini instansi dan departemen terkait serta perencana 

transportasi perkotaan adalah masalah kemacetan. Masalah kemacetan pada 

umumnya terjadi pada kota yang memiliki penduduk lebih dari 2 juta jiwa, yang 

sampai pada tahun 1996 telah dicapai oleh beberapa kota di Indonesia seperti 

Jakarta, Surabaya dan Medan. 

 

2.6.  Transportasi 

2.6.1  Konsep Transportasi  

Menurut Nasution (2008) tentang pengangukutan, pengangkutan diartikan 

sebagai suatu pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. 

Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan 

angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. 

Warpani (1990) mengatakan pengangkutan adalah usaha memindahkan orang 

dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Dari pengertian pengangkutan 

diatas dapat disimpulkan bahwa  unsur-unsur pengangkutan meliputi: (1) adanya 

muatan yang diangkut; (2) tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya; (3) ada 

jalanan/jalur yang dilalui; (4) ada terminal asal dan terminal tujuan; dan (5) 
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adanya sumber daya manusia atau organisasi yang menggerakkan kegiatan 

transportasi tersebut. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transportasi diartikan 

sebagai pengangkutan barang, oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan 

kemajuan teknologi. Menurut Miro (2012) transportasi diartikan sebagai usaha 

pemindahan, atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut 

lokasi asal, ke lokasi yang lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan 

tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula. Dari pengertian ini maka dapat 

diketahui bahwa transportasi memiliki 3 dimensi yaitu lokasi, (asal dan tujuan), 

alat (teknologi), keperluan tertentu di lokasi tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, sinonim kata transportasi yaitu pengangkutan, pemindahan, 

pengiriman. Jadi konsep pengangkutan dan transportasi pada dasarnya adalah 

sama. 

Bentuk moda transportasi menurut Miro (2012) secara umum dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, sebagai berikut: 

1) Moda Transportasi Pribadi, moda transportasi ini merupakan bentuk 

alat transportasi yang pelayanannya hanya diperuntukkan bagi 

perorangan dengan ciri sebagai berikut: (1) pemakaiannya bebas murni 

menurut keinginan si pemiliknya; (2) asal dan tujuannya tidak 

ditentukan dalam aturan trayek, tetapi teragntung kepada dari mana 

pemilik alat tarnsportasi itu berangkat dan keman tujuannya; (3) bebas 

berhenti pada tempat-tempat berhenti yang diizinkan 

2) Moda Transportasi Umum, merupakan alat transportasi yang 

pelayanannya ditujukan untuk sejumlah orang secara bersama-sama. 

Masing-masing penumpang membayar ongkos sesuai tarif dan jarak, 

menerima pelayanan secara bersama-sama. 
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Selanjutnya Salim (1993) menyatakan bahwa transportasi adalah kegiatan 

pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. 

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan 

masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi, dengan adanya transportasi 

menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian 

sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa daerah. Transportasi 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan, sementara kegiatan sehari-hari 

masyarakat bersangkut-paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi 

kebutuhannya yang beraneka ragam. Karena itu manfaat transportasi dapat pula 

dilihat dari berbagai segi kehidupan manusia, beberapa manfaat transportasi 

menurut Warpani (1990): 

1) Manfaat ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat adalah segala sesuatu 

yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan 

yang bisa diperoleh dan berguna. Manusia menggunakan sumber daya 

untuk memenuhi kebutuhannya akan pangan, papan, dan sandang.  

2) Manfaat sosial, untuk kepentingan hubungan sosial ini perangkutan 

sangat membantu dalam menyediakan berbagai kemudahan antara lain: 

(a) pelayanan untuk perorangan atau kelompok; (b) pertukaran dan 

penyampaian informasi; (c) perjalanan untuk bersantai; (d) perluasan 

jangkauan perjalanan sosial; (e) pemendekan jarak antar rumah dan 

tempat kerja; (f) bantuan dalam memperluas kota atau memencarkan 

penduduk menjadi kelompok yang lebih kecil. 
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3) Manfaat politis, perangkutan menciptakan persatuan nasional yang 

semakin kuat dengan meniadakan isolasi, pengangkutan menyebabkan 

pelayanan kepada masyrakat dapat dikembangkan atau diperluas 

dengan lebih merata pada setiap bagian wilayah negara. 

4) Manfaat kewilayahan, kegiatan perangkutan yang terwujud pada lalu 

lintas pada hakikatnya adalah kegiatan menghubungkan dua lokasi guna 

lahan. Kebutuhan lahan yang sangat luas bagi sistem perengkutan 

berpengaruh besar pada pola tata guna lahan.  

Fungsi transportasi pun tidak hanya dilihat secara perorangan tapi juga 

dilihat dari kepentingan masyarakat luas, berikut adalah fungsi transportasi 

menurut Sani Zulfiar (2010): 

a. Penggerak pembangunan (the promotion function); sebuah daerah 

terpencil dengan hasil ekonomi dari sumber daya alam, apabila tidak 

terdapat lalu lintas dan angkutan ke daerah tersebut maka akan 

terpencillah daerah tersebut, karena itu bila ada angkutan 

(transportasi) maka daerah tersebut dapat digerakkan 

pembangunannya.  

b. Melayani kegiatan nyata (the servicing function) pada ekonomi yang 

sudah berjalan maka transportasi diperlukan untuk menunjang 

pergerakan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya.   

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

transportasi merupakan kegiatan yang melakukan pengangkutan atau pemindahan 

muatan (yang terdiri dari barang dan manusia) dari suatu tempat ke tempat lain 
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dengan menggunakan alat (teknologi). Selain hal tersebut transportasi juga dapat 

menciptakan atau menambah guna (utility). Guna yang diciptakan oleh kegiatan 

transportasi adalah guna tempat (place utility), dan guna waktu (time utility). 

Tujuan orang menggunakana alat transportasi adalah agar lebih mudah dalam 

perpindahan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. 

 

2.6.2.  Sistem Transportasi  

Untuk lebih memahami dan mendapatkan alternatif pemecahan masalah 

yang terbaik perlu dilakukan pendekatan secara sistem, sistem transportasi 

dijelaskan dalam bentuk sistem transportasi makro yang terdiri dari beberapa 

sistem transportasi mikro. Sistem transportasi menyeluruh (makro) dapat 

dipecahkan menjadi beberapa sistem transportasi yang lebih kecil (mikro) yang 

masing-masing saling berkaitan dan mempengaruhi. 

 

Gambar 2.3 Sistem Transportasi Makro 

Sumber: Tamin (1992b, 1993a, 1994b, 1995hjk) 

Sasaran umum perencanaan (Tamin 1997) transportasi adalah membuat 

interaksi tersebut menjadi semudah dan seefisien mungkin. Cara perencanaan 
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transportasi untuk mencapai sasaran umum antara lain dengan menetapkan 

kebijakan tentang hal berikut ini: 

a. Sistem Kegiatan. Rencana tata guna lahan yang baik (lokasi toko, 

sekolah, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain yang benar) dapat 

mengurangi kebutuhan akan perjalanan yang panjang sehingga membuat 

interaksi menjadi lebih mudah. 

b. Sistem Jaringan. Hal yang dapat dilakukan misalnya meningkatkan 

kapasitas pelayanan prasarana yang ada: melebarkan jalan, menambah 

jaringan jalan baru, dan lain-lain. 

c. Sistem Pergerakan. Hal yang dapat dilakukan antara lain mengatur 

teknik dan manajemen lalu lintas (jangka pendek), fasilitas angkutan 

umum yang lebih baik (jangka pendek dan menengah), atau 

pembangunan jalan (jangka panjang). 

Di Indonesia sistem kelembagaan yang berkaitan dengan masalah 

transportasi secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Sistem kegiatan: Bappenas, Bappeda Tingkat I dan II, Pemda 

2) Sistem jaringan: Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Bina 

Marga 

3) Sistem pergerakan: DLLAJ, Organda, Polantas, masyarakat 

 

2.6.3.  Konsep Angkutan Umum 

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan 

barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuan membantu orang atau kelompok 
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orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang 

dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan 

menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut 

oleh orang). Dengan atau tanpa kendaraan, penangkutan dapat dikategorikan 

menjadi pengangkutan orang dan pengangkutan barang.  

Menurut Warpani (1990) Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan 

penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam 

pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), 

kereta api, angkutan air dan angkutan udara. Menurut Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor Km 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan 

dengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor 

yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Tujuan utama Angkutan Umum Penumpang (AUP) adalah 

menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. 

Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan 

nyaman. AUP bersifat angkutan massal sehingga biaya angkutan dapat 

dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang, banyaknya penumpang 

menyebabkan biaya per penumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena 

merupakan angkutan umum massal, perlu ada beberapa kesamaan diantara para 

penumpang, antara lain kesamaan asal dan tujuan. Kesamaam ini dicapai dengan 
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cara pengumpulan di terminal/atau tempat perhentian. Kesamaan tujuan bukan 

berarti kesamaan maksud. 

Pelayanan AUP akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan 

antara sediaan dan permintaan. Dalam kaitan ini Pemerintah perlu campur tangan 

dengan tujuan antara lain (Warpani 1990): 

a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat 

pengguna jasa angkutan, petugas pengelola angkutan, dan perusahaan 

jasa angkutan 

b. Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan 

angkutan 

c. Menciptakan persaingan sehat dan menghindarkan kemaran yang tidak 

perlu 

d. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah 

dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan 

e. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan 

f. Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan 

Beberapa kriteria ideal angkutan umum menurut Harries (1976) dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2 Kriteria Ideal Angkutan Umum 

Keandalan • Setiap saat tersedian 

• Kedatangan dan sampai tujuan 

tepat waktu 

• Waktu total perjalanan singkat 

• Waktu tunggu singkat 
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• Sedikit berjalan kaki ke bus stop 

• Tidak perlu berpindah kendaraan 

Kenyamanan • Pelayanan yang sopan  

• Terlindung dari cuaca buruk di bus 

stop 

• Mudah turun naik kendaraan 

• Tersedia tempat duduk setiap saat 

• Tidak berdesakan 

• Interior yang menarik 

• Tempat duduk yang enak 

Keamanan • Terhindar dari kecelakaan  

• Badan terlindung dari luka 

benturan 

• Bebas dari kejahatan 

Biaya • Ongkos relatis murah 

Waktu Perjalanan • Waktu didalam kendaraan singkat 

Sumber: Harries 1976 (dikutip dari Sembiring K ISBN no. 979-96241-0-X:2) 

Dengan memiliki kriteria diatas maka diharapkan sektor AUP dapat 

memberikan pelayanan pengangkutan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu 

sasaran pembangunan AUP harus dirumuskan secara jelas dan terarah, strategi 

perencanaan pembangunan AUP harus dirumuskan secara reliable (terjamin dari 

segi konseptual), acceptable (diterima oleh para pelaku pembangunan), dan 

bersifat implementable (dapat dilaksanakan) (Adisasmita 2011). Selanjutnya 

program pembangunan AUP harus diupayakan secara tepat, tepat dalam arti tepat 

jenisnya, tepat lokasinya, dan tepat kapasitasnya, dan dalam pelaksanaanya harus 

diupayakan tercapainya sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu. 

Kondisi sistem angkutan umum di Kota-kota di Indonesia menurut Tamin 

(1997) menggambarkan secara umum masih belum memadai antara lain tidak 

adanya jadwal keberangkatan yang tetap, pola rute yang belum sesuai kebutuhan 

sehingga terjadi transfer beberap kali, penumpang yang berserakan pada jam 
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sibuk, cara mengemudikan kendaraan yang membahayakan keselamatan dan 

kondisi lingkungan yang belum tertata baik. Mutu pelayanan angkutan bergantung 

pada dua hal yakni: karakteristik umum sosial ekonomi dari penduduk dan 

pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat secara umum. 

2.6.4  Peranan Angkutan Umum 

Pada umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah yang berada pada 

jalur sistem angkutan. Di sejumlah kota negara maju peranan angkutan umum 

amat dirasakan manfaatnya, angkutan umum berfungsi melayani pergerakan orang 

dan barang sehingga kebijaksanaan yang menyangkut sistem perangkutan tidak 

dapat mengabaikan perannya yang penting itu (Warpani 1990). Esensi dari 

operasional angkutan umum adalah memberikan layanan angkutan yang baik dan 

layak bagi masyrakat dalam menjalankan kegiatannya, baik untuk masyarakat 

yang mampu memiliki kendaraan pribadi sekalipun, dan terutama bagi masyarakat 

yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum. Ukuran pelayanan angkutan 

umum yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman.  

 

2.6.5.  Perencanaan Pembangunan Sektor Transportasi 

Pembangunan transportasi harus diupayakan dan dilaksanakan secara 

berkapasitas yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan, secara 

komprehensif dalam arti secara menyeluruh dan meliputi secara keseluruhan 

sektor, wilayah, inter moda, dan antar moda, dan meliputi berbagai pengguna jasa 

transportasi, serta bersifat jangka panjang dan berkelanjutan (Adisasmita 2011). 

Setiap kegiatan dan pembangunan pada umumnya harus dilaksanakan dengan 
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baik, dalam arti secara tepat dan terarah, agar kinerja keberhasilannya dapat 

dicapai secara optimal. Dalam membuat rencana pembangunan sektor transportasi 

diperlukan beberapa langkah yang msing-masing terkait satu sama lain dan secara 

berurutan (Adisasmita 2011):  

1) Langkah pertama, adalah melakukan identifikasi (1) Potensi daerah 

yang meliputi (a) jumlah penduduk dan distribusinya menurut daerah 

dalam lingkup suatu wilayah, (b) berbagai jenis kegiatan sektoral dan 

volume hasil produksinya serta pertumbuhannya menurut daerah-daerah 

dan, dan (c) berdasar jumlah produksi tersebut dibuat prakiraan berapa 

besar untuk konsumsi lokal dan berapa yang dikirim ke luar daerah 

(defisit-surplus analysis). (2) Perlu diketahui tentang data dan informasi 

penataan dan pemanfaatan lahan (tata ruang) yang dilakukan pada saat 

sekarang (eksisting) dan yang akan dikembangkan pada masa depan. 

2) Langkah kedua, adalah menjabarkan volume kegiatan pergerakan 

manusia dan barang (meliputi data yang telah diproyeksikan dalam 

jangka menengah) ke dalam distribusi lalu lintas menurut jenis moda 

transportasi yang mengangkutnya. 

3) Langkah ketiga, selanjutnya dilakukan identifikasi karakteristik 

pelayanan dan biaya operasional masing-masing moda transportasi 

yang sesuai untuk melayani pengangkutan pergerakan manusia dan 

barang. 

4) Langkah keempat, merupakan langkah terakhir, adalah menetapkan 

jenis, jumlah, kapasitas dari masing-masing moda transportasi yang 
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ditempatkan untuk melayani transportasi pada masing-masing 

trayek/rute, agar supaya mampu melayani pengangkutan manusia dan 

barang secara efektif dan efisien. 

Perencanaan pembangunan transportasi yang berhasil baik harus diukur 

menggunakan kriteria penilaian kinerja transportasi, terutama dalam hal: 

1) Terciptanya pelayanan transportasi yang lancar, cepat dan selamat. 

2) Tersedianya kapasitas fasilitas transportasi yang cukup (dalam arti 

seimbang dengan permintaan jasa transportasi), dalam frekuensi yang 

memadai, yang terselenggara secara tertib dan teratur (regular) dan 

merata ke seluruh wilayah tanah air. 

3) Terselenggaranya pelayanan transportasi yang bertanggung jawab dan 

tarif trasnsportasi terjangkau. 

4) Termanfaatkannya kapasitas fasilitas transportasi mencapai tingkat 

utulitas yang tinggi (dalam faktor penumpang (passanger factor) dan 

faktor muatan (load factor). 

Pembangunan sektor transportasi yang dilaksanakan berdasarkan 

perencanaan sektor yang efektif, efisien, terarah dan berdimensi jangka panjang 

(sekurang-kurangnya berjangka menengah), maka diharapkan akan mampu 

mewujudkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang mantap, berkapasitas, 

dinamis, dan berkelanjutan, yang berati dapat melaksanakan fungsi staretgis 

sektor transportasi untuk menunjang pengembangan dan peningkatan berbagai 

kegiatan pada sektor-sektor lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan tersebut 

karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan 

segala permasalahan dan data yang ada dengan lebih mendalam yang  sesuai 

dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

dilakukan dalam rangka mengetahui dan menganalisis perencanaan 

pengembangan angkutan umum massal dalam perspektif perencanaan strategis. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005) memberikan penjelasan tentang 

pendekatan kualitatif sebagai berikut: 

“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertukis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara 

holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangya 

sebagai dari satu keutuhan”.   

Penulis dalam melakukan penelitian terhadap sebuah fenomena yang terjadi 

di masyarakat, dapat memilih satu alternatif dari berbagai macam metode 

penelitian yang ada. Metode penelitian ini dapat digunakan dalam penemuan, 

pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sehingga dapat dikatakan bahwa 

metode penelitian dapat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 
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arah kegiatan untuk memudahkan penulis dalm mencapai tujuan. Moleong (2005) 

mengatakan bahwa: 

 “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motovasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah”.  

Penggunaan penelitian deskriptif ditujukan untuk lebih menjelaskan dan 

mendeskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh berkenaan dengan 

perencanaan pengembangan angkutan umum massal dalam perspektif 

perencanaan strategis. Penelitian deskriptif sendiri lebih mengarah pada data yang 

berbentuk olahan kata, serta hasilnya berupa sajian ataupun kutipan-kutipan. 

 

3.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah hal-hal yang menjadi batas dalam penelitian dan 

untuk memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk suatu 

penelitian. Penelitian ini didasarkan atas objek penelitian yang ingin diketahui 

yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity), yang 

berintegrasi dan sinergis. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perencanaan pengembangan angkutan umum massal dalam perspektif 

perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Medan. Berdasarkan Bryson (2004) mengenai perencanaan 

pengembangan  angkutan umum maasal yang dilakukan berkaitan 

dengan: 
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1) Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategis 

2) Mengidentifikasi mandat organisasi 

3) Mengklarifikasi misi dan nilai organisasi 

4) Menilai lingkungan eksternal dan internal organisasi untuk 

menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

5) Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi 

6) Memformulasikan strategi untuk menghadapi isu 

 

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian  

Moleong (2005) mengumukakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat 

dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka 

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian terhadap analisis 

perencanaan pengembangan angkutan umum massal dalam perspektif 

perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan maka 

yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Medan. Penulis tertarik pada Kota 

Medan dikarenakan Kota Medan merupakan kota induk dari beberapa kota satelit 

di sekitarnya, kondisi ini menjadikan Kota Medan sebagai Kota metropolitan yang 

terus berkembang dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, yang menyebabkan 

Kota Medan akan mengalami gridlock pada tahun 2024 sehingga karakteristik 

permasalahan yang terjadi akan sangat kompleks terutama dalam masalah 

transportasi. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah menunjukkan 

dimana sebenarnya penulis dapat menangkap keadaan objek yang akan diteliti, 

sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai 

dengan fokus penelitian dapat diperoleh. Maka yang menjadi situs dalam 

penelitian ini adalah  

1. Dinas Perhubungan Kota Medan, Jl. T. B  Simatupang, Terminal Pinang 

Baris Kota Medan. Pemilihan Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai 

situs peneliti dikarenakan pada lokasi tersebut terdapat data dan 

informasi yang akurat dan relevan berkenaan dengan perencanan 

strategis pengembangan angkutan umum massal di Kota Medan.   

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan 

sebagai pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan daerah terkait 

program dan kegiatan. Serta instansi yang mengatur dan merencanakan 

tentang tata ruang Kota Medan.  

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, 

karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses peneltian akan 

berlangsung sampai peneliti mendpatkan jawaban dari perumusan masalah yang 

sudah ditetapkan (Sarwono 2006). Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005) 

menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen sumber data 

tertulis. Berdasarkan hal tersebut peneliti membagi jenis data yang meliputi, 
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tindakan, pernyataan, sumber data tertulis. Berdasarkan pernyataan tersebut maka 

sumber data dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata maupun tindakan orang-orang yang diamati maupun 

diwawancarai merupakan data utama. Sumber data utama tersebut 

dicatat dan dijadikan catatan tertulis maupun dapat pula melalui 

perekaman video, tape recorder, pengambilan foto, atau film. Berbagai 

data tersebut dapat diperoleh dari merger kegiatan mengamati, 

mendengar, dan bertanya. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara sar 

dan terarah karena telah direncanakan oleh peneliti. 

2. Sumber tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, koran, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi. 

3. Foto dan rekaman handycam 

Foto maupun rekaman video akan sangat bermanfaat bagi peneliti. 

Karena foto maupun video dapat sekaligus dijadikan bukti nyata dalam 

pelaksanaan penelitian dan data yang diperoleh lebih relevan. Foto 

digunakan sebagai data atau sebagai pendorong dalam upaya 

menghasilkan data, sengan kata lain, foto digunakan sebagai pelengkap 

pengambilan data terhadap cara dan teknik lainnya. 
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4. Data statistik 

Pada penelitian kualitatif sering pula menggunakan data statistik yang 

telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. 

Berdasarkan sumber, penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:  

1. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari 

narasumber. Umumnya data primer diperoleh dengan melakukan 

wawancara langsung dengan pihak terkait sehingga memperoleh data 

dan informasi yang lengkap, yang mungkin tidak didapatkan dari data 

sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari aktor yang terlibat. 

2. Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen yaitu 

berbagai dokumentasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian 

berupa peraturan daerah, peraturan gubernur serta jurnal dan buku-buku 

literatur yang diperoleh dari suatu organisasi atau berasal dari pihak 

yang telah mengumpulkan data mengolahnya sehingga dapat 

melengkapi data-data yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah 

data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 Tentang 

Mebidangro 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019 

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Medan 2016-2021 

d. Renstra Dinas Perhubungan Kota Medan 2016-2021 
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e. Dokumen Awal Prastudi Kelayakan LRT 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2012). Sugiyono 

(2006:156) membedakan teknik pengumpulan data  menjadi empat bagian yaitu 

observasi, interview, dokumentasi dan gabungan ketiganya (triangulasi). Oleh 

karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Hasan dalam Emzir (2012) mendefinisikan wawancara sebagai 

interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling 

berhadapan. Salah satu orang yang melakukan wawancara meminta 

informasi kepada orang yang diteliti. Dalam bentuknya yang paling 

sederhana wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang 

dipersiapkan oleh penulis dan diajukan kepada seseorang mengenai 

topik penelitian secara tatap muka dan penulis merekam jawaban-

jawaban dari orang tersebut. Penelitian ini  menggunakan metode atau 

teknik semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan sebagai 

acuan dasar, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

penulis terus berkembang seiring dengan jawaban dan informasi yang 
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diberikan oleh informan, dengan demikian penulis dapat menemukan 

permasalahan penelitian secara terbuka dan informan yang 

diwawancarai dapat memberikan informasi dan menyampaikan 

pendapatnya.  

2. Observasi  

Menurut Emzir (2012) observasi atau pengamatan dapat 

didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, 

atau sesuatu. Proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

secara tidak langsung maupun langsung pada objek penelitian dan juga 

pencatatan secara sistematis, pengamatan secara mendalam terhadap 

fenomena yang diteliti. Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi 

nyata antara objek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat langsung 

dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan dalam program 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan. 

3. Teknik dokumentasi 

Metode ini bertujuan mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain 

sebagainya. Dokumentasi dapat dijadikan sebagai bukti tambahan untuk 

keakuratan penelitian serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi 

empiris dilapangan. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali 

data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. Instrumen penelitian juga digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti 

itu sendiri yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan 

dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. 

Peneliti akan terjun ke lapangan, baik pada grand tour question, tahap 

focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan 

membuat kesimpulan. 

2. Pedoman wawancara (interview guide), hal ini berguna untuk mebatasi 

dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan 

guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti 

membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang 

diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam 

data yang sudah didapatkan sebelumnya. 

3. Alat penunjang untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto 

melalui HP peneliti, serta buku saku kecil. 
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3.7 Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan berdasarkan 

model interaktif oleh Miles dan Huberman. Adapun komponen-komponen analisis 

dalam model interaktif ini digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles, Huberman, & Saldana (2014) 

Pada gambar tersebut, terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi, yaitu 

dimulai dari data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), 

data display (penyajian data), conclusions : drawing / verifying (penarikan 

kesimpulan / verifikasi). Hal tersebut dapat pula dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kondensasi data (data condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. 
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Kondensasi data bertujuan untuk lebih memfokuskan data-data yang telah 

didapatkan melalui proses pengumpulan data. Data wawancara dari hasil 

dengan dinas perhubungan Kota Medan dan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Medan kemudian dirangkum dengan tujuan 

mempermudah dalam membuat laporan penelitian tanpa menghilangkan 

data. 

2. Penyajian data (data display) 

Penyajian data dimaksud sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan 

mengambil tindakan. Dengan melihat penyajian data, kita dapat 

memahami apa yang terjadi, kapan terjadinya dan apa yang harus 

dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan bagian-bagian tertentu dari penelitian 

sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. pemahaman. Bentuk 

penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif. Pada tahap 

penyajian data peneliti menyajikan data penelitian yang telah selesai 

melalui tahap kondensasi data. Data disajikan sesuai dengan fokus 

penelitian yang telah ditetapkan, agar penelitian dapat fokus dan 

mempermudah dalam analisis data. Pada tahap ini penyajian data dibagi 

dua yaitu gambaran umum dan penyajian data fokus penelitian. Gambaran 

umum berisikan gambaran terkait lokasi penelitian dan gambaran umum 

dinas perhubungan Kota Medan, sedangkan penyajian data fokus 
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penelitian menyajikan data yang telah dikondensasikan dan disajikan 

sesuai fokus penelitian 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah analisis yang paling penting. 

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk membuat gambaran dari data yang 

telah dikumpulkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. 

Kemudian data bertambah dengan adanya proses verifikasi, dan secara 

terus-menerus dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis 

pembahasan terkait dengan perencanaan pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan dalam perspektif perencanaan strategis studi pada 

rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit 

(BRT).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1  Aspek Geografis 

Secara geografis, Kota Medan diperkirakan terletak diantara 2º.27’-2º.47’ 

Lintang Utara dan 98º.35’- 98º.44’ Bujur Timur. Kota Medan memiliki luas 

26.510 Hektar atau 265,10 Km2 atau sama dengan 3,6 persen dari total luas 

wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar 

pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional 

yang relatif terus berkembang semakin besar dan strategis, namun Kota Medan 

juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian dari daya dukung lingkungan 

kota. Luas Kota Medan dapat dikatakan relatif kecil dibandingkan dengan luasan 

beberapa kota besar lainnya secara regional/nasional.  

Keterbatasan ruang lebih dirasakan karena bentuk wilayah administratif 

Kota Medan yang sangat ramping di tengah, sehingga secara alami dapat menjadi 

tantangan penghambat pengembangan perkotaan ke wilayah utara, khususnya di 

bidang penyediaan sarana prasarana kota. Kondisi tersebut juga menyebabkan 

cenderung kurang seimbang dan terintegrasinya ruang kota di Bagian Utara 

dengan Bagian Selatan. Namun demikian, sebagai salah satu pusat perekonomian 

regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga Kota Metropolitan 

baru di Indonesia, Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis 

sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara 
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regional/internasional di kawasan barat Indonesia, dengan dukungan faktor-faktor 

dominan yang dimilikinya. Peta wilayah administrasi Kota Medan tersaji dalam 

gambar berikut: 

 
Gambar 4.1 Peta Kota Medan 

Sumber: RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020, 2017 

 

Secara administratif, batas wilayah Kota Medan adalah sebagai berikut:  

a. Utara: Selat Malaka 

b. Selatan: Kabupaten Deli Serdang 

Kabupaten Deliserdang 
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c. Barat: Kabupaten Deli Serdang 

d. Timur: Kabupaten Deli Serdang.   

Kondisi klimatologi Kota Medan menurut Stasiun BMG Sampali suhu 

minimum berkisar antara 23,0° C – 24,1° C dan suhu maksimum berkisarantara 

30,6° C – 33,1 ° C. Kelembaban udara untuk Kota Medan rata-rata berkisar antara 

78 – 82%.Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total 

laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 

2007 rata-rata perbulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan per bulannya berkisar 

antara 211,67 mm – 230,3 mm . Sungai-sungai yang melintas di Kota Medan 

memiliki pengaruh sosial ekonomi dan lingkungan yang cukup besar pada 

perkembangan fisik Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air 

untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, sekaligus berfungsi 

sebagai drainase dalam rangka pengendalian banjir serta tempat pembuangan air 

hujan.Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa 

sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, 

Sei Belawan dan sungaisungai lainnya. 

Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dengan 151 kelurahan, yang terbagi 

atas 2.001 lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota Medan 

relatif kecil dibanding kota lainnya. Namun posisi Kota Medan secara regional 

dalam bidang ekonomi sangat penting karena kota ini berada dalam wilayah 

hinterland dengan basis ekonomi, sumberdaya budaya, jasa dan pariwisata yang 

relatif kuat dan besar. 
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4.1.2  Kondisi Demografis 

Komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam 

terbentuknya suatu wilayah adalah Penduduk, Tempat/Lokasi, dan Pemerintahan. 

Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan 

gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah 

sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu 

mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari waktu ke waktu. 

Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian 

sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran 

penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, 

berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang kurang 

didukung oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan 

akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi 

beban bagi lingkungan maupun sebaliknya.  

Penduduk Kota Medan sepanjang tahun 2011 – 2015 menunjukkan jumlah 

yang berfluktuasi. Fluktuasi jumlah penduduk kota disebabkan oleh faktor-faktor 

alami, seperti: tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk, laju 

pertumbuhan, dan kepadatan penduduk Kota Medan selama tahun 2011 – 2015 

ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Kota 

Medan Tahun 2011 – 2015 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk(%) 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

[1] [2] [3] [4] [5] = [(2)/(4)] 

2011 2.855.563 2,58 265,10 10.772 

2012 2.975.872 4,21 265.10 11.225 

2013 2.943.677 -1,08 265.10 11.104 

2014 2.763.632 -6,12 265.10 10.425 

2015 2.468.821 -10,66 265,10 9,310 

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 

2016-2020 

 

Perubahan jumlah penduduk Kota Medan sepanjang tahun 2011-2015 

menunjukkan trend yang meningkat, hal ini berdampak pada meningkatnya 

kepadatan penduduk disebabkan luas wilayah Kota Medan sampai tahun 2015 

tetap. Dari Tabel 4.1  di atas nampak bahwa tahun 2012 kepadatan penduduk 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Akan tetapi kepadatan 

penduduk pada tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan 

tahun 2012. Jumlah penduduk kota selama tahun 2011 – 2015 ditunjukkan pada 

gambar berikut ini: 
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Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2011-2015 

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 

2016-2020 

 

Penurunan jumlah penduduk Kota Medan yang terjadi sejak tahun 2014 dan 

tahun 2015 sebenarnya lebih disebabkan adanya penyesuaian hasil klarifikasi data 

ganda dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembuatan e-KTP, 

meningkatnya jumlah pengurusan akte kematian dan meningkatnya jumlah 

pengurusan surat pindah (migrasi keluar) dari Kota Medan, sehingga perkiraan 

jumlah penduduk cenderung semakin akurat. Hal yang paling penting dalam 

dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan 

periode bonus dengan rapi secara optimal pada masa datang. 

Kota Medan dibanding kota besar lainnya, memiliki keterbatasan ruang 

karena bentuk wilayah administratif yang ramping di tengah. Dengan keterbatasan 

ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal. 

Hambatan terbesar bersifat alamiah yaitu terbatasnya pengembangan wilayah 

utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasaran dan sarana perkotaan. 
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Walaupun mempunyai wilayah yang relatif kecil, Medan memiliki jumlah 

penduduk yang realtif besar. Berikut adalah luas wilayah dan Kota Medan 

berdasarakan Kecamatan. 

Tabel 4.2. Luas dan Jumlah Penduduk Kota Medan Berdasarkan 

Kecamatan 

No Kecamatan Luas (km2) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) (2015) 

1 Medan Tuntungan 20,68 85.613 

2 Medan Johor 14,58 132.012 

3 Medan Amplas 11,19 123.850 

4 Medan Denai 9,05 146.061 

5 Medan Area 5,52 98.992 

6 Medan Kota 5,27 74.439 

7 Medan Maimun 2,98 40.663 

8 Medan Polonia 9,01 55.949 

9 Medan Baru 5,82 40.540 

10 Medan Selayang 12,81 106.150 

11 Medan Sunggal 15,44 115.785 

12 Medan Helvetia 13,16 150.721 

13 Medan Petisah 6,82 63.374 

14 Medan Barat 5,33 72.683 

15 Medan Timur 7,76 111.420 

16 Medan Perjuangan 4,09 95.882 

17 Medan Tembung 7,99 137.178 

18 Medan Deli 20,84 181.460 

19 Medan Labuhan 36,67 117.472 

20 Medan Marelan 23,82 162.267 
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No Kecamatan Luas (km2) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) (2015) 

21 Medan Belawan 26,25 98.113 

Kota Medan 265,1 2.210.624 

Sumber: BPS, 2015 

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui luas Kota Medan untuk masing-masing 

kecamatan yang terdiri dari 21 kecamatan. Kecamatan Medan Labuhan memiliki 

luas wilayah yang paling besar yaitu 36.67 km2. Kecamatan yang memiliki luas 

wilayah paling kecil adalah kecamatan Medan Maimun yang memiliki luas 

sebesar 2.98 km2. Berdasarkan tabel 4.2, penduduk Kota Medan telah mencapai 

2.210.624 jiwa, dengan luas wilayah mencapai 265,1 km2, tabel 4.2 

memperlihatkan bahwa kecamatan Medan Deli memiliki populasi terbesar dengan 

jumlah penduduk 181.460 jiwa.  

Di samping itu, adanya fenomena penglaju di Kota Medan, menyebabkan 

jumlah penduduk pada siang hari lebih banyak yaitu sekitar 2,5 juta jiwa 

dibandingkan jumlah penduduk pada malam hari diperkirakan sebesar 2,11 juta 

jiwa. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penyebab utama fenomena penglaju 

di Kota Medan karena adanya pandangan bahwa: (1) bekerja di kota lebih 

bergengsi, (2) lebih mudah mencari pekerjaan di kota, (3) tidak ada lagi yang 

dapat dikerjakan (diolah) di daerah asalnya, dan (4) upaya mencari nafkah yang 

lebih baik. Besarnya dorongan untuk menjadi penglaju tentunya berpengaruh 

terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan umum yang 

harus disediakan secara keseluruhan. 
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4.1.3  Kondisi Perhubungan 

Secara institusional, dinas Perhubungan melakukan perumusan kebijakan 

teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan 

umum dibidang perhubungan, pembinaan dan pelaksaaan tugas di bidang 

perhubungan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Beberapa kondisi eksisting yang dicapai dari kinerja 

urusan perhubungan Kota Medan ialah meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

perhubungan, meningkatnya kinerja dan pelayaran jasa di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan, terpenuhinya fasilitas lalu lintas, optimalisasi fungsi sarana dan 

prasarana lalu lintas, terpenuhinya persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan 

wajib uji, dan meningkatnya SDM aparatur dan masyarakat. 

Beberapa masalah dan tantangan yang ditemukan adalah tingkat 

pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat 

pertumbuhan jalan, tingkat gangguan akibat pemanfaatan sebagian jalan di luar 

kepentingan lalu lintas (pedagang asongan dan pedagang kaki lima), kurangnya 

disiplin pengguna sarana dan prasarana jalan,angkutan umum hanya mampu 

menarik captive user tidak memiliki alternatif lain; kondisi fisik amada dan 

rehabilitasi/keandalan pelayanan angkutan umum; sistem manajemen angkutan 

yang masih konvensional (sistem setoran), kurangnya rencana kegiatan beupa 

panduan dan pedoman bagi urusan Perhubungan Kota Medan untuk menata 

kondisi transportasi di Kota Medan, kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, 

perlunya lebih memadai tenaga pengatur dan pengawas lalu lintas di lapangan 

sehingga menjamin terlaksananya system lalu lintas yang baik di Kota Medan 
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yang bergerak secara mobile, perlunya ditetapkan regulasi berupa peraturan 

sebagai payung hukum pelaksanaan perhubungan di Kota Medan, rendahnya 

disiplin pengemudi angkutan umum di Kota Medan, kurang berfungsinya fasilitas 

penumpang sebagai tempat menaikkan/menurunkan penumpang karena kondisi 

prasarana yang kurang mendukung, belum tersedianya sistem angkutan umum 

masal yang biasanya menggunakan angkutan umum dengan kapasitas besar dan 

mendapat prioritas, dan kemacetan di pesimpangan masih tinggi karena kapasitas 

di persimpangan kurang mampu menampung arus. 

Pola jaringan jalan Kota Medan yang berbentuk grid mempunyai struktur 

dan karakteristik dasar yang ditandai dengan adanya lintasan rute yang secara 

pararel mengikuti ruas-ruas jalan yang ada dari pinggir kota yang satu ke pinggir 

kota lainnya dengan melewati pusat kota Central Business District (CBD) yang 

letaknya di tengah. Tipe ini dimaksudkan agar jaringan yang terbentuk dapat 

melayani masyarakat secara merata. Keuntungan utama dari struktur ini adalah 

bahwa sistem rute yang terbentuk menjadi mudah diingat dan mudah dimengerti 

oleh masyarakat luas. Selain itu daerah pelayanannya menjadi lebih merata.Untuk 

melakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas dimungkinkan untuk melakukan 

perubahan jaringan sirkulasi arus lalu lintas apabila terjadi permasalahan dalam 

arus sirkulasi lalu lintas. Pengguna jalan dimungkinkan untuk dapat mengunakan 

ruas jalan dimanapun berada untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan 

walaupun memperpanjang jalan namun tidak mengalami kemacetan. Bagi 

angkutan umum kelemahan struktur jaringan grid ini adalah bahwa tidak semua 

arah pergerakan dari satu zona asal ketempat tujuan dapa dipenuhi dengan hanya 
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menggunakan satu lintasan rute. Akan diperlukan pergantian lintasan rute yang 

menyebabkan timbulnya kebutuhan transfer. Akibatnya calon penumpang akan 

merasakan waktu perjalanan yang cukup panjang akibat diperlukan transfer. 

Prasarana lalu lintas yang demikian tampaknya tidak memadai lagi dalam 

kondisi Kota Medan saaat ini. Peran dari persimpangan dalam jaringan jalan 

sangat penting, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki ruas-ruas jalan 

relatif pendek, karena kapasitas sistem jaringan jalan sangat ditentukan oleh 

kapasitas persimpangan yang ada. Tabel 4.5 menunjukkan kondisi dan jumlah 

perlengkapan jalan di Kota Medan yang dikendalikan dengan traffic light yang 

sifatnya masih manual. 

Tabel 4.5 Perlengkapan Prasarana Jalan Kota Medan 

No. Prasarana Jalan Jumlah 

1. Rambu: 

Rambu Peringatan 

Rambu Larangan 

Rambu Perintah 

Rambu Petunjuk 

3.784 unit 

446 unit 

1.967 unit 

668 unit 

703 unit 

2. Marka Jalan 25.545 M2 

3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 

(APILL) 

Traffic Light 

Warning Light 

Traffic Pedestrian 

116 unit 

98 unit 

11 unit 

7 unit 

4. Delineator 800 unit 

5. Halte : 

Dengan Bangunan 

119 buah 

36 buah 
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No. Prasarana Jalan Jumlah 

Tanpa Bangunan 83 buah 

6. Jembatan Penyeberangan 5 unit 

7. Zebra Cross 306 unit 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan 

Dengan kondisi traffict light sistem manual saat ini setting yang dilakukan 

dengan standar jam padat telah mengakibatkan optimasi kapasitas ruas dan 

persimpangan tidak efisien. Tidak semua persimpangan yang mengalami 

kemacetan arus lalu lintas dapat dilakukan setting ulang secara cepat dan tepat 

serta menghubungkan antara persimpangan yang satu dengan persimpangan yang 

lain. Kekurangan kapasitas persimpangan atau dan kondisi persimpangan  yang 

didukung dengan traffict light yang sifatnya masih manual telah menyebabkan 

tundaan lalu lintas dan antrian kendaraan yang berlebihan. Potensi konflik lalu 

lintas yang banyak pada persimpangan, juga menyebabkan resiko terjadinya 

kecelakaan menjadi lebih tinggi dibanding bagian jaringan jalan lainnya. Hal ini 

disebabkan belum adanya koordinasi antar traffict light                       di 

persimpangan.  
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4.1.4  Visi, dan Misi Kota Medan 

4.1.4.1  Visi Kota Medan 

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku 

kepentingan kota tentunya memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan 

yang seringkali diwujudkan serta diekspresikan dalam bentuk tuntunan, 

kebutuhan dan kepentingan kota pada masa yang akan datang. Kesemua itulah 

yang dibayangkan oleh segenap stakeholder, sebagai Kota Masa Depan yang 

diharapkan dapat diwujudkan secara bersama-sama, dengan kata lain seluruh 

warga kota tentunya memiliki bayangan tentang Kota Medan Masa Depan yang 

ingin diwujudkan sebagai cita-cita bersama. Untuk itulah, visi bersama 

pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2016 -2020) dirumuskan : 

“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, 

Sejahtera, dan Religius”. 

Berikut adalah penjabaran dari Visi Dinas Perhubungan Kota Medan: 

1) Kota masa depan, kota masa depan yang dimaksudkan adalah 

gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik 

tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat 

diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, melalui 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota 

secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan 

kotasecara berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan kota 

secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti 
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kebinamargaan, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup. 

Selanjutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5 (lima) 

tahun ke depan (2016 – 2020) diwujudkan melalui peningkatan 

pencapaian PDRB, pendapatanperkapita, pertumbuhan ekonomi, 

transformasistruktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, 

penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. 

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan 

budaya, diwujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat 

pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat, serta terbinanya 

rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya. 

2) Kota multikultural, kota multikultural yang dimaksudkan adalah 

kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, 

adat istiadat, kesenian dan lainnya sebagai aset kota untuk 

membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, 

Kota Multikultural juga dicerminkan dari terpeliharanya sikap 

toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, 

persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan 

kemasyarakatan yang kokoh dan efektif. Kota Multikultural juga 

ditunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, 

ditandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang 

dimiliki. 

3) Kota berdaya saing, kota berdaya saing dimaksudkan adalah sebagai 

kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi 
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secara sehat dengan kota - kota  regionaldaninternasional, memiliki 

produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, 

sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari 

pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi 

perdagangan pada masa yang akan datang. Untuk itu, perlu terus 

meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan 

infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan 

sumber daya manusia unggul, guna meningkatkan terus menerus 

pendapatan riil masyarakat.    

4) Kota humanis, kota humanis dimaksudkan adalah sebagai kota 

dimana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan Kota harus 

konsisten dengan tata ruang kota, menselaraskan pendekatan 

kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan 

potensi yang dimiliki serta dinamikanya pada masa yang akan 

datang. Kota Humanis juga harus mencerminkan Kota yang 

mengutamakankenyamanan serta BERHIAS (Bersih, Hijau, Asri 

dan Sehat), sekaligus bermartabat. 

5) Kota sejahtera, kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota 

yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi dan 

keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu, proses pembangunan 

kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan 
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masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus 

mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas. 

6) Kota religius, kota religius dimaksudkan adalah sebagai kota yang 

masyarakatnya ta’at menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai 

dengan agama yang dianut. Untuk itu, proses pembangunan kota 

harus mendorong ketersediaan prasarana dan sarana ibadah yang 

semakin representativ bagi masing-masing pemeluknya, termasuk di 

ruang-ruang publik dimana aktivitas sosial ekonomi 

kemasyarakatan cukup menonjol. 

4.1.4.2  Misi Kota Medan 

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan  “Menjadi Kota 

Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan 

Religius” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2016-2020 sebagai 

berikut : 

1. Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan 

kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan    pembangunan kota. 

2. Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan 

dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan 

identitas lokal multikulturalisme. 

3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus 

penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk 

pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan 

kemampuan kompetitif serta komparatif daerah. 
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4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh 

ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan 

berkelanjutan. 

5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat 

melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara 

merata dan berkeadilan. 

6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan 

moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.    

 

4.2 Gambaran Umum Situs Penelitian 

4.2.1  Sejarah Singkat Dinas Perhubungan 

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 

2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) 

yang berada di bawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) 

Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas 

Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat 

tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota 

yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan. 
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4.2.2  Visi dan Misi Dinas Perhubungan 

4.2.2.1  Visi Dinas Perhubungan  

Dengan berpedoman pada visi RPJMD Kota Medan 2016-2020  dan 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2020 , maka visi Dinas 

Perhubungan Tahun 2016-2020  ditetapkan sebagai berikut: 

” Terciptanya Transportasi Kota Medan yang Handal, Nyaman, 

Manusiawi dan Berkelanjutan” 

Berikut adalah penjabaran dari Visi Dinas Perhubungan Kota Medan: 

1) Handal, yang dimaksud dengan handal adalah kuat atau kokoh dalam 

menerima goncangan dari segala sesuatu. Transportasi yang handal 

dapat tercipta apabila mempunyai sistem transportasi yang effektif 

dan effisien didalam suatu sistem jaringan yang ideal yang 

mengutamakan Sistem Transportasi Terpadu. Sistem Jaringan ideal 

terbentuk dimana adanya suatu keseimbangan antara biaya yang 

dikeluarkan oleh pengguna dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi transportasi yang ada. 

Indikator kehandalan transportasi yang diharapkan terkait dengan 

kinerja lalulintas adalah kecepatan dan keamanan. Transportasi yang 

handal dapat mendukung multi aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan.   

2) Nyaman, yang dimaksud dengan nyaman adalah sehat. Transportasi 

yang nyaman akan memberikan kesehatan bagi masyarakat pengguna 
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lalulintas dan masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam kegiatan 

transportasi harus mengedepankan aspek lingkungan yang akan 

ditimbulkannya. 

3) Manusiawi, yang dimaksud dengan manusiawi adalah dihargai 

seperti manusia. Keterkaitan dengan transportasi arti kata manusiawi 

dapat dikatakan bahwa pelayanan transportasi yang diberikan layak 

untuk seorang pengguna transportasi. Terkait pelayanan transportasi 

yang manusiawi tidak terlepas dari prasarana angkutan umum yang 

ada. Penilaian manusiawi terkait dengan angkutan umum indikator 

penilaian yang diharapakan adalah persepsi masyarakat terhadap 

pemerintah dalam memberikan layanan angkutan umum ditinjau dari 

sarana berupa kendaraan, prasarana berupa fasilitas terminal dan tarif 

angkutan umum.  

4) Berkelanjutan, yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kegiatan 

yang memperhitungkan kondisi yang berdampak baik tidak hanya 

bagi masa sekarang tetapi juga bertujuan untuk memberikan kebaikan 

kepada generasi penerus. Berkelanjutan sangat penting sebagai 

pertimbangan untuk menetapkan arah kebijakan transportasi di Kota 

Medan. 

4.2.2.2  Misi Dinas Perhubungan 

Dengan memperhatikan visi tersebut, maka misi Dinas Perhubungan Kota 

Medan Tahun 2016-2020  adalah sebagai berikut: 



 

94 
 

 
 

1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur 

maupun masyarakat 

2) Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran 

keamanan dan keselamatan lalu lintas 

3) Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung 

pembangunan/ pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial 

dan budaya 

4) Meningkatan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah 

dan sektor perhubungan 

 

4.2.3  Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan 

4.2.3.1  Tujuan Dinas Perhubungan 

Dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Medan 

Tahun 2016-2020  adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi 

2) Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan 

3) Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah 

4) Memaksimalkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah 

bidang perhubungan 

4.2.3.2  Sasaran Dinas Perhubungan 

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan 

Tahun 2016-2020 , tujuan dan sasaran yang akan dicpaai dalam lima tahun 

mendatang adalah sebagai berikut: 



 

95 
 

 
 

Tujuan 1 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi. 

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran  sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Perhubungan  

b. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

Tujuan 2 : Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan. 

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut : 

a. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas  

b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas 

Tujuan 3 : Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah. 

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut : 

a. Terpenuhinya persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan wajib uji 

b. Meningkatnya SDM aparatur  dan masyarakat 

Tujuan 4 : Memaksimalkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah 

bidang perhubungan. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai 

berikut : 

a. Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang 

Perhubungan. 
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4.2.4  Struktur Organisasi dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota 

Medan 

4.2.4.1  Struktur Organisasi Dinas Perhubungan  

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang 

dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/ 

keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan 

pembatasan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap orang dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu 

dengan cara yang paling efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur 

spesialisasi kerja. Berikut uraian struktur organisasi dan kemudian menyajikan 

dalam bentuk bagan. Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota 

Medan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan 

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan 2016-2020 

 

Berdasarkan gambar struktur organisasi Dinas Perhubungan diatas maka 

dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, membawahkan  

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
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c. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan, membawahkan  

1) Seksi  Pengujian Sarana 

2) Seksi Pengoperasian Prasarana 

3) Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana.  

d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan 

1) Seksi Manejemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

2) Seksi Angkutan Jalan 

3) Seksi Angkutan Laut dan Rel 

e. Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan, 

membawahkan: 

1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan 

2) Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 

3) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 

f. Bidang Perparkiran, membawahkan: 

1) Seksi Parkir Wilayah I 

2) Seksi Parkir Wilayah II 

3) Seksi Parkir Khusus 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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4.2.4.2  Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Medan 

Kepegawaian berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Medan, 

karyawan/karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kota 

Medan Tahun 2016 berjumlah 513 orang dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kualifikasi Menurut Pendidikan 

1) SLTA Sederajat  : 91 Orang 

2) D-III   : 170 Orang 

3) S1   : 240 Orang 

4) S2   : 12 Orang 

b. Kualifikasi Menurut Golongan 

1) Golongan I  : 37 Orang 

2) Golongan II  : 220 Orang 

3) Golongan III  : 244 Orang 

4) Golongan IV  : 12 Orang 

c. Kualifikasi Menurut Jabatan 

1) Eselon I   : 1 Orang 

2) Eselon II  : 5 Orang 

3) Eselon IV  : 21 Orang 

4) Non Eselon  : 486 Orang 
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4.3 Penyajian Data dan Fokus Penelitian 

4.3.1  Perencanaan Strategis dalam Rencana Pembangunan Angkutan 

Umum Massal Studi Pada Rencana Pembangunan LRT dan BRT Di 

Kota Medan 

4.3.1.1  Memulai dan Menyetujui Proses Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis merupakan bagian dari proses perencanaan, di dalam 

kesepakatan awal dalam pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

pasti adan keterlibatan diantara stakeholder terkait dalam proses perencanaan 

pembangunan tersebut. Adanya keterlibatan antara orang-orang penting pembuat 

keputusan di dalam rencana pembangunan angkutan umum massal diantaranya 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan selaku 

perencana, dan regulator, dan Dinas Perhubungan Kota Medan selaku SKPD yang 

berkoordinasi  dengan Pemerintah Kota Medan. Sistem angkutan umum massal 

sangat perlu dikembangkan sehingga tersedia dan terciptanya sistem transportasi 

perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan barang dan 

orang. Kesepakatan awal pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

dimulai dari latar belakang pembangunan, dan proses persetujuannya. Maka dari 

itu, adapun kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam 

pembangunan angkutan umum di Kota Medan. 

4.3.1.1.1  Latar Belakang 

Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal apabila suatu 

kegiatan tersebut dikerjakan dengan suatu perencanaan yang matang, agar sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan dan diharapkan. Oleh karena itu pemerintah Kota 
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Medan dalam melakukan perencanaan pengembangan angkutan umum massal 

khusunya Dinas Perhubungan Kota Medan berpedoman pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun  2010-2030. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Bapak Ami Kholis Hasibuan, bahwa: 

“Ide awalnya itu kita punya RTRW rencana tata ruang wilayah itu sudah 

mengamanatkan juga untuk angkutan umum massal. Baru kita kemarin juga 

didorong oleh Perpres Nomor 62 Tahun 2011 Tentang MEBIDANGRO itu 

juga mengamanatkan bahwa kita harus memiliki angkutan umum massal 

Kota Medan baik berbasis jalan maupun berbasis rel terakhir juga itu kita 

didesak lagi oleh rencana Tetranasnya Pak Jokowi Rencana Kerja Pak 

Jokowi itu juga kita diamanatkan untuk melaksanakan angkutan umum 

massal baik berbasis jalan maupun berbasis rel.”(Wawancara pada tanggal 

19 April 2017 di Dinas Perhubungan  Kota Medan). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perencanaan 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan mengacu pada RTRW Kota 

Medan tahun 2010-2030 yang menjelaskan bahwa pengembangan angkutan 

umum di Kota Medan meliputi pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal  

(SAUM) dengan Busway dan Monorail. Sejalan dengan hasil wawancara diatas 

Ibu Ratri Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan mengatakan bahwa: 

“Dari perencanaan kita memang dari awal, dari tata ruang udah beralih dari 

angkutan ke angkutan massal karena kan untuk mengurangi kendaraan 

pribadi, jadi kalau sekarang masih 90 persen masih kendaraan pribadi, 6 

persen kendaraan umum. Kalau pakai angkutan umum massal kan jalan jadi 

enggak macet disitu tapi belum terealisasi baru tahun ini yang bisa 

kerjasama.” (Wawancara pada tanggal 28  April 2017 di BAPPEDA Kota 

Medan). 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembangunan 

angkutan umum massal di Kota Medan juga merupakan suatu kebijakan yang 

diambil oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengurangi penggunaan kendaraan 
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pribadi di Kota Medan. Penggunaan kendaraan pribadi yang cukup tinggi, 

sehingga mengakibatkan kemacetan di Kota Medan. Berikut adalah situasi 

kemacetan di beberapa kawasan di Kota Medan 

 
Gambar 4.4 Keadaan Kemacetan di Beberapa Ruas Jalan Kota Medan 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan  

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pengguna jalan 

raya adalah kendaraan pribadi. Mobilitas keseharian masyarakat di Kota Medan 

saat ini ditopang oleh sektor jalan raya. Sehingga menyebabkan banyaknya 

pengguna jalan di Kota Medan dan mengakibatkan kemacetan, hal ini disebabkan 

karena ketidaksesuaian antara luas jalan dan luas kendaraan bermotor di Kota 

Medan. Berikut adalah panjang jalan dirinci menurut kondisi jalan dan 

penanggungjawab tahun 2015: 
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Tabel 4.6 Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Jalan Dan Penanggung 

Jawab Tahun 2015 

Kondisi Jalan 

Penanggungjawab 
Jumlah 

(Km) 
Negara Provinsi Kota 

Baik 140,70 33,40 2810,4 2.984,5 

Sedang - - 15,80 15,80 

Rusak - - 20,10 20,10 

Rusak Berat - - 171,10 171,10 

Jumlah  3.191,50 

Sumber: Medan Dalam Angka 2016, Olahan Penulis. 

 Mobilitas keseharian masyarakat di Kota Medan saat ini didorong oleh 

sektor jalan raya. Dengan melihat kondisi jalan yang kurang lebih 3.191,50 Km 

dan persimpangan yang ada kemungkinan besar tidak akan mengalami 

pertambahan yang berarti dan jumlah pertambahan kendaraan dari tahun 2010-

2015 sebesar 11,75 persen keadaan ini akan menyebabkan kemacetan di Kota 

Medan. Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kota Medan 

memerlukan suatu pembangunan angkutan umum massal sehingga dengan begitu 

masalah kemacaten di Kota Medan yang disebabkan tingginya tingkat 

kepemilikan kendaraan pribadi dapat teratasi.  

4.3.1.1.2  Proses Persetujuan 

Perencanaan pembangunan Angkutan umum massal tidak lepas dari 

kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Medan. Latar Belakang 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan merupakan hal yang paling 

dasar dalam proses pembangunan, karena merupakan bagian dari perencanaan. 

Sebagaimana dengan pernyataan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian 
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Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang diwawancarai 

pada tanggal 19 April 2017 pukul 14:00:  

“Sebenarnya dari kita juga mendorong, kita juga punya RTRW, RTRW itu 

kan 25 sampai 30 tahun dan di rencana kerja kita juga sudah diamanatkan. 

Pemerintah pusat juga merasa bahwa Medan ini juga harus memiliki 

sehingga dia membuat Perpres dia buat lagi di RTRWnya RTRWN nasional 

itu juga kita diamanatkan untuk melaksanakan itu sehingga kita kemaren 

mengajukan surat ke BAPPENAS ada fasilitas pembuatan prastudi 

kelayakannya mereka kerjakan tetapi itu diserahkan ke kita gitu. Mereka 

hanya melaksanakan kita tetap membantu kita seperti itu tetapi pendanaan 

nya dari mereka.” (Hasil wawancara  pada tanggal 19 April 2017 di Dinas 

Perhubungan Kota Medan). 

 

Berdasarkan pada wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

pemerintah Kota Medan mengajukan surat ke pemerintah pusat untuk 

memfasilitasi pembuatan Outline Business Case (OBC) atau yang biasa disebut 

sebagai Kajian Awal Prastudi Kelayakan. OBC pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan telah selesai dikerjakan pada November 2016 dan 

berdasarkan Dokumen OBC tersebut, Kota Medan layak untuk membangun 

angkutan umum massal berbasis rel yaitu Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid 

Transit (BRT). Sistem LRT Kota Medan merupakan tahap awal dari 

pembangunan sistem LRT Mebidangro. Oleh karena itu, pembangunan angkutan 

umum massal berbasis rail perlu melibatkan semua stakeholder terkait. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan  Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan 

dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 19 

April 2017 pukul 14:10 yang mengatakan bahwa: 

“Jadi dinas yang masih terkait itu PU, Perhubungan BAPPEDA Bagian 

hukum, tahap awal masih mereka, karena kan kita masih merancang draft 

perjanjiannya nanti setelah perjanjiannya mungkin itu ada Sknya, yang 

sampai sekarang belum jadi. Ada tim KPBU jadi Sknya itu ada koordinasi, 

KPBU dan tim pengadaan. Mungkin nanti semua SKPD terlibat”. (Hasil 
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wawancara pada tanggal 19 April 2017 pukul 14:10 di Dinas Perhubungan 

Kota Medan) 

Berikut adalah gambar Walikota Medan saat menandatangani konsep 

kesepakatan induk proyek KPBU transportasi Kota Medan dengan Ditjen 

Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementrian Keuangan RI pada tanggal 5 Mei 

2017: 

 
Gambar 4.5 Wali Kota Medan saat menandatangani konsep kesepakatan 

induk proyek KPBU transportasi Kota Medan dengan Ditjen Pengelolaan 

Pembiayaan Risiko Kementrian Keuangan RI 

Sumber: www.tobasatu.com (07 Mei 2017, Pukul 22:00). 

 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi 

Eldin S. Msi dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan resiko Kementrian 

Keuangan (Kemenkeu) dan disaksikan Direktur Pengelolaan Dukungan 

Pemerintahan dan Pembuayaan Infrastruktur Kemenkeu. Kemenkeu telah 

menyanggupi permintaan Pemerintah Kota Medan untuk memberikan bantuan 

berupa fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek 

infrastruktur, sebagai tindak lanjut dari penyusunan kajian awal pra studi 

kelayakan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kota Medan yang difasilitasi 

http://www.tobasatu.com/
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pihak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada November 2016. 

Langkah selanjutnya dalam rencana pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan adalah tahapan persetujuan Kesepakatan Induk Antara Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Medan, berikut adalah 

Rancangan Kesepakatan Induk Antara Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia dan Pemerintah Kota Medan: 

 
Gambar 4.6 Rancangan Kesepakatan Induk Antara Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Medan 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, Dokumentasi 

Penulis 
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Hal ini dimaksudkan agar pembangunan LRT bisa dilaksanakan dengan 

baik dan bisa diterima oleh semua pihak, baik dari sisi regulator, operator dan 

pengguna. Tak kalah penting juga adalah integrasi dengan moda BRT yang saat 

ini juga sedang dalam pendampingan bantuan teknis oleh Institute for 

Transportation Development and Policy (ITDP) menggunakan pendanaan Asian 

Development Bank (ADB) hingga 2019, sehingga keterpaduan antara LRT dan 

BRT dapat saling bersinergi dalam transportasi berbasis massal di kota Medan.  

 Pembangunan angkutan umum massal berbasis rel berdasarkan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2030 dan sesuai dengan Rencana 

Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2020. Upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi permasalahan kemacetan 

adalah dengan mengembangkan sistem angkutan umum massal. Salah satu 

program yang dilakukan adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.  

 Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan adalah salah satu sistem 

kereta api penumpang yang beroperasi dikawasan perkotaan yang konstruksinya 

ringan dan bisa dioperasikan berjalan bersama lalu lintas kendaraan lain atau 

dalam lintasan yang khusus di peruntukkan bagi kereta api ringan. Sedangkan 

kriteria dari LRT yang bersumber dari Dokumen Outline Business Case (OBC) 

atau yang biasa disebut sebagai Prastudi Kelayakan adalah sebagai berikut: 

1)  Aspek Tata Ruang 

a. Koridor LRT agar dapat mengikuti perkembangan dan pengembangan 

Kota Medan seperti yang termuat dalam RTRW Kota Medan. 
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b. Koridor disesuaikan dengan ROW yang ada jika koridor tersebut 

melintasi ruang jalan eksisting 

2)  Aspek Transportasi 

a. LRT diselenggarakan dengan tidak menempatkannya pada rute 

angkutan umum yang telah ada ataupun telah direncanakan. 

b. Koridor harus dapat terintegrasi dengan angkutan umum lain, sehingga 

mensinergikan operasional sistem transportasi Kota Medan. 

3)  Aspek Lingkungan 

a. Koridor tidak melintasi lokasi kota yang telah ditetapkan sebagai cagar 

budaya dan lahan konservasi kota. 

b. Koridor sedapat mungkin tidak mengurangi ruang terbuka hijau yang 

ada. 

Pada saat ini pembangunan sistem angkutan umum massal LRT sedang 

dalam tahapan Final Business Case (FBC) yang biasa disebut studi kelayakan 

yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sejalan dengan pernyataan Ibu Ratri 

selaku Kepala Sub Bidang Prasarana BAPPEDA Kota Medan yang diwawancarai 

pada tanggal 28 April 2017 di BAPPEDA Kota Medan yang mengatakan: 

“Memasukkan rencana itu dalam tata ruang, dan RPJMD cuma belum 

spesifik masih hanya berbasis rel dan bus. Tahun ini sudah selesai OBC itu 

prastudi kelayakan nah mau meningkat ke FBC itu yang mendanai masih 

menteri PPN Pusat.” (Wawancara pada tanggal 28 April 2017 Pukul 10:05 

WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan). 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sampai pada 

saat ini pembangunan LRT dan BRT di Kota Medan masih dalam tahapan Final 

Business Case (FBC) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan LRT di Kota 
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Medan bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan sistem angkutan umum 

massal, meningkatkan kapasitas sistem angkutan umum, meningkatkan kualitas 

pelayanan dari sistem angkutan umum, memperbaiki koordinasi dalam 

penyediaan sistem angkutan umum, dan mengintegrasikan dengan moda angkutan 

umum yang lainnya. Berdasarkan dokumen OBC yang didapat penulis, adapun 

pemilihan rute LRT di Kota Medan adalah sebagai berikut: Jl. Pasar Induk Lau 

Cih, Jl. Jamin Ginting, Jl. Setiabudi, Jl. Dr. Mansyur, Jl. Jamin Ginting, Jl. 

Iskandar Muda, Jl. Gajah Mada, Jl. KH. Zainul Arifin, Jl. Pangeran Diponegoro, 

Jl. Perdana Jl. Kapten Maulana Lubis, Jl. Raden Salah Dalam, Jl. Balai Kota, Jl. 

Putri Hijau, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Prof. H.M. Yamin, dan berakhir di Jl. 

William Iskandar. Berikut adalah gambar dari rute LRT terpilih: 

 
Gambar 4.7 Rute LRT yang Terpilih  

Sumber: Dokumen Outline Business Case (OBC). 
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa saat ini pembangunan LRT di 

Kota Medan masih dalam proses studi kelayakan untuk menentukan rute yang 

akan dibangun. Pemilihan rute ini berdasarkan analisis multi kriteria yang 

dilakukan oleh PT. Marga Graha Penta. Berdasarkan trase yang terpilih, terdapat 

17 stasiun dalam range panjang 22,74 km. Pemilihan letak stasiun berdasarkan 

pada daerah tarikan-bangkitan dan  pemanfaatan lahan seperti yang telah 

diuraikan. Berikut adalah gambar titik-titik Stasiun LRT: 

 
Gambar 4.8 Titik-Titik Stasiun LRT  

Sumber: Dokumen Outline Business Case (OBC). 

 

Berikut adalah daftar stasiun beserta jarak masing-masing antar stasiun: 

Tabel 4.7 Daftar Stasiun Beserta Jarak 

No Nama Stasiun Jarak Ke Stasiun Sebelumnya 

1 Universitas Negeri Medan 0 km 

2 Aksara 1,16 km 

3 Al Amin Faisal Tanjung 1,10 km 

4 Rumah Sakit Pringadi 1,16 km 

5 Hotel Grand Angkasa 0,27 km 

6 Podomoro City 0.89 km 

7 Lapangan Merdeka 0,52 km 
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No Nama Stasiun Jarak Ke Stasiun Sebelumnya 

8 Rumah Sakit Malahayati 0,72 km 

9 Kampung Madras 0,61 km 

10 Iskandar Muda 1,16 km 

11 Rumah Sakit USU  1,70 km 

12 Universitas Sumatera Utara pintu 4 0,41 km 

13 Perumahan Setiabudi 1,37 km 

14 Pasar 2 1,07 km 

15 Santo Thomas 2,07 km 

16 Adam Malik 2,50 km 

17 Pasar Lau Cih 3,18 km 

 Total Panjang  22,74 km 

Sumber: Dokumen Outline Business Case (OBC). 

 Stasiun LRT Kota Medan akan melalui 17 stasiun, yang terdiri dari Depo, 

Stasiun Kecil, dan Stasiun TOD. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing 

jenis stasiun tersebut: 

a. Depo, stasiun yang digunakan untuk perawatan dan penyimpanan 

gerbong. Dalam sistem LRT yang diusulkan hanya diperlukan satu buah 

depo dan direncanakan diletakkan di Stasiun Pasar Lau Cih. Fungsi dari 

stasiun Depo adalah sebagai berikut: 

1) Fasilitas inspeksi dan perbaikan ringan 

2) Penyimpanan otomatis kendaraan LRT 

3) Pekerjaan pembersihan sebelum operasi 

b. Stasiun Kecil, stasiun tipikal digunakan semata-mata untuk menaik-

turunkan peumpang dengan sedikit sekali fungsi-fungsi tambahan. 

Dalam sistem LRT yang diusulkan terdapat 12 buah stasiun kecil. Luas 

bangunan stasiun kecil adalah 2.600 m2 dengan biaya pembangunan 

sebesar Rp 27.137.000,000 per stasiun. Dalam stasiun kecil terdapat 

fungsi-fungsi sebagai berikut: 
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1) Peron / Platform 

2) Free concourse, yang terdiri atas area antrean tiket dan retail 

3) Private concourse, yang terdiri atas ruang tiket, keamanan, pusat 

informasi, WC, dan mushola 

4)  Back of the House, yang terdiri atas ruang loker pegawai, WC 

pegawai, mushola pegawai, ruang istirahat pegawai, ruang peralatan, 

dan ruang pengadaan 

5) Ruang MEP, yang terdiri atas ruang panel, ruang genset, dan lain-

lain 

Berikut adalah perspektif rencana stasiun kecil LRT Kota Medan: 

 
Gambar 4.9 Perspektif Rencana Stasiun Kecil LRT Kota Medan 

Sumber: Dokumen Outline Business Case (OBC). 
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c. Stasiun TOD (Transit Oriented Development), Stasiun TOD adalah 

stasiun yang karena lokasinya yang strategis, jumlah penggunanya yang 

besar dan merupakan tempat perpindahan moda transportasi,dapat 

berperan sebagai penghubung yang mampu memicu perkembangan 

bisnis ikutan di sekitar stasiun. Jenis dan besaran fasilitas ikutan sangat 

bervariasi tergantung lokasi. 

Koridor BRT dibangun untuk memberikan prioritas kepada pengguna 

angkutan 

umum, dengan cara memberikan lajur khusus agar bus dapat bergerak lebih cepat 

dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Faktor utama dalam pemilihan koridor 

BRT di Kota Medan ini didasarkan pada frekuensi angkutan umum, rute angkutan 

umum yang bersinggungan, dan demand penumpang. Disamping itu juga ditinjau 

ruang yang cukup untuk pembangunan stasiun di jalan tersebut. kemudahan 

membangun konstruksi dan 

potensi pembangunan sistem BRT di sepanjang koridor.  

Adapun timeline perubahan kebutuhan dari sistem transportasi angkutan 

umum massal menurut studi BRT yang dilakukan pada November 2016, terkait 

peralihan dari sistem yang ada saat ini ke LRT adalah sebagai berikut: 

 



 

114 
 

 
 

 
Gambar 4.10 Rekomendasi Sistem Angkutan Umum Massal Kota Medan 

Sumber: Dokumen Outline Business Case (OBC). 

 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pembangunan LRT 

masih dalam tahapan kajian Pra Studi kelayakan sedangkan untuk BRT sudah 

masuk dalam tahap persiapan. Direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 

2021-2022 sehingga ditargetkan pada tahun 2023 dapat segera dioperasikan. 

Sehingga masyarakat Kota Medan dapat menikmati pelayanan angkutan umum 

massal yang aman, nyaman dan cepat dan juga dapat mengurangi pemakaian 

kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan. 

 Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 

2016-2020, untuk mengurangi kemacetan adalah dengan dengan mengembangkan 

sistem angkutan umum massal. Salah satu program yang dilakukan adalah 

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan Program 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Bus Rapid Transit (BRT) 
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adalah angkutan umum massal berbasis jalan yang merupakan suatu sistem 

angkutan umum yang menggunakan mbil bus dengan lajur khusus yang 

terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat 

massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan. 

  Perencanaan pembangunan BRT di Kota Medan berdasarkan arahan dari 

Rencana Umum Tata Ruang Metropolitan MEBIDANG yang mengatakan bahwa 

pengembangan transportasi MEBIDANG akan dikembangkan transportasi darat, 

udara dan laut secara komprehensif dan terpadu. Untuk pengembangan 

transportasi darat, direncanakan ada beberapa pengembangan transportasi seperti 

pengembangan angkutan kereta api, pengembangan jalan tol, dan pengembangan 

jalan non tol. Untuk pengembangan transportasi darat Metropolitan Mebidang 

walaupun ada beberapa jenis, akan tetapi difokuskan pada pengembangan 

angkutan kereta api. Adapun alasan pemilihan pengembangan moda angkutan 

kereta api di Metropolitan Mebidang adalah sebagai berikut: 

1. Lebih optimal untuk mengangkut penumpang massal dan barang. 

2. Lebih efisien karena dapat mengangkut penumpang dalam kapasitas 

yang besar. 

3. Hemat energi, hemat lahan, rendah polusi, mengurangi kemacetan lalu 

lintas dan tingkat keselamatan yang lebih tinggi jika dibandingkan 

angkutan jalan. 

4. Kondisi jaringan jalan Kota Medan sangat padat sehingga sulit untuk 

pengembangan jaringan jalan, kecuali fly over, dll. 
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5. Adanya potensi perkeretaapian di Kawasan Metropolitan Mebidang 

yang belum dimanfaatkan. 

Disamping telah melakukan studi terdahulu, penentuan jalur juga 

mempertimbangkan pola permintaan angkutan umum meliputi pola pergerakan 

eksisting maupun pola pergerakan masa datang. Hal ini menggabungkan faktor 

jumlah demand lalu-lintas eksisiting dan proyeksi jumlah penumpang di masa 

datang, baik penumpang yang memang hanya mempunyai pilihan angkutan umum 

(captive public transport riders) maupun penumpang yang beralih dari pengguna 

kendaraan pribadi (choice riders), sebagai salah satu pertimbangan utama dalam 

menentukan jalur BRT. Berikut adalah koridor BRT terpilih di Kota Medan: 

 
Gambar 4.11 Koridor BRT Terpilih di Kota Medan 

Sumber: Dokumen Outline Business Case (OBC). 

 

Hasil review Kajian BRT dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Koridor 

BRT dibangun untuk memberikan prioritas kepada pengguna angkutan umum, 

dengan cara memberikan lajur khusus agar bus dapat bergerak lebih cepat 
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dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Terdapat 23 rute-rute yang memiliki 

persentase overlap dengan rencana koridor BRT lebih dari 30% dan frekuensi di 

atas 6 kendaraan per jam. Rute ini akan dianggap menjadi rute Fase 1 dalam 

implementasi BRT. (2) Untuk Fase 2, terdapat 12 rute-rute yang memiliki 

persentase overlap dengan rencana koridor BRT lebih dari 20% dan frekuensi di 

atas 6 kendaraan per jam. 

Berdasarkan pemilihan koridor BRT ditemukan adanya persilangan anatara 

koridor LRT dan BRT. Integrasi kedua moda ini akan terjadi pada stasiun/halte 

Lapangan Merdeka. Sehingga diharpakn LRT dan BRT akan salin melengkapi 

sistem transportasi publik di Kota Medan. Di Kawasan Lapangan Merdeka 

terdapat peluang integrasi antar moda karena dalam radius kurang dari 150 m, 

yang masih nyaman untuk berjalan kaki, terdapat Stasiun Kereta Bandara, Sasiun 

BRT dan Stasiun LRT. Kemudahan perpindahan moda ini akan meningkatkan 

jangkauan layanan transportasi publik secara keseluruhan. Integrasi ini di satu 

pihak memerlukan penghubung berupa jalur pejalan kaki yang nyaman, di lain 

pihak menimbulkan bangkitan lalu lintas pejalan kaki dan kerumunan (crowd) 

yang dapat membuka peluang-peluang usaha dan meningkatkan nilai lahan; 

sehingga integrasi ini memungkinkan untuk dibiayai melalui kerjasama 

pemerintah dan badan usaha. Berikut adalah gambar integrasi Moda LRT dan 

BRT pada Stasiun/ Lapangan Merdeka: 



 

118 
 

 
 

 

Gambar 4.12 Integrasi Moda LRT dan BRT Pada Stasiun/Halte Lapangan 

Merdeka 

Sumber: Dokumen Outline Business Case (OBC). 

 

 Penerapan integrasi antara sistem LRT dan BRT di Kota Medan dilakukan 

dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan angkatan kerja, kapasitas LRT, 

jumlah kendaraan pribadi pada peak hours, dan area jalan dimana sistem BRT 

direncanakan akan dibuat. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Propinsi 

Sumatera Utara, pada tahun 2015 penduduk Kota Medan berjumlah 2,210,624 

jiwa dimana sekitar 45% dari jumlah tersebut (984,037 jiwa) merupakan 

penduduk dengan usia yang termasuk kategori angkatan kerja. Jumlah tersebut 

merupakan potensi yang akan menyebabkan kemacetan pada peak hours setiap 
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hari kerja terutama apabila sistem transportasi publik tidak dapat menampungnya. 

Dengan mengasumsikan bahwa sistem LRT kota Medan dapat mengangkut 

penumpang dengan kapasitas 18,000 penumpang dan terdapat sebuah koridor 

dengan dua arah, maka selama 3 jam peak hours (misal 6.00 – 9.00), LRT dapat 

mengangkut total 108,000 penumpang. Jumlah ini jauh lebih kecil daripada 

potensi penumpang sebanyak 984,037 orang. Permasalahan lain yang harus 

diperhatikan adalah bahwa dua moda transportasi pribadi (motor dan mobil 

pribadi) masih dominan digunakan oleh masyarakat Kota Medan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil survey yang dilakukan PT. Graha Penta  berikut terangkum 

gambar penggunaan moda transportasi masyarakat Kota Medan. 

 
Gambar 4.13 Penggunaan Moda Transportasi Warga Kota Medan 

Sumber: Dokumen Dokumen Outline Business Case (OBC). 

 

Dengan mempertimbangkan bahwa kapasitas LRT jauh lebih sedikit dengan 

jumlah angkatan kerja. Dapat disimpulkan bahwa LRT dengan satu koridor tidak 

dapat menampung semua potensi penumpang yang ada. Sistem lain seperti BRT 

masih dibutuhkan baik itu sebagai feeder maupun sebagai moda pendukung utama 

LRT. Pemenuhan kebutuhan transportasi publik harus diperhatikan.  
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Berdasarkan penyajian data fokus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

encana pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan melalui 

pembangunan LRT dan BRT merupakan sebagai suatu bentuk dari perencanaan 

strategis yang dilakukan pemerintah Kota Medan untuk menghasdapi berbagai isu 

permasalahan angkutan dan lalu lintas yang ada di Kota Medan yaiut kemacetan 

yang disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi di Kota Medan 

dan tingginya tingkat pertambahan kendaraan bermotor di Kota Medan. 

Perencanaan pembangunan angkutan umum massal  yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Medan ini ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan angkutan 

umum serta dapat melayani mobilitas pergerakan orang dan barang di Kota 

Medan.  

 

4.3.1.2  Mengidentifikasi Mandat Organisasi 

 Pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan dilakukan agar 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum di Kota Medan. 

Penugasan pada setiap organisasi bertujuan untuk memperjelas keberadaannya. 

Pada pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan, penugasan dilakukan 

untuk memperjelas peran pihak-pihak yang terkait. Setiap mandat memiliki 

peranan yang penting didalam tercapainya tujuan pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan, berikut ini adalah keterangan yang diberikan oleh Bapak 

Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 pukul 

14:39: 
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“Perannya pendukung teknis dan sesuai dengan amanah pak Walikota, kita 

ada tim teknisnya yang diamanatkan pak wali untuk mendukung 

penyusunan studi OBC tersebut. Jadi sejauh mana keterlibatan kita, kita 

memang dilibatkan mereka karena kebetulan anggarannya dari BAPPENAS 

kita dilibatkan. Ya sepanjang mereka membutuhkan data, mereka survey ke 

lapangan dan segala macam ya kita support masih seperti itu tapi kalau tim 

teknisnya, konsultannya dan segala macam itu semua dari BAPPENAS jadi 

bantuan pemerintah pusat lah ke kita karena kalian gak ada uang untuk 

merencanakan ini, ini kami bantu gitu.” (Hasil wawancara tanggal 19 April 

2017, pukul 14:39 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan).  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan Dinas Perhubungan Kota 

Medan berperan sebagai pendukung teknis.  Oleh karena itu berdasarkan rumusan 

Visi Dinas Perhubungan Kota Medan seperti yang tertuang di Rencana Strategis 

Tahun 2016-2020 yaitu “Terciptanya Transportasi Kota Medan yang Handal, 

Nyaman, Manusiawi dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas 

Perhubungan Kota Medan menetapkan  empat (4) tujuan yang akan dicapai dalam 

lima tahun ke depan, sebagai berikut: 

1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi; 

2) Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan; 

3) Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah; 

4) Memaksimalkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah bidang 

perhubungan. 

Adapun untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas 

dapat berjalan dengan baik, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan 

Kota Medan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Sasaran dari tujuan pertama adalah:  

a. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Perhubungan; 
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b. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

2) Sasaran dari tujuan kedua adalah: 

a. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas; 

b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas. 

3) Sasaran dari tujuan ketiga adalah: 

a. Terpenuhinya persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan wajib uji; 

b. Meningkatnya SDM aparatur  dan masyarakat. 

4) Sasaran dari tujuan keempat adalah Pencapaian Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan. 

Berdasarkan visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka upaya 

yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan salah satunya adalah 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi, sebagai 

upaya utama dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Bapak Hendrik Ginting selaku Kepala Seksi Angkutan Jalan 

yang mengatakan bahwa: 

“Kondisinya artinya begini, ini kan belum 100 persen kenapa kan satu orang 

juga belum, masih ada alternatif yang lain  untuk angkutan jadi kalau untuk 

sekarang ini mungkin kondisinya hanya sekitar 80 persen lah. Jalan kita kan 

sempit dan alternatif lain itu masih banyak, kan dengan sepeda motor udah 

itu jarak tempuh rute kan paling jauh mungkin cuma sekitar 35 kilo jadi 

orang masih lebih suka menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi. 

Kan ekonomi atau pergerakan orang kan tidak satu titik, kan dari titik satu 

ke titik lain. Kita juga kan sudah menetapkan plafon untuk angkutan umum 

artinya kita sudah menyediakan batasan atau kuota untuk angkutan umum 

kota, kita juga sudah memberikan ijin opersi ke beberapa usaha angkutan 

kota, tetapi kan ini semuanya PT PT ini ada sebagian yang tidak mengurus 

surat ijin operasi jadi ini sebenarnya banyak PT PT yang ijin operasinya 

sudah mati tetapi tetap jalan.” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017, 

pukul 12:09 di Dinas Perhubungan Kota Medan) 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan memberikan ijin operasional kepada perusahaan-

perusahaan angkutan umum kota untuk beroperasi. Berikut adalah jumlah armada 

angkutan umum Kota Medan pada Tahun 2016. 

Tabel 4.8 Daftar Angkutan Umum Kota Medan Tahun 2016 

No Jenis Angkutan  
Masa Berlaku Ijin 

Operasional 

Jumlah 

Armada 

A. Mobil Penumpang 

1 PT. Rahayu Medan Ceria 16 April 2013 s/d 16 April 2018 2,055 

2 PT. Morina 16 April 2013 s/d 16 April 2018 1,505 

3 Fa. Mekar Jaya 8 Juli  2015 s/d 7 Juli 2020  310 

4 CV. Wampu Mini 21 April 2014 s/d 21 April 2019 543 

5 CV. Medan Bus 1 Nop 2014 s/d 1 Nop 2019 100 

6 CV. Mitra 1 Nop 2014 s/d 1 Nop 2019 150 

7 KPUM 16 April 2013 s/d 16 April 2018 6,061 

8 PT. Nasional Medan Transport 1 April 2015 s/d 1 April 2020 100 

9 PU Gajah Mada Sakti 30 Mar 2013 s/d 30 Mar 2018 350 

Jumlah 11,174 

B. Bus Umum 

1 PT. Rahayu Medan Ceria 16 April 2013 s/d 16 April 2018 676 

2 PT. Nasional Medan Transport 16 April 2013 s/d 16 April 2018 505 

3 CV. Desa Maju 16 April 2013 s/d 16 April 2018 294 

4 Perum Damri 21 Maret 2014s/d 22 Maret 2019 60 

5 CV. Medan Bus 16 April 2013 s/d 16 April 2018 800 

6 CV. Mitra 16 April 2013 s/d 16 April 2018 550 

7 KPUM MRX 16 April 2013 s/d 16 April 2018 290 

8 CV. Hikma 2 Des 2013 s/d 3 Des 2018  250 

9 Kobun 3 Okt 2009 s/d 2 Okt 2014 47 

10 PT. Marjandi Suka 16 April 2013 s/d 16 April 2018 1,025 

11 Povri 3 Nop 2008 s/d 2 Nop 2013 193 

12 CV. Laju Deli Sejahtera 28 Nop 2015 s/d 27 Nop 2020 150 

Jumlah 4,840 

C. Taksi Kota 

1 PT. Blue Bird 
19 April 2013 s/d 19 April 2018 500 

20 April 2015 s/d 19 April 2020 300 

2 PT. Express Limo Nusantara 4 Feb 2015 s/d 3 Feb 2020 500 
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3 
PT. Karyaswadaya Abadi 

23 Mar 2010 s/d 22 Mar 2015 300 

28 Okt 2013 s/d 27 Okt 2018 200 

4 PT. Deli Cepat Taksi 30 Juli 2009 s/d 30 Juli 2014 275 

5 PT. Yuki 28 Okt 2009 s/d 27 Okt 2014 100 

6 CV. Eka Prasetya 15 Des 2007 s/d 14 Des 2012 150 

7 Kostar 27 Mei 2016 s/d 26 Mei 2021 25 

8 PT. Ridha’Almunawarrah 15 April 2011 s/d 14 April 2016 100 

9 KPUM Matra Taksi 20 Mar 2015 s/d 20 Mar 2020 200 

10 PT. Nirmala Cerah 20 Mar 2016 s/d 20 Mar 2021 200 

Jumlah 2,850 

D. Beca Motor  

24 Perusahaan izin yang masih berlaku : 2 Perusahaan (Data Terlampir) 26,200 

No Keterangan Plafon Realisasi 
Persentase 

(%) 

1 MPU 11,174 5,569 49.84 

2 Bus 4,877 1,699 34.84 

3 Taksi 2,850 976 34.25 

4 Becak Motor 26,200 148 0.56 

Jumlah 45,101 8,392 18.61 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan, Olahan Penulis 

 Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa dari 45,101 plafon 

angkuan umum Kota Medan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan jumlah 

armada yang terealiasai hanya 8,392 hal ini tentu saja membuat masyarakat Kota 

Medan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan 

dengan angkutan umum. Hal tersebut juga mengakibatkan tingginya tingkat 

kemacetan di Kota Medan. Maka dari itu dibutuhkan suatu pembangunan 

angkutan umum massal kota, dalam pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan Dinas Perhubungan berperan sebagai pendukung teknis.  

 Terkait dengan penugasan yang dilakukan dalam hal pembangunan 

angkutan umum massal di Kota Medan, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kota Medan memiliki peran penting didalam pembangunan 

angkutan umum massal yang berupa LRT dan BRT. Sebagaimana yang 
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dinyatakan oleh Ibu Ratri selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 

12 Mei 2016 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan: 

“Tugasnya kita yang punya ini, punya kegiatan itu. Tapi kita yang kerjakan 

orang, karena dana dari ini kan, dari pemerintah terbatas di kerjakan sama 

swasta atau istilahnya itu di KPBU kan. Dan sudah masuk ke program ke 

BAPPEDA dan kita ada beberapa itu tugasnya seperti koordinasi dengan 

pihak-pihak yang akan terkait.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2017, 

pukul 09:00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Medan).  

 

Hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa peran Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan didalam pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan yaitu sebagai pengkoordinasi diantara pihak-pihak 

yang akan terkait. Hasil wawancara diatas didukung dengan data Konsep 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penasehat Transportasi proyek KPBU Transportasi 

Kota Medan yang didapat penulis yang mengatakan bahwa Kota Medan sebagai 

pihak kedua berkewajiban untuk: 

1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3, sesuai dengan dukungan dan ketentuan-ketentuan dalam 

Perjanjian ini 

2) PIHAK KEDUA wajib menugaskan Penasehat Transaksi yang 

memiliki kredibilitas dan profesionalisme dalam rangka upaya terbaik 

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; 

3) PIHAK KEDUA wajib memberikan kinerja terbaik (best effort) dalam 

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada 

PIHAK KESATU; 
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4) PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam 

setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dalam rangka pelaksanaan Fasilitas.  

  Perencanaan pembangunan angkutan umum massal di suatu kota 

memerlukan kerjasama erat dari pemerintah, perencana, analis kelayakan 

finansial, dan pembangunan serta badan usaha yang akan ditawarkan untuk 

menjadi pelaksana yang berpotensi untuk membiayai, merancang, membangun, 

mengoperasikan dan memelihara infrastruktur. Pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan telah melewati tahapan OBC, dalam tahapan OBC Dinas 

Perhubungan bertugas sebagai pendukung teknis yang membantu PT. Marga 

Graha Penta dalam mendapatkan data-data perhubungan eksisting yang ada di 

Kota Medan. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Ami 

Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 pukul 

14:45 WIB menyatakan: 

“Tugas utama pada saat penyusunan pra studi kelayakan atau OBC itu kita 

sebagai pendukung teknis artinya konsultannya dari mereka tapi kita yang 

mendampingi disini untuk berbicara kajian teknisnya termasuk data-data 

eksisting itu semua kita support.” (Hasil wawancara pada tanggal 19 April 

2017 pukul 14:45 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan).  

 

Keterangan yang sudah diberikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

tugas utama Dinas Perhubungan Kota Medan membantu  PT. Marga Graha Penta 

dan menyediakan data-data eksisting yang berhubungan dengan dokumen OBC. 

Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai SKPD pelaksana Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Perhubungan, yang menjadi pendukung teknis dari pembangunan 
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angkutan umum massal di Kota Medan terutama dalam pembangunan halte bus, 

BRT, monorail maupun LRT hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Ami Kholis 

Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota 

Medan yang diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 pukul 14:29 WIB yang 

mengatakan: 

“Pendukungnya ada, jadi misalnya kita membuat halte, atau stasiun itu ada 

tapi kalau spesifik dialokasikan untuk angkutan LRT ini kita belum, karena 

kita sendiri juga belum tau kebutuhan dananya berapa jadikan aspek 

teknisnya kita gak tau stasiun misalnya. Karena kan rencana kita kan ini 

KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan itu semua nanti yang 

melaksanakan itu badan usaha kita hanya merambas. Pemerintah itu hanya 

merambas, jadi kita gak mengeluarkan uang dulu. Uangnya kita nanti kita 

hanya untuk memberikan kompensasi ke mereka itu rancangannya.” (Hasil 

wawancara  pada tanggal 19 April 2017 WIB di Dinas Perhubungan Kota 

Medan). 

 

Keterangan yang sudah diberikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

tugas Dinas Perhubungan Kota Medan dalam tahapan penyusunan Dokumen 

OBC, maupun dalam pembangunan angkutan umum massal  adalah sebagai 

pendukung teknis. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan 

Kota Medan Tahun 2016-2020, berikut adalah program dan kegiatan yang dibuat 

oleh Dinas Perhubungan terkait dengan pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan: 

Tabel 4.9 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 

2016-2020 

Program Kegiatan 

Program Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Perhubungan. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan 

kenyamanan masyarakat penguna 

jasa perhubungan. 

Pembangunan halte bus, taxi, gedung 

terminal sampai dengan Tahun 2021 

sebanyak 100 halte. 

Pembangunan Kantor Unit Patroli Dishub. 

Pembangunan Ruang Kantor Dishub 
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Program Kegiatan 

sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 1 

lokasi. 

Pembangunan Terminal Tuntungan. 

Program Peningkatan Pelayanan 

Angkutan. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan disiplin 

masyarakat dan pengemudi jalan di 

jalan raya. 

Peningkatan disiplin masyarakat 

menggunakan angkutan. 

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu 

lintas dan angkutan. 

Kegiatan Pemilihan dan pemberian 

penghargaan sopir/juru mudi/awak 

kendaraan  umum teladan. 

Operasionalisasi angkutan umum massal 

berbasis jalan raya 1 (satu) koridor. 

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota 

Medan Tahun 2016-2020. 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan 

Kota Medan sebagai pendukung teknis pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Medan yang terkait 

dengan pembangunan angkutan umum massal adalah Pembangunan halte bus, 

taxi, gedung terminal sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 100 halte. 

 

4.3.1.3  Mengklarifikasi Misi dan Nilai Organisasi 

 Misi merupakan capaian dari suatu kegiatan dan membutuhkan langkah-

langkah untuk mencapainya. Di dalam suatu organisasi, memberikan arah dan 

tujuan yang ingin dicapai serta mendirikan fokus terhadap kebijakan dan program 

yang dilaksanakan merupakan misi dari langkah yang ingin dicapai. Dalam 

merumuskan suatu misi suatu organisasi haruslah berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dan politik yang ingin dikerjakan oleh organisasi. Maka misi dari 

Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut: 
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1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun 

masyarakat 

2) Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, 

keamanan dan keselamatan lalu lintas 

3) Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung 

pembangunan/ pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial 

dan budaya 

4) Meningkatan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dan 

sektor perhubungan. 

Dari rumusan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan menjadikan 

misi yang ada untuk melakukan pembangunan angkutan umum massal, baik 

berbasis rel maupun berbasis jalan. Dalam memperjelas misi dan nilai-nilai 

organisasi dalam pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan, 

stakeholder terkait haruslah mempunyai misi yang melatarbelakangi  

pembangunan tersebut sehingga pembangunan tersebut dapat dilaksanakan 

dengan misi yang jelas. Kota Medan merupakan salah satu kota di Sumatera Utara 

yang memiliki mobilitas dan aksesbilitas masyarakat yang tinggi.  

Sejalan dengan pernyataan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan 19 April 2017 pukul 

14:58 menyatakan: 

“Kalau sebenarnya pada saat kita menyusun OBC kemarin 2016 kita ada uji 

publik, uji publik itu konsultasi publik jadi program ini kita sampaikan ke 

masyarakat yang dilaksanakan di Aston yang dipimpin oleh Pak Wali ada 

masukan dari masyarakat itu pernah dan setau kami kemarin hasilnya cukup 

positif sih, tetapi hanya yang ada di dalam, yang ikut dari uji publik itu aja 

mereka pada prinsipnya pada mendukung semua tapi kalau dampak sosial 
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masyarakat maunya seperti apa itu saya kira kita juga sudah melihat dari 

media sosial maupun media cetak bahwa medan sudah membutuhkan 

angkutan umum massal” (Hasil wawancara tanggal 19 April 2017, pukul 

14:58 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan) 

 

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui jika masyarakat Kota 

Medan sudah membutuhkan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan 

cepat. Sehingga, diperlukan adanya suatu pembangunan angkutan umum massal, 

dengan begitu dapat diketahui bahwa pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan masyarakat Kota 

Medan agar terpenuhinya pelayanan angkutan umum massal yang nyaman, aman, 

dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Ratri selaku Kepala Sub Bidang 

Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan yang 

diwawancarai pada tanggal 28 April 2017 di Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan: 

“Kalau tuntutan sosialnya tentu ada kita kan maunya ada angkutan umum 

massal yang aman dan nyaman sehingga nanti kita harap masyarakat Kota 

Medan ini mau beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum. Jadi kalau 

sekarang masih 90 persen masih kendaraan pribadi, 6 persen kendaraan 

umum. Kalau pakai angkutan umum massal kan jalan jadi enggak macet 

gitu”. (Wawancara pada tanggal 28 April 2017 Pukul 10:10WIB di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan). 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya tuntutan 

sosial dibutuhkannya suatu sistem angkutan umum massal yang aman, dan 

nyaman oleh masyarakat Kota Medan, sehingga dapat meningkatkan keinginan 

masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, sehingga dapat mengurangi 

tingkat kemacetan di Kota Medan, yang memiliki tingkat kemacetan yang cukup 

tinggi. Organisasi didalam merumuskan suatu misi suatu haruslah berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan politik dan sosial yang ingin dikerjakan oleh organisasi. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub 

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan 19 April 2017 

pukul 14:50 WIB menyatakan: 

“Ada tuntutan politik, di RPJMD juga ada, di RTRW. Jadi perencanaan 

terbesar itu kan RTRW, baru RPJMD, habis itu nanti ada RPJP baru ke 

dinas itu ke Renja. Kita juga punya Political will artinya pak Wali cukup 

mau ini harus dijalankan dukungan dari kepala daerah kekuatan kita ada 

disitu” (Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2017 pukul 14:50 WIB di 

Dinas Perhubungan Kota Medan).  

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan berpedoman 

dengan RTRW Kota Medan Tahun 2010-2031 dan RPJMD Kota Medan Tahun 

2016-2020, Dinas Perhubungan membuat Rencana Strategis Tahun 2016-2020 

dengan Misi yang telah disebutkan diatas. Berikut adalah gambar hubungan 

RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya: 
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Gambar 4.14 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Sumber: RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020 

 

Berdasarkan gambar diatas dengan berpedoman dengan RPJMD Kota 

Medan. Dinas Perhubungan Kota Medan menetapkan Misi-misinya yang tertuang 

di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2020, yang salah 

satunya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan 

transportasi. Dengan demikian pemerintah berupaya untuk memaksimalkan 

pengembangan angkutan umum, sehingga perjalanan masyarakat dapat dilayani 

oleh angkutan umum massal dan dapat mengurangi penggunaan kendaraan 

pribadi sehingga dapat mengatasi masalah kemacetan di Kota Medan. Angkutan 

umum eksisting di Kota Medan saat ini tidak berorientasi pada pelayanan publik 

melainkan berorientasi pada keuntungan sehingga yang terjadi adalah supir-supir 
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angkutan umum bejalan tidak sesuai dengan jadwal dan bertindak seenaknya agar 

dapat memperoleh keuntungan yang besar. Lama perjalanan dan fasilitas yang ada 

pada transportasi umum juga dinilai sudah tidak layak untuk digunakan sehingga 

menimbulkan rasa tidak nyaman pada penumpang. Berdasarkan fenomena diatas 

maka Dinas Perhubungan Kota Medan berencana untuk melakukan peremajaan 

dan pembinaan kepada supir-supir angkutan umum eksisting yang ada di Kota 

Medan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hendrik Ginting selaku  Kepala 

Seksi Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa: 

“Angkutan-angkutan yang ada di Medan ini kan masih belum teratur, 

berhenti sesuka hati, menaik turunkan penumpang pun begitu. Kondisi 

fisiknya dari angkutan-angkutan itupun kurang nyaman sehingga 

masyarakat Kota Medan ini kurang minatnya terhadap angkutan umum. Ada 

juga kadang-kadang yang supirnya kencang-kencang bawa angkot itu kan 

termasuk kurang aman, dia tidak taat. Maka dari itu Dinas Perhubungan 

Kota Medan dalam rencana strategisnya itu membuat sebuah program untuk 

meremajakan angkutan dan membina supir-supir angkutan umum sehingga 

nanti masyarakat bisa merasa aman dan nyaman naik angkutan umum” 

(Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 12:15 di Dinas 

Perhubungan Kota Medan). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui jika angkutan 

kota eksisting di Kota Medan cenderung tidak disiplin sehingga menimbulkan 

kemcetan dan mengganggu aktivitas. Adapun kondisi fisik angkutan kota 

eksisting yang berada di Medan dinilai cenderung tidak nyaman, dan dari segi 

keamanan pun masih dianggap kurang karena perilaku supir angkutan yang tidak 

disiplin. Berikut adalah gambar angkutan umum yang tidak disiplin di Kota 

Medan: 
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Gambar 4.15 Angkutan Umum Yang Tidak Disiplin Di Kota Medan 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan 

 

 Supir angkutan kota (angkot) di Kota Medan masih sering ngetem atau 

berhenti di pinggir jalan untuk menanti penumpang, terutama di persimpangan 

jalan yang banyak dilalui pengendara. Ulah dari para supir angkot ini tentu sala 

menimbulkan kemacetan lalu lintas, maka dari itu Dinas Perhubungan selaku 

SKPD yang berhubungan langsung dengan kegiatan transportasi melakukan 

pembinaan terhadap supir angkutan umum.  

4.3.1.4  Menilai Lingkungan Eksternal dan Internal 

4.3.1.4.1  Lingkungan Eksternal 

 Lingkungan eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi 

yang terdiri dari ancaman dan peluang. Peluang dan ancaman dapat diketahui 

dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial, 

dan teknologi. Berbagai macam faktor lingkungan eksternal yang tidak 

menguntungkan dapat menyebabkan terjadinya kemunduran pada suatu organisasi 

dan menjadi ancaman bagi organisasi. Apabila ancaman itu tidak segera diatasi 

maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi usaha suatu organisasi baik 
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di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam pembangunan 

angkutan umum massal masih terdapat hambatan-hambatan berupa ancaman yang 

berasal dari lingkungan luar organisasi, yaitu 

belum adanya peraturan-peraturan pendukung pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan seperti belum adanya peraturan Wali Kota Medan, 

Belum adanya peraturan kepala daerah yang mendukung pembangunan 

angkutan umum massal di Kota Medan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak 

Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang mengatakan bahwa: 

“SKnya secara langsung tidak ada cuma selama rapat pembahasan maupun 

tinjauan teknis penyusunannya kita tetap yang mendampingi bersama 

dengan BAPPEDA. Untuk tahap ini Sknya sedang digodok kita sekarang 

masuk ke tahap FBC (Final Based Case) studi kelayakan yang sedang 

dikerjakan oleh Menteri keuangan dan Sknya sedang berada di Pak Wali 

dan masih ditindak lanjuti oleh BAPPEDA” (Hasil wawancara pada tanggal 

19 April, pukul 14:15 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa rencana 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan masih belum memiliki 

dasar hukum ataupun peraturan kepala daerah yang mendukung pembangunan 

angkutan umum massal di Kota Medan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu 

Ratri  selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 28 April 2017 di  Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan: 

“Untuk peraturan yang mendukung kita belum ada ya karena rencananya 

selama dua tahun ini Peraturan-Peraturan yang mendukung pembangunan 

LRT dan BRT itu baru akan dibuat di tahun ini sampai dengan tahun 2019”. 

(Hasil (Hasil wawancara pada tanggal 28 April 2017 pukul 11:50 WIB di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan). 



 

136 
 

 
 

Adapun ancaman lain adalah pembebasan lahan atau tanah yang akan 

dilewati jalur LRT dan BRT, dan juga kurangnya dukungan dari supir angkutan 

umum eksisting. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ami Kholis Hasibuan 

selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan:  

 “Baru secara sisi konstruksi akan ada lahan-lahan yang dibebaskan itu 

kemudian nanti akan menjadi sedikit masalah tergantung tim kitalah nanti 

bagaimana pendekatannya. Baru masalah yang akan muncul itu mungkin 

untuk membina angkutan umum eksisting ini juga kita juga harus ada skema 

yang nanti akan betul-betul di benarkan dulu didudukkan dulu sehingga 

mereka mau mendukung jangan mereka menganggap ini sebagai ancaman 

tapi harusnya kita berpikir kemaren bagaimana masyarakat supaya lebih 

banyak naik angkutan umum sehingga mereka tidak beranggapan sebagai 

saingan itu yang masih kita cari formatnya” (Hasil Wawancara pada tanggal 

19 April 2017 pukul 15:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan) 

 

 Penulis juga mewawancarai Ibu Ratri selaku Kepala Sub Bidang Prasarana 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, yang menyatakan bahwa: 

“Ancamannya banyak, terutama supir-supir angkutan itu. Pertama ruas jalan 

Kota Medan yang kecil-kecil, luas Kota Medan untuk angkutan massal 

efektif cuma tidak terlalu efektif  karena terlalu kecil luas Kota Medan, 

kemudian banyaknya angkot, angkot-angkot ini untuk dialihkan payah 

mereka demon, banyak tidak terimanya” (Hasil wawancara tanggal 28 April 

2017 pukul 10:30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Medan) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rencana 

pembangunan angkutan  umum massal di Kota Medan akan mengalami beberapa 

ancaman sehingga, yang pertama adalah terbatasnya lahan di Kota Medan untuk 

pembangunan angkutan umum massal yang akan mengakibatkan terhambatnya 

proses pembangunan angkutan umum massal. Ketiga, kurangnya dukungan dari 

supir-supir angkutan umum Kota yang merasa terancam dengan adanya 

pembangunan angkutan umum massal berupa LRT dan BRT. Untuk mengatasi 

ancaman pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan, maka seharusnya 
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Dinas Perhubungan sebagai pendukung teknis pembangunan LRT dan BRT 

tentunya memiliki peluang. Adapun beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan 

dalam pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan yaitu adanya 

dukungan dana dan perencanaan dari pemerintah pusat, dan juga Kota Medan 

memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sehingga saat pembangunan 

angkutan umum massal di Kota Medan, maka jumlah penumpangnya pun 

diperkirakan cukup banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh 

Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan:  

“Peluangnya, dari sisi pendanaan dan dukungan dari pusat ini bisa kita lihat 

di RPJMN juga ada kan kalau Medan itu akan dibangun angkutan umum 

massal, dan juga dari Kementerian Perhubungan juga, mereka sudah 

memasukkan pembangunan LRT ini kedalam Rencana Strategis mereka. 

Dan jumlah penduduk kita besar sehingga bisa diperkirakan nanti jumlah 

penumpangnya cukup besar. Dan kenapa kita memilih LRT ini kan karena 

LRT cukup bisa untuk mengangkut jumlah penumpang yang besar dan juga 

kan LRT ini nanti sifatnya ringan dan juga termasuk cepat. Dan nanti kan 

nanti LRT BRT ini akan kita integrasikan”. (Hasil wawancara pada tanggal 

22 Mei 2017 pukul 11:59 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan).  

 

Hasil wawancara diatas didukung data sebagai berikut 
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Gambar 4.16 Lokasi Pembangunan Kereta Api Perkotaan  Kota Medan 

Tahun 2015-2019 

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019. Olah Penulis 

 

 Sejalan dengan Ibu Ratri selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan pendapat peluang yang dimiliki 

Kota Medan dalam pembangunan angkutan umum massal yaitu tingginya tingkat 

permintaan (demand) masyarakat Kota Medan terhadap pelayanan angkutan 

umum massal, hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Ratri selaku Kepala Sub 

Bidang Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan yang 

diwawancarai pada tanggal 28 April 2017 di  Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan: 

“Peluangnya jumlah penduduknya kita banyak ya kan, jumlah kebutuhan 

akan angkutan umum massal juga banyak, jumlah kendaraan pribadi 

pemakai kendaraan pribadi itu hampir 95 persen jadi kan membuat 

kemacetan itu lah dasarnya. Jalan kita gak bertambah, bertambahnya tidak 

sebanding dengan pertumbuhan penduduk itulah yang menjadi kekuatan 

kita kan” (Hasil wawancara pada tanggal 28 April 2017 pukul 11:50 WIB di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan). 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui peluang lain 

yang dimiliki Kota Medan dalam pembangunan angkutan umum massal adalah 

tingginya tingkat kemauan masyarakat Kota Medan untuk menggunakan angkutan 

umum massal. Hasil wawancara diatas didukung dengan data sebagai berikut: 

 
Gambar 4.17 Diagram Kemauan Menggunakan LRT 

Sumber: Dokumen Dokumen Outline Business Case (OBC). 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 83% masyarakat yang 

mengikuti uji publik yang dilakukan oleh PT. Marga Graha Penta, menunjukkan 

tingkat kemauan yang cukup tinggi untuk menggunakan angkutan umum massal 

di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam rencana pembangunan angkutan umum massal Kota 

Medan memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan. Peluang lainnya 

dalam pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan adalah Rencana 

pembangunan angkutan umum massal akan dilaksanakan dengan menggunakan 

model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga pemerintah 

Kota Medan mendapatkan bantuan pendanaan dari Badan Usaha-badan usaha 

yang mau membiayai pembangunan LRT dan BRT hal ini sejalan dengan 

pernyataan Bapak Ami Kholis Hasibuan  selaku Sub Bagian Perencanaan dan 
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Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 19 

April 2017 di Dinas Perhubungan Kota Medan: 

“Jadi sebenarnya perencanaan ini kan yang baru selesai OBC namanya 

Outline Bussines Case atau kalau bahasa kita Pra studi kelayakan belum 

studi kelayakan, itu baru tahapan yang kita selesaikan jadi Pra Studi 

kelayakan ini kan dilaksanakan oleh BAPPENAS jadi bantuan pemerintah 

pusat lah ke kita karena kalian gak ada uang untuk merencanakan ini, ini 

kami bantu gitu. Tahapan setelah itu menteri keuangan sudah mengatakan 

ini layak untuk dibuat dan difasilitasi lagi penyiapan proyeknya masih, 

fasilitasi penyiapan proyek. Jadi menteri keuangan sudah setuju dengan 

surat kita. Jadi kan, pak wali menyurati ke sana supaya kita diberikan 

fasilitas peyiapan proyek nah ini bu menteri keuangan sudah setuju sehingga 

mereka kemaren datang dan membuat kontrak, kontrak kerjasama antara 

walikota dengan menteri keuangan. Nah saat penyusunan OBC itu selesai 

kemaren ada 9 Badan Usaha yang berminat untuk melaksanakan proyek 

pembangunan LRT ini itu kan merupakan salah satu peluang kita sehingga 

nanti dari segi pendanaan kita bisa dibantu sedikit, nanti model proyeknya 

kita akan bikin sistem KPBU namanya” (Hasil wawancara dengan Bapak 

Ami Kholis Hasibuan  selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 

di Dinas Perhubungan Kota Medan). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peluang ketiga 

yang dimiliki pemerintah Kota Medan dalam rencana pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah 

Pusat dan adanya dukungan dari Badan Usaha yang berminat membantu dari segi 

financial sehingga saat melaksanakan pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan Pemerintah Kota Medan akan melaksanakannya dengan sistem 

KPBU. Berdasarkan penelitian dan penyajian data diatas maka dapat diketahu jika 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan memiliki beberapa peluang 

yang dapat dimanfaatkan yaitu:  

Pertama, Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat 

dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan 
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Pembangunan Nasional telah melakukan berbagai koordinasi untuk melakukan 

Prasutdi Kelayakan Pembangunan (Outline Business Case/OBC) LRT di Kota 

Medan berdasarkan OBC yang telah dilakukan Kota Medan layak untuk dibangun 

angkutan umum massal dalam bentuk LRT dan BRT. Kedua, adanya kemauan 

dari masyarakat Kota Medan untuk menggunakan angkutan umum massal yang 

berupa LRT dan BRT. Sehingga diharapkan pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin. Dan ketiga 

adalah pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan akan dilaksanakan 

dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 

sehingga tidak memberatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kota 

Medan.  

 

4.3.1.4.2  Lingkungan Internal 

 Perencanaan strategis dipandang sebagai penekanan pada pengambilan 

keputusan, informasi, dan masa depan. Menilai lingkungan internal dalam 

perencanaan strategis adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari 

pembangunan tersebut. Kekuatan yang dimiliki Kota Medan dalam pembangunan 

angkutan umum massal adalah adanya dukungan dari Kepala Daerah. 

Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang 

diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 di Dinas Perhubungan Kota Medan: 

“Tapi disatu sisi kekuatan kita punya political will artinya Pak Wali cukup 

mau ini harus dijalankan dukungan dari kepala daerah kekuatan kita ada 

disitu” (Hasil wawancara pada tanggal 19 April, pukul 14:15 WIB di Dinas 

Perhubungan Kota Medan). 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan mendapat dukungan penuh 

dari Kepala Daerah. Selain dukungan kepala daerah, kekuatan dari lingkungan 

internal organisasi yaitu jumlah SDM Dinas Perhubungan yang dianggap cukup 

banyak, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ami Kholis Hasibuan 

selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan 

yang diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 di Dinas Perhubungan Kota 

Medan: 

“Kekuatan yang kita punya yang lain itu kalau dari segi kuantitas SDM itu 

kita rasa cukup banyak, kita ada hampir lima ratus orang jadi ini nanti yang 

akan kita bagi-bagi penugasannya, karena pembangunan LRT ini kan nanti 

tentu banyak membutuhkan data, dan melaporkan kondisi real lapangan 

atau kondisi transportasi di Medan kaya apa, saya rasa kekuatannya disitu 

ya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub 

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang 

diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 pukul 12:15 di Dinas 

Perhubungan Kota Medan). 

 

Kekuatan ketiga yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota dalam mengelola 

transportasi di Kota Medan adalah dengan adanya sistem teknologi di bidang 

transportasi yang berupa Area Traffic Control System (ATCS) Kota Medan yaitu 

berupa traffic light yang telah dilengkapi dengan CCTV. Dinas perhubungan Kota 

Medan menggunakan sistem ini guna mengetahui dan memantau seberapa tingkat 

kemacetan di ruas-ruas jalan Kota Medan, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak 

Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 di 

Dinas Perhubungan Kota Medan: 
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“Kita sekarang ini kan kalau mengurusi soal kemacetan itu kita sudah pakai 

sistem ATCS atau area traffic control system, jadi lampu merah-lampu 

merah yang ada itu kita lengkapi dengan CCT CCTV sehingga dengan 

begitu kita bisa tau jalan mana saja yang tingkat kemacetannya tinggi, atau 

jalan mana yang lalu lintasnya kurang tertib kita bisa tau”. (Hasil 

wawancara dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang 

diwawancarai pada tanggal 19 April 2017 pukul 12:18 di Dinas 

Perhubungan Kota Medan). 

 

Kota Medan telah menggunakan teknologi Area Traffic Control System 

(ATCS) yang diharapkan dapat menciptakan arus lalu lintas yang aman, tertib dan 

lancar tanpa melakukan penambahan jalan dan pelebaran jalan. Sasaran penerapan 

Area Traffic Control System (ATCS) adalah untuk mencapai kinerja lalu lintas 

yang optimal dengan meminimumkan tundaan dipersimpangan dengan 

menciptakan pergerakan lalu lintas yang relatif kontinu dengan menggunakan 

konsep gelombang hijau pada setiap persimpangan yang dikoordinasikan dan 

dioperasionalkan dan dikendalikan secara on line. Agar kondisi ini dapat tercapai 

maka pada setiap lengan persimpangan yang berada di bawah koordinasi  Area 

Traffic Control System (ATCS) dilengkapi dengan alat detektor lingkaran yang 

akan merekam data arus kendaraan yang melewati detektor tersebut. Berikut 

adalah peta pelaksanaan ATCS Kota Medan: 
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Gambar 4.18 Pelaksanaan Area Traffic Control Systsem (ATCS) di 

Kota Medan 

Sumber : RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020 

 

Adapun kelemahan yang berasal dari dalam organisasi yaitu  tingginya 

biaya yang akan digunakan, dan kelemahan yang terakhir adalah rendahnya 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  Kelemahan pemerintah Kota Medan 

dalam pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan adalah tingginya 

biaya yang akan digunakan dan hambatan yang terakhir adalah rendahnya kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). hal ini sejalan dengan hasil pernyataan Bapak Ami 

Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang mengatakan bahwa: 

“Hambatan saat melakukan perencanaan masalah pertama itu masalah 

pendanaan, karena untuk angkutan umum massal yang strategis ini kan 

membutuhkan dana yang tidak sedikit, sampai terakhir yang merencanakan 

perencanaan studi kelayakan itu dilaksanakan oleh BAPPENAS Kelemahan 

kita itu salah satunya SDM kita, kita belum pernah Dinas Perhubungan itu 

mengelola yang namanya LRT. LRT kan kereta api, kereta api ringan dan 
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kita sendiri belum pernah mengelola kereta api yang nggak ringan aja gak 

pernah kita kelola jadi SDM nya itu masih kurang itu khusus yang LRT.” 

 

Kemudian dilanjutkan:   

 

“Baru kita juga tidak memiliki databased yang cukup kuat kita tidak 

memiliki OD perjalanan yang jelas, kita juga belum pernah seperti yang 

mbak bilang tadi sebenarnya kalau masyarakat disurvey satu-satu mau 

nggak naik LRT nah itu kita harapkan nanti distudi FBC inilah akan kita 

lebih perdalam lagi kalau OBC dia kan masih outline aja masih prastudi 

kelayakan nanti studi kelayakan di tahun ini dilaksanakan oleh kementerian 

keuangan inilah nanti kita bisa lebih jelas itu mungkin yang menjadi 

kelemahan. Pasti yang namanya kebijakan itu kan ada dampak positif ada 

dampak negtatif. Dampak negatifnya itu satu sisi pembangunan ini akan 

membutuhkan biaya yang besar berarti kan kemungkinan keberhasilannya 

juga tergantung biaya yang cukup besar kalau dilihat dari APBD kita 

kayanya masih minim.” (Hasil wawancara tanggal 19 April 2017, pukul 

15:15 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan) 

 

Hasil wawancara diatas sejalan dengan pernyataan Ibu Ratri selaku Kepala 

Sub Bidang Prasarana BAPPEDA Kota Medan yang mengatakan bahwa:  

“Kalau kelemahannya mahal, kalau pembangunan kereta itu sampai 6,7 

Triliun High Cost dia mengakibatkan high cost, mahal dananya 49 persen 

dari pusat 51 persen dari swasta tapi nanti kita mengembalikan ke swasta 

sistemmnya KPBU itulah.” (Hasil wawancara tanggal 28 April 2017, pukul 

10:45 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan) 

 

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa 

kelemahan Kota Medan dalam pembangunan angkutan umum massal adalah 

tingginya biaya pembangunan angkutan umum massal sehingga Pemerintah Kota 

Medan harus mencari Badan Usaha yang bersedia diajak untuk melakukan 

kerjasama pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan dan kelemahan 

yang terakhir adalah kurangnya kualitas SDM pegawai Dinas Perhubungan dalam 

melakukan perencanaan pembangunan angkutan umum massal mengingat bahwa 

pembangunan LRT dan BRT merupakan kegiatan baru yang dilakukan Dinas 

Perhubungan. Pada saat ini pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 
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masih dalam tahapan Final Business Case (FBC) atau masih dalam tahap proses 

pengkajian kelayakan karena masih dalam proses FBC, yang hanya ada RTRW 

dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 Tentang Medan Binjai Deliserdang 

dan Karo yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan.  

 

4.3.1.5  Mengidentifikasi Isu-isu Strategis yang dihadapi organisasi 

 Pengidentifikasian isu strategis merupakan hal utama dari suatu proses 

perencanaan strategis. Isu strategis merupakan pilihan kebijakan, isu strategis 

mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dari organisasi. Isu 

strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas 

(daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Karakteristik suatu isu strategis 

adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, 

mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa 

yang akan datang. Isu staretgis pertama pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan adalah perlu adanya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang terkait dalam pembangunan angkutan umum massal. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan 

dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengatakan bahwa: 

“LRT BRT ini kan tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, jadi kemungkinan 

nanti kita akan membangunannya itu bentuknya paket. Paket kebijakan jadi 

kita nanti tidak hanya membangun LRT BRT tapi kita juga akan bangun 

pedestriannya, jalan kakinya. Kelengkapan jalan pendukungnya, selternya 

yang betul-betul secara Transit Oriented Development itu betul-betul 

dipegang gitu. Jadi nanti misalnya kita menempatkan selter atau halte itu 
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berdasarkan titik-titik TOD dimana penumpang banyak, dimana penumpang 

turun itu tetap diperhatikan. Maka dari itu kita membutuhkan koordinasi 

yang baik nantinya dengan dinas-dinas yang akan terkait, sehingga nanti 

tidak terjadi pengkotak-kotakkan pekerjaan”. (Hasil wawancara dengan 

Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 11:59 

WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan) 

 

Berdasarkan keterangan yang didapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa isu strategis dari pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

adalah perlunya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

terkait dalam pembangunan angkutan umum massal. Agar dalam pelaksanaan 

pembangunan angkutan umum massal dapat berjalan dengan efektif. Isu strategis 

yang kedua adalah keterbatasan alokasi APBD yang dihadapi oleh Dinas 

Perhubungan Kota Medan yaitu anggaran yang ada saat ini dinilai masih kurang 

untuk membangun angkutan umum massal. Mengingat bahwa saat ini prioritas 

pembangunan Kota Medan adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 

Pembangunan angkutan umum merupakan salah satu perencanaan di bidang 

infrastruktur yang berada di urutan prioritas ketiga sehingga akan mengalami 

hambatan dalam hal pendanaan atau anggaran, hal ini sejalan dengan pernyataan 

Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang mengatakan bahwa: 

“Keterbatasan pendanaan itu merupakan salah satu isu kita ya dari segi 

financial,  karena kan APBD Kota Medan sendiri tidak akan sanggup untuk 

bisa membangunan LRT BRT ini, maka dari itu kita putuskan untuk 

memakai skema KPBU dan kita juga berharap agar nanti badan usaha-badan 

usaha yang berminat pada saat penyusunan OBC ini tetap konsisten saat 

nanti kita melakukan pelelangan proyek”. (Hasil wawancara dengan Bapak 

Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 12:30 WIB di 

Dinas Perhubungan Kota Medan). 
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 Isu ketiga adalah mengenai regulasi pembatasan penggunaan atau 

kepemilikan kendaraan pribadi yang ada di Kota Medan. Tingginya tingkat 

pertambahan kendaraan pribadi di Kota Medan dikarenakan semakin mudanhya 

untuk memperoleh kepemilikan kendaraan pribadi. Tidak tersedianya regulasi 

yang mengatur akan pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan 

Dinas Perhubungan Kota Medan semakin sulit untuk mnegendalikan dan 

mengatasi kemacetan yang ditimbulkan. Hal ini didukung dengan pernyataan 

Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yang mengatakan bahwa: 

“Kepemilikan kendaraan pribadi di Indonesia ini kan cukup gampang ya 

sekarang kita tinggal DP 500 ribu-an saja sudah dapat sepeda motor, ini kan 

semakin memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, 

sedangkan peraturan dari Pemerintah Kota Medan sendiri belum ada. 

Sehingga kita perlu sekali adanya regulasi yang mengatur pembatasan 

kepemilikan kendaraan pribadi ya kalau tidak ada, kita bangun LRT BRT 

tapi regulasi pembatasannya pun tidak ada kan sama saja, kita contoh saja 

Jakarta mereka sudah menerapkan Busway tapi tetap saja terjadi kemacetan 

kan, ya itu karena tidak ada aturan yang mengatur”. (Hasil wawancara 

dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 

12:15 WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan) 

 

 Disiplin pengguna jalan di Kota Medan saat ini dinilai masih kurang, hal ini 

dikarenakan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Medan. Hal inilah 

yang kemudian menyebabkan disiplin pengguna jalan menjadi salah satu isu 

strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Kurangnya 

kedisiplinan masyarakat Kota Medan yang sering kali melanggar rambu lalu 

lintas, traffic light, marka  jalan sehingga menyebabkan kemacetan di Kota 

Medan. Kemacetan yang terjadi di Kota Medan dinilai menyebabkan kerugian 

pada aspek kehidupan yang lain dan merugikan berbagai pihak. Hal ini 
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disebabkan karena tidak ada kesesuain antara kemudahan kepemilikan kendaraan 

pribadi dengan pendidikan mengemudi yang baik. Sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan 

dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengatakan bahwa: 

“Karena kemudahan untuk mendapatkan kepemilikan kendaraan pribadi 

tentu pengguna jalan semakin banyak, akan tetapi di sini lah masalahnya 

karena apa, karena para pengguna kendaraan pribadi itu sendiri kurang ada 

kedisiplinan terlebih lagi para pengguna sepeda motor, ini kan tentu saja 

akan menyebabkan berbagai masalah di jalan. Nah jadi disini harunya saat 

kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi dipermudah, harusnya juga 

harus ada pendidikan lalu lintas untuk mereka, sehingga tidak menyebabkan 

kemacetan yang bisa rugi waktu di jalan kan”. (Hasil wawancara dengan 

Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 12:45 

WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan). 

 

 
Gambar 4.19 Pengguna Kendaraan Pribadi yang Tidak Disiplin di Kota 

Medan 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan  

 

Isu staretgis yang terakhir yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota 

Medan dalam pencapaian tujuan organisasi adalah  kepemilikan angkutan umum 

Kota Medan yang masih dikelola oleh pihak swasta. Angkutan umum  Kota yang 

saat ini dipegang oleh pihak swasta mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan 
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angkutan umum di Kota Medan seperti tingkat kenyamanan dan keamanan yang 

rendah, lama waktu menunggu yang tidak berorentasi untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Hendrik 

Ginting selaku Kepala Seksi Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa: 

“Angkutan umum yang ada sekarang ini kan masih semuanya di pegang 

oleh swasta atau perorangan, ada yang datang dari binjai lah ke Medan. Nah 

kita tidak ada regulasi yang mengatur tentang pelayanaan angkutan ini 

sehingga mereka-mereka ini senderung untuk suka-sukanya kadang yang 

ngetem dulu orangn itu angkotnya dia. Sehingga pelayanan angkutan umum 

di Kota Medan ini kurang optimal, karena memang kita tidak bisa berbuat 

apa-apa, karena regulasi yang tidak ada tadi”. (Hasil wawancara dengan 

Bapak Hendrik Ginting selaku Kepala Seksi Angkutan Jalan pada tanggal 

15 Mei 2017, pukul 12:09 di Dinas Perhubungan Kota Medan). 

 

Angkutan umum massal sendiri merupakan suatu sistem transportasi yang 

memang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kota Medan agar dapat 

menikmati pelyanan transportasi yang efisien, aman, dan nyaman. Dengan 

besarnya jumlah sebaran kendaraan pribadi di Kota Medan, maka Kota Medan 

akan diperkirakan gridlock di beberapa ruas jalan pada tahun 2022. Gridlock 

dihitung menggunakan rasio volume/kapasitas (v/c ratio) atau derajat kejenuhan. 

Suatu jalan dikatakan jenuh apabila memiliki v/c ratio melebihi angka 1. Berikut 

adalah beberapa contoh derajat kejenuhan pada beberapa ruas jalan utama Kota 

Medan, yaitu Jl. Gatot Subroto, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Sisimangaraja, Jl. M. 

Yamin, Jl. Letjen Jamin Ginting, Jl. Gatot Subroto, Jl. Kapt. Sumarsono, serta Jl. 

A.H. Nasution: 
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Tabel 4.10 Derajat Kejenuhan Ruas Jalan Kota Medan 

Salah Satu Ruas Utama 
Kapasitas Rata-

rata smp/jam 

VC Ratio 

2021 

VC Ratio 

2017 

VC Ratio 

2022 

Jl. Gatot Subroto 3203,88 0,60 0,69 1,08 

Jl. Brigjen Katamso 5641,24 0,34 0,46 0,89 

Jl. Sisimangaraja 3469,73 0,32 0,47 1,02 

Jl. M. Yamin 5307,23 0,20 0,28 0,65 

Jl. Letjen Jamin Ginting 5271,29 0,43 0,49 0,90 

Jl. Kapt. Sumarsono 3696,28 0,39 0,52 1,19 

Jl. A.H. Nasution 2295,79 0,50 0,73 1,36 

Sumber: Dokumen Outline Business Case (OBC). 

 Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui jika pada tahun 2022 di beberapa 

ruas jalan Kota Medan akan mengalami gridlock jika pemerintah Kota Medan 

tidak melakukan suatu tindakan. Sejalan dengan pernyataan Bapak Ami Kholis 

Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota 

Medan yang mengatakan bahwa: 

“Konsekuensinya jika pemerintah Kota Medan do nothing dan tidak ada 

pembangunan atau tidak dilakukan pembangunan LRT BRT maka 

kendaraan di Kota Medan akan stuck dan menyebabkan gridlock dan 

kendaraan di Kota Medan itu sama sekali tidak bergerak yang tentu saja 

akan mengganggu aktivitas dan pembangunan di Kota Medan”. (Hasil 

wawancara pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 12:00 WIB di Dinas 

Perhubungan Kota Medan) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui jika pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan tidak dapat dilaksanakan maka dapat dipastikan 

Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara akan 

mengalami gridlock, yang dimana kendaraan yang berada di Kota Medan tidak 

dapat bergerak sehingga dapat mengganggu aktivitas dan kegiatan pembangunan 

di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian data di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi 
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organisasi terdapat lima isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota 

Medan yaitu koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait 

dalam pembangunan angkutan umum massal, keterbatasan pendanaan, belum 

adanya regulasi pembatasan penggunaan atau kepemilikan kendaraan pribadi,  

kurangnya pendidikan mengemudi yang baik masyarakat Kota Medan, belum 

adanya regulasi yang mengatur pelayanan angkutan umum.   

 

4.3.1.6  Memformulasikan Strategi Untuk Mengelola Isu 

 Strategi dapat didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, 

tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menentukan bagaimana 

sebuah organisasi, apa yang dilakukan organisasi, dan mengapa hal tersebut harus 

dilakukan. Perumusan strategi dalam pengelolaan isu strategis merupakan salah 

satu langkah yang perlu dilakukan guna mencapai tujuan dari Dinas Perhubungan 

Kota Medan, sehingga Dinas Perhubungan dapat mengetahui strategi apa yang 

nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan isu strategis yang dihadapi. 

Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, 

strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan skema Kerjasama Pemerintah 

dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengatasi isu finansial yang dihadapi hal ini 

sejalan dengan pernyataan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengatakan 

bahwa: 

“Pembangunan LRT dan BRT ini kan membutuhkan dana yang cukup 

besar, kalau berdasarkan hasil OBC kemarin itu membutuhkan dana kurang 

lebih 6,7 T, kalau APBD Kota Medan saja kan tidak cukup. Maka dari itu 

strategi kita nanti kita akan menggunakan skema KPBU namanya 
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Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dia diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2015 skema ini nantinya anggaran pembangunan 

LRT BRT ini nanti akan kita bagi 49 persen dari pusat dan 51 persen dari 

swasta, sehingga Kota Medan nanti tidak terbebani, tetapi nanti setelah LRT 

BRT ini terbangun dan terlaksana dana yang 51 persen itu kita kembalikan 

lagi. Kita saat ini masih dalam proses persiapan studi kelayakan atau FBC 

namanya yang nantinya akan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan 

Badan Usaha, setelah FBC ini jadi dan dinyatakan layak, baik secara teknis, 

infrstruktur dan finansial barulah kita lelang proyek ke Badan Usaha-Badan 

Usaha” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 10:35 dengan 

Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

Dinas Perhubungan Kota di Dinas Perhubungan Kota Medan).  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dalam 

mengatasi isu finansial yang dihadapi Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan 

Kota Medan menerapkan skema KPBU yang telah diatur dalam Perpres Nomor 

38 Tahun 2015. Skema KPBU adalah suatu skema yang diperkenalkan oleh 

pemerintah pusat untuk memberika ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama 

dengan swasta, keterlibatan pihak swasta merupakan salah satu inovasi dalam 

pembangunan infrastruktur dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. 

Sehingga Dinas Perhubungan Kota Medan memutuskan untuk menggunakan 

skema KPBU.   

Strategi yang digunakan selanjutnya adalah dengan menyediakan sarana 

prasarana pendukung perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas. Tujuan 

dari penyediaan  sarana prasarana pendukung perlengkapan jalan adalah untuk 

membantu pengendara agar dapat melakukan perjalan dengan aman dan selamat 

sehingga dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Hal ini seseuai dengan 

pernyataan Bapak Kesmedi Sianipar selaku Kepala Seksi Perencanaan 

Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana  Dinas Perhubungan Kota Medan yang 

mengatakan: 
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“Kalau untuk strateginya kita akan melakukan pembangunan kelengkapan 

dan pendukung lalu lintas, seperti rehabilitasi atau pemeliharaan marja jalan, 

terus rambu lalu lintas, median jalan, dan juga traffic light atau ATCS, 

ATCS ini kita pilih karena dengan begitu nanti kita bisa mengetahui kondisi 

kemcetan di titik-titik yang kita pasang, nah ini semua merupakan strategi 

kita yang akan kita lakukan sampai tahun 2021 dan kita juga akan 

mengadakan yang namanya pemeliharaan alat pengujian kendaraan 

bermotor” (Hasil wawancara dengan Bapak Kesmedi Sianipar selaku 

Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Kota Medan 

pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 13:15 WIB di Dinas Perhubungan Kota 

Medan) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas strategi yang digunakan Kota Medan 

adalah dengan pembangunan kelengkapan dan pendukung lalu lintas. 

Pembangunan kelengkapan dan pendukung lalu lintas ini diharapkan kondisi 

kemacetan di Kota Medan dapat dikendalikan. Dengan pembangunan 

kelengkapan dan pendukung lalu lintas diharapkan kedisiplinan masyarakat Kota 

Medan saat mengemudi sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang dapat 

mengganggu aktivitas masyarakat.  

Strategi lain yang direncanakan Dinas Perhubungan Kota Medan adalah 

dengan membangun park and ride yaitu tempat parkir dengan konsep parking 

building. Park and ride dipilih  Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai salah 

satu solusi untuk menyediakan lahan parkir, mengingat minimnya lahan parkir di 

Kota Medan, park and ride juga dipilih agar  memudahkan pengemudi kendaraan 

pribadi untuk melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan LRT ataupun 

BRT. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub 

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang 

mengatakan bahwa: 

“Dan nanti kedepan kita juga akan mencoba park and ride, park and ride itu 

parkir perkendara yang bisa menunggu gitu. Jadi nanti penumpang di Binjai 
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kita siapkan lokasi parkir dan fasilitas segala macam dia tinggal naik aja. 

Manfaatkan park and ride ini juga banyak bisa memudahkan pengemudi 

kendaraan pribadi untuk melanjutkan perjalanan misal dia dari Binjai mau 

ke Medan dia tinggal parkir di Parking Building, dan langsung 

menggunakan LRT atau BRT misal, manfaat lainnya juga bisa mengurangu 

kemacetan di pusat-pusat kegiatan atau aktivitas masyarakat. Dan juga kita 

juga akan meinggikan biaya parkir di daerah-daerah macet nanti larinya 

kesana. Supaya mendisiplinkan masyarakat Kota Medan itu sendiri, karena 

kan biasanya masyarakat Kota Medan ini senang sekali memarkirkan 

kendaraannya sembaranagan. Juga sekaligus memaksa mereka untuk mau 

naik LRT sama BRT ini nanti” (Hasil wawancara dengan Bapak Ami Kholis 

Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan 

Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 11:59 WIB di Dinas 

Perhubungan Kota Medan). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa strategi 

Dinas Perhubungan Kota Medan adalah dengan merencanakan park and ride atau 

dengan menyediakan parking building dititik-titik yang berdekatan dengan stasiun 

LRT atau shelter BRT sehingga memudahkan masyarakat untuk memarkirkan 

kendaraannya saat ingin beralih menggunakan LRT dan BRT, strategi yang 

lainnya adalah dengan meninggikan biaya parkir di tempat-tempat pusat kegiatan 

sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan kendaraan pribadi dan beralih 

menggunakan angkutan umum massal.  

Strategi terakhir yang akan digunakan Dinas Perhubungan Kota Medan 

dalam menghadapi isu startegis adalah dengan menerapkan sistem Transit 

Oriented Development (TOD) dan sistem Three in one. Sistem TOD merupakan 

salah satu pendekatan pengembangan kota yang memaksimalkan penggunaan 

angkutan umum massal seperti LRT dan BRT serta dilengkapi jaringan pejalan 

kaki/sepeda. Dengan demikian perjalanan akan didominasi dengan menggunakan 

angkutan umum yang terhubungkan langsung dengan tujuan perjalanan. TOD 

angkutan umum massal haruslah ditempatkan pada jaringan utama LRT dan BRT 
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dan ditempatkan pada stasiun LRT, dan halte/shelter BRT dengan menganalisa 

terlebih dahulu dimana pengguna angkutan umum terbanyak. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan 

dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengatakan bahwa: 

“Kelengkapan jalan pendukungnya, selternya yang betul-betul secara 

Transit Oriented Development  itu betul-betul dipegang gitu. Jadi nanti 

misalnya kita menempatkan selter atau halte itu berdasarkan titik-titik TOD 

dimana penumpang banyak, dimana penumpang turun itu tetap 

diperhatikan. Baru kemungkinan nanti kita bisa membuat pola-pola 

manajemen lali lintas yang lebih radikal, three in one di titik-titik tertentu, 

secara tidak langsung memang ini memaksa mereka untuk mau tidak mau 

ya harus menggunakan LRT atau BRT ini nanti” (Hasil wawancara dengan 

Bapak Ami Kholis Hasibuan selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 1 13:25 

WIB di Dinas Perhubungan Kota Medan). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian data diatas maka dapat 

diketahui bahwa dalam menghadapi isu-isu strategis angkutan umum di Kota 

Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan telah merumuskan beberapa strategi-

strategi. Strategi pertama yang dirumuskan Dinas Perhubungan Kota Medan 

adalah menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 

untuk mengatasi isu finansial, startegi kedua adalah dengan menyediakan sarana 

prasarana pendukung perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, strategi 

ketiga  yang dirumuskan Dinas Perhubungan Kota Medan adalah dengan 

membangun park and ride yaitu tempat parkir dengan konsep parking building. 

Park and ride dipilih  Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai salah satu solusi 

untuk menyediakan lahan parkir, Strategi terakhir yang akan digunakan Dinas 

Perhubungan Kota Medan dalam menghadapi isu startegis adalah dengan 
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menerapkan sistem Transit Oriented Development (TOD) dan sistem Three in 

one.  

 

4.4 Pembahasan Data 

Uraian yang terdapat pada pembahasan ini berupaya memaparkan temuan-

temuan pokok yang berkaitan dengan Perencanaan Strategis Pembangunan 

Angkutan Umum Massal di Kota Medan dengan teori-teori yang digunakan. 

4.4.1  Perencanaan Strategis dalam Rencana Pembangunan Angkutan 

Umum Massal Studi Pada Rencana Pembangunan LRT dan BRT Di 

Kota Medan 

4.4.1.1  Memulai dan Menyetujui Proses Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas 

program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah 

sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun 

kedepan. Perencanaan strategis juga memberikan kerangka dasar bagi 

perencanaan-perencanaan lainnya. Perencanaan strategis merupakan salah satu 

permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Menurut Bryson 

(2004) tujuan dari langkah pertama dalam proses perencanaan strategis adalah the 

purpose of the first step is to negotiate agreement among key internal (and 

perhaps external) decision makers or opinion leaders about the overall strategic 

planning effort and the key planning steps. Obviously, some person or group must 

initiate the process. The next task is to identify which persons, groups, units, or 

organizations should be involved in the effort. The initial agreements should 
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cover. The pupose of the effort and the preserred steps in the process. Tujuan 

langkah pertama dalam proses ini adalah mengembangkan kesepakatan awal 

tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah-langkah perencanaan 

yang utama diantara orang-orang penting pembuat keputusan atau pembentuk 

opini internal (dan juga para pemimpin eksternal, jika dukungan mereka 

dibutuhkan demi keberhasilan upaya ini).  

Orang penting pembuat keputusan dalam upaya pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA), dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Berdasarkan temuan 

lapangan yang ditemukan oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa dalam 

melakukan kesepakatan awal mengenai perencanaan pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan melalui 2 (dua) proses yaitu: Latar belakang dan 

Proses persetujuan. Latar belakang rencana pembangunan angkutan umum massal 

di Kota Medan dilatar belakangi karena Kota Medan merupakan salah satu kota 

yang  memiliki  tingkat kemacetan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan ada 

suatu fasilitas angkutan umum massal dan juga pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat. 

Hal ini yang menjadi langkah awal dari pemerintah Kota Medan untuk 

merencanakan pembangunan angkutan umum massal dengan berbagai proses 

persetujuan yang juga melibatkan pemerintah pusat antara lain Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Keterlibatan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan 

dibuktikan dengan temuan dari dokumentasi penulis. Hal ini sejalan dengan 
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pernyataan Bryson yang menyebutkan bahwa dalam proses awal penyusunan 

perencanaan strategis harus mencakup tujuan dari upaya yang akan dilakukan. 

Rencana pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan dilakukan dengan 

mengajukan pembuatan prastudi kelayakan yang diajukan ke BAPPENAS yang 

kemudian disetujui. 

Menurut Tamin (1997), seperti di negara sedang berkembang lainnya, 

berbagai kota besar di Indonesia berada dalam tahap pertumbuhan urbanisasi yang 

tinggi akibat laju pertumubahan ekonomi yang pesat sehingga kebutuhan 

penduduk untuk melakukan pergerakan pun semakin meningkat, terutama dalam 

hal mobilitas pergerakannya. Mobil sebagai kendaraan pribadi sangat 

menguntungkan, terutama dalam hal mobilitas pergerakannya. Jumlah penduduk 

yang tinggal di daerah perkotaan di Indonesia diperkirakan meningkat dari tahun 

ke tahun. Tantangan bagi negara berkembang dalam hal ini instansi dan 

departemen terkait serta para perencana transportasi perkotaan adalah masalah 

kemacetan lalu lintas serta pelayanan angkutan umum perkotaan. Rencana 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan dilatar belakangi dari 

RTRW Kota Medan Tahun 2010-2031, RPJMN Tahun 2016-2021 dan Peraturan 

Presiden No. 62 Tentang MEBIDANGRO dan merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kota Medan yang disetujui oleh pemerintah pusat untuk 

mengurangi tingkat kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi di Kota Medan 

yang dinilai pemerintah Kota Medan. Hal ini sejalan dengan pendapat Tamin yang  

bahwa berbagai kota besar di Indonesia berada dalam tahap pertumbuhan 
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urbanisasi yang tinggi sehingga kebutuhan penduduk untuk melakukan 

pergerakan meningkat terutama dalam hal mobilitas. 

Kesepakatan awal dalam tahapan proses perencanaan strategis sangat 

diperlukan, keterlibatan stakeholder terkait dalam kesepakatan awal akan 

membuahkan hasil yang tepat dalam proses tersebut. Menurut Tjokroamidjojo 

(1989) pada unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan 

adalah penetapan tujuan rencana/pembangunan pada umumnya perlu melakukan 

suatu putusan politik. Oleh karena itu kesepakatan awal dalam proses perencanaan 

pembangunan merupakan salah satu unsur penting, karena dari kesepakatan awal 

akan muncul dan berkembang ide-ide yang baru. Kesepakatan awal pembangunan 

angkutan umum massal di Kota Medan adalah latar belakang dan proses 

persetujuan. Stakeholder yang terkait dalam perencanaan pembangunan angkutan 

umum massal memiliki peran dan tanggungjawabnya masing-masing didalam 

pembangunan.  

4.4.1.1.1  Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dan tidak boleh 

dibaikan dalam proses pembangunan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan 

pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang ada. Perencanaan dapat 

merumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif serta dapat 

memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

untuk mengembangkan potensi yang ada. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan 

lancar dan optimal apabila suatu kegiatan tersebut dikerjakan dengan suatu 

perencanaan yang matang, agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  
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Perencanaan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan dilatar 

belakangi karena Kota Medan merupakan salah satu kota yang  memiliki  tingkat 

kemacetan yang cukup tinggi. Selain itu rencana pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan juga dilatar belakangi berdasarkan:  

1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengamanatkan untuk 

diadakannya pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan.  

2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Kawasan Medan, Binjai, Deliserdang dan Tanah Karo 

(MEBIDANGRO). 

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 

2016-2020. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Kawasan Medan, Binjai, Deliserdang dan Tanah Karo yang 

mengamanatkan bahwa : 

“Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana 

transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana 

perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara 

internasional, nasional, dan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf c terdiri atas: 

a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 

transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu antara jaringan 

jalan, jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, 

angkutan massal yang berbasis moda jalan, jaringan jalur kereta api, 

transportasi laut, dan transportasi udara yang tidak mengganggu 

keutuhan kawasan lindung dan ekosistem yang bersifat unik atau 

bernilai konservasi tinggi (high conservation value)” 

 

Berdasarkan    hal di atas maka dapat diketahui bahwa perencanaan 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan  merupakan salah satu 

perwujudan dari straetgi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 
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prasarana transportasi di Kota Medan. Pembangunan angkutan umum massal 

selain dilatarbelakangi dengan dokumen-dokumen tersebut diatas, juga 

dilatarbelakangi berdasarkan kondisi jalan dan tingkat kemacetan di Kota Medan, 

yang sesuai dengan dokumentasi dan data-data yang didapat penulis.  

 

4.4.1.1.2   Proses Persetujuan 

Proses persetujuan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

berkaitan dengan tahap-tahap proses perencanaan pembangunan oleh 

Tjokroamidjojo (1989) pada langkah pertama tentang penyusunan rencana pada 

langkah kelima yaitu persetujuan rencana.  Proses pengambilan keputusan disini 

mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan bidang teknis kemudian memasuki 

wilayah  proses politik.  Diusahakan pula penyerasian dengan perencanaan 

pembiayaan secara umum daripada program-program perencanaan yang 

dilakukan. 

Proses persetujuan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

dilakukan dengan cara Walikota Medan mengajukan fasilitas pembuatan prastudi 

kelayakan atau Outline Business Case (OBC) kepada BAPPENAS, sehingga 

prastudi kelayakan angkutan umum massal dilakukan oleh BAPPENAS yang 

bekerjasama dengan Badan Usaha peran Dinas Perhubungan Kota Medan selama 

penyusunan Prastudi kelayakan adalah sebagai pendukung teknis. Setelah 

dokumen OBC jadi, maka selanjutnya Walikota Medan mengajukan surat kepada 

Kementerian Keuangan untuk kemudian memberikan fasilitas penyusunan studi 

kelayakan atau Final Business Case (FBC). Permohonan fasilitas penyusunan 
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studi kelayakan yang diajukan oleh Walikota Medan kemudian disetujui oleh 

Kementerian Keuangan, hingga pada tanngal 5 Mei 2017 Pemerintah Kota Medan 

dengan Kementerian Keuangan telah melakukan penandatanganan konsep 

kesepakatan induk proyek KPBU transportasi Kota Medan Dari hasil OBC dapat 

diketahui jika stakeholder yang akan terkait adalah Badan Perencanaan 

Pembanagunan Daerah Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan dan Dinas 

Pekerja Umum Kota Medan.  

Pembangunan angkutan umum massal yang berupa LRT dan BRT dipilih 

pemerintah Kota Medan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan di 

Kota Medan akibat dari tingginya tingkat urbanisasi. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, dan 

Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

berkerjasama merencanakan pembangunan angkutan umum massal yang 

terintegrasi antar moda yaitu berupa Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid 

Transit (BRT). Perencanaan pembangunan angkutan umum massal dilakukan 

sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan angkutan umum di Kota Medan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan 

layanan angkutan umum massal yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Medan 

merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik dimana Pemerintah Kota 
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Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan berperan sebagai 

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan transportasi yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Medan sudah seharusnya memenuhi kebutuhan 

masyarakat Kota Medan seiring dengan tingginya mobilitas perpindahan 

penduduk dari satu titik ke titik yang lainnya sehingga masyakarat Kota Medan 

dapat beralih dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. 

 

4.4.1.2  Mengidentifikasi Mandat Organisasi 

Menurut Bryson (2004) The formal and informal mandates placed on the 

organization consist of the various “musts” it confronts – that is various 

requerements, restrictions, expectations, pressures, and constraints its faces. 

Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada suatu organisasi merupakan 

suatu keharusan yang harus dihadapi oleh organisasi berbagai persyaratan, 

pembatasan, harapan, tekanan dan kendala yang akan dihadapi. Perencanaan juga 

merupakan suatu proses sistematis yang merupakan rangkaian kegiatan 

pendahuluan untuk melaksanakan kegiatan pokoknya. Keterlibatan stakeholder 

terkait dalam pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan sangat 

penting. Dinas Perhubungan Kota Medan diberikan mandat dengan tujuan untuk 

memperjelas keberadaannya melalui visi yang tertuang dalam Rencana Strategis 

Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2020 yaitu “Terciptanya 

Transportasi Kota Medan yang Handal, Nyaman, Manusiawi dan Berkelanjutan”. 

Visi tersebut memiliki arti bahwa transportasi di Kota Medan diselenggarakan 

dengan handal, nyaman, manusiawi dan berkelanjutan. 
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Peran pemerintah adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan 

secara adil dan merata untuk peningkatan kehidupan masyarakat termasuk 

didalamnya bidang kemanan, kenyamanan, dan keserasian. Penugasan diberikan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah diberlakukan pada mandat 

masing-masing organisasi. Pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

telah melibatkan Pemerintah Kota Medan yang terdiri dari berbagai SKPD yang 

terkait, yaitu: Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Medan (Bappeda) Kota Medan.  

Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai regulator dalam menyediakan 

pelayanan transportasi umum membuat sebuah kebijakan udalam mengatasi 

tantangan pada masa yang akan datang yaitu berupa kemacetan yang akan terus 

bertambah melalui pengembangan layanan angkutan umum massal. Angkutan 

umum massal yang terintegrasi direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Medan. Dinas Perhubungan sebagi pendukung teknis dalam artian bahwa dalam 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan Dinas Perhubungan 

bertugas mendampingi tim teknis atau konsultan yang telah ditunjuk oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan prastudi 

kelayakan atau Outline Business Case (OBC).  

Bappeda Kota Medan dengan kewenangannya sebagai badan perencanaan 

memiliki keterlibatan dalam pembangunan angkutan umum massal di Kota 

Medan, yaitu sebagai pengkoordinasi diantara pihak-pihak yang akan terkait. 

Dengan adanya penugasan tersebut, maka batasan-batasan dalam menjalankan 

tugas yang sudah ditentukan lebih jelas, karena masing-masing stakeholder terkait 



 

166 
 

 
 

sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Bryson bahwa mandat formal dan informal dari suatu organisasi merupakan 

persyaratan dan pembatasan dari tugas suatu organisasi.  

Mewujudkan angkutan umum Kota yang berkualitas merupakan bentuk 

upaya Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan dibidang 

transportasi untuk menunjang mobilitas masyarakat Kota Medan agar lebih efektif 

dan efisien. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dagun dalam Rifusua Agus (2010) 

yang mengungkapkan bahwa transportasi yang baik bagi pelayanan publik harus 

memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. 

Kenyamanan, yaitu aspek kenyamanan harus dapat dirasakan oleh penumpang 

yang menggunakan jasa transportasi. Penumpang akan merasa nyaman di dalam 

sarana transportasi bila di sarana tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

yang memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, salah satunya adalah 

pendingin udara, kedap terhadap asap kendaraan bermotor, dan proses yang 

dijalani calon penumpang sebelum dan setelah berada dalam sarana transportasi. 

Ketentuan kedua adalah keamanan, yaitu aspek rasa aman yang dirasakan oleh 

penumpang selama mendapatkan pelayanan transportasi. Beberapa indikator yang 

digunakan dalam mengukur rasa aman diantaranya adalah sistem tertutup 

dimana sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang bukan 

penumpang. Ketentuan ketiga adalah kecepatan, yaitu ketentuan terpenuhinya 

waktu sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan atau tepat. Ketentuan ini hanya 

dapat terpenuhi bila sarana transportasi didukung dengan pra sarana yang khusus, 

sebagai contoh adalah rel khusus yang dimiliki oleh kereta api. Sehingga dengan 
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mengadopsi prasarana kereta api, maka pada transportasi bus pun dapat diterapkan 

dengan membangun jalur khsusus atau disebut dengan busway. 

Mewujudkan angkutan umum kota yang berkualitas merupakan bentuk 

upaya Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan di Bidang 

transportasi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan 

memberikan ijin operasional kepada perusahaan-perusahaan angkutan umum kota, 

pembinaan kepada supir angkutan umum kota dan menyediakan plafon angkutan 

umum kota sehingga angkutan umum kota medan dapat  memenuhi kebutuhan 

transportasi bagi masyarakat Kota Medan yang menginginkan angkutan umum 

kota yang aman, dan nyaman. hal ini sejalan dengan pernyataan Dagun dalam 

Rifusua Agus yang mengatakan bahwa transportasi yang baik bagi pelayanan 

publik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu kenyamanan, keamanan, dan 

kecepatan. 

 

4.4.1.3  Mengidentifikasi Mandat Organisasi 

Misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan 

proses pencapaian tujuan. Menurut Bryson (2004) for a government, 

governmental agency, or nonprofit organization, this mean there must be 

identifiable social or political demands or needs that organization seeks to fill. 

Misi dan nilai-nilai organisasi berarti organisasi harus berusaha dalam memenuhi 

kebutuhan sosial dan politik yang dapat diidentifikasi. Mengidentifikasi misi atau 

tujuan organisasi lebih dari membenarkan keberadaan organisasi. Menjelaskan 
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tujuan sehingga dapat menghilangkan banyak konflik yang tidak diperlukan 

dalam sebuah organisasi dan dapat menyalurkan diskusi dan kegiatan produktif.  

Berdasarkan temuan dilapangan oleh peneliti, misi dari Dinas Perhubungan 

Kota Medan sehingga melakukan perencanaan pembangunan angkutan umum 

massal adalah  Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, 

keamanan dan keselamatan lalu lintas. Menurut Bryson (2004) misi dan nilai-nilai 

organisasi berarti organisasi harus berusaha dalam memenuhi kebutuhan sosial 

dan politik yang dapat diidentifikasi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Medan didasarkan pada adanya tuntutan politik dari Kepala 

Daerah yaitu Walikota Medan dan sebagai salah satu perwujudan dari Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2031.  

Adapun tuntutan sosial dari perencanaan pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan adalah masyarakat Kota Medan membutuhkan angkutan 

umum Kota yang aman, nyaman, dan cepat. Saat penyusunan dokumen OBC 

dilakukan uji publik, yang dimana perencanaan pembangunan angkutan umum 

massal di Kota disampaikan kepada masyarakat dan mendapat tanggapan positif 

dan diketahui jika masyarakat Kota Medan sudah membutuhkan angkutan umum 

massal yang aman, nyaman dan cepat sehingga dapat meningkatkan keinginan 

masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, sehingga dapat mengurangi 

tingkat kemacetan di Kota Medan, yang memiliki tingkat kemacetan yang cukup 

tinggi. Perencanaan  pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan didasarkan pada adanya tuntutan 
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politik dari Kepala Daerah yaitu Walikota Medan dan sebagai salah satu 

perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2031. 

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bryson yang mengatakan bahwa misi dan 

nilai-nilai organisasi harus berusaha memenuhi kebutuhan sosial dan politik.   

Berdasarkan salah satu misi Dinas Perhubungan, berupaya untuk 

memberikan pelayanan angkutan umum massal kepada masyarakat Kota Medan 

yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan jumlah permintaan akan 

angkutan umum pun demikian. Hal ini sejalan dengan pendapat Adisasmita 

(2012) yang mengemukakan bahwa dalam perencanaan pembangunan 

transportasi, pada umumnya diikuti oleh langkah-langkah untuk menciptakan 

sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam garis besarnya sebagai berikut: 

(1) Melakukan identifikasi Jumlah penduduk menurut wilayah yang tersebar serta 

jenis kegiatan ekonomi pembangunan yang dilakukan. (2) melakukan proyeksi 

permintaan jasa transportasi (demand forecasting).  

 

4.4.1.4  Menilai Lingkungan Eksternal dan Internal 

4.4.1.4.1  Lingkungan Eksternal 

 Menurut Bryson (2004)  the planning team should explore the 

environment outside the organization to identify the opportunities and challenges 

the organization faces. Tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan yang 

ada diluar organisasi untuk mengidentifikasi apa saja peluang dan ancaman yang 

dihadapi organisasi. Pada dasarnya faktor eksternal adalah faktor yang tidak 

berada di bawah kendali organisasi. Faktor eksternal biasanya berupa peluang dan 
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ancaman, tujuan utama penggunaan perencanaan strategis adalah untuk 

menyiagakan suatu organisasi terhadap berbagai ancaman dan peluang eksternal 

yang mungkin membutuhkan tanggapan di masa mendatang yang dapat diduga 

(Bryson, 2004). Peluang dan ancaman mengacu pada ekonomi, sosial, budaya, 

demografi lingkungan, pemerintahan, hukum serta trem kompetisi dan kejadian 

yang secara signifikan dapat membahayakan organisasi dimasa depan.  

Berdasarkan teori yang dijelaskan Bryson (2004) monitoring a variety of 

forces and trends, including the political, economic, social, educational, 

technological, and physical encironmental ones, can help planners and decision 

makers discern opportunities and challenges. Dengan memantau berbagai 

kekuatan dan pesaing kecenderungan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, 

teknologi, dan lingkungan fisik dapat membantu perencana dan para pembuat 

keputusan untuk melihat peluang dan ancaman yang ada. Berdasarkan temuan di 

lapangan yang didapat peneliti,  peluang yang dapat dimanfaatkan Pemerintah 

Kota Medan dalam perencanaan pembangunan angkutan umum massal. Peluang 

pertama yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Medan adalah Pemerintah 

Kota Medan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan yang 

memfasilitasi prastudi kelayakan (Outline Business Case/OBC) dan studi 

kelayakan (Final Business Case/FBC), peluang kedua adalah kemauan 

masyarakat Kota Medan untuk menggunakan angkutan umum massal yang berupa 

LRT dan BRT cukup tinggi, peluang ketiga adalah pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan akan dilaksanakan dengan menggunakan skema Kerja 
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Sama Pemerintah dan Badan Usaha sehingga tidak memberatkan APBD Kota 

Medan.  

Adapun ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam 

perencanaan pembangunan angkutan umum massal adalah belum adanya 

peraturan-peraturan pendukung pembangunan angkutan umum massal di Kota 

Medan,,terbatasnya lahan di Kota Medan untuk pembangunan angkutan umum 

massal yang akan mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan angkutan 

umum massal. Kedua, kurangnya dukungan dari supir-supir angkutan umum Kota 

yang merasa terancam dengan adanya pembangunan angkutan umum massal 

berupa LRT dan BRT. Kekuatan politik yang ada dalam rencana pembangunan 

angkutan umum massal di Kota Medan adalah adanya dukungan dan dorongan 

yang kuat dari Walikota Medan untuk membangun angkutan umum massal. Oleh 

karena itu dengan adanya beberapa peluang yang telah disebutkan diatas, 

diharapkan dapat meminimalisir ancaman yang disebabkan pembangunan 

angkutan umum massal, sehingga diperlukan adanya suatu perencanaan yang 

tepat. 

Perencanaan strategis memiliki keterkaitan erat dengan perencanaan 

pembangunan yaitu dalam proses perumusan solusi-solusi alternatif yang akan 

digunakan sebagai strategi yang akan dilakukan organisasi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bratakusumah (2003) bahwa perencanaan pembangunan 

sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan 

yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai 

bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas 
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kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan 

spiritual), dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik. Adanya perencanaan 

pembangunan sehingga dapat diperoleh suatu rangkaian usaha yang dapat 

dilakukan Dinas Perhuabungan Kota Medan berupa perumusan alternatif-

alternatif atau keputusan-keputusan dari identifikasi penilaian lingkungan 

eksternal yang telah dilakukan sebelumnya, upaya tersebut dilakukan melalui 

suatu kebijakan atau keputusan dalam membuat strategi untuk mengatasi suatu 

permasalahan. 

4.4.1.4.2  Lingkungan Internal 

 Lingkungan internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi yang 

terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah potensi dan sumber daya 

yang dimiliki oleh organisasi termasuk didalamnya keterampilan dan keunggulan 

relatif terhadap pesaing dan klien yang ingin dilayani organisasi. Kelemahan 

adalah keterbatasan sumber daya, potensi dan kapabilitas organisasi yang 

menghambat laju organsasi. Menurut Bryson (2004) to identify internal strengths 

and weaknesses, the organization might monitor resources (inputs), present 

strategy (process), and performance (outputs). Dalam mengenali kekuatan dan 

kelemahan internal organisasi sektor publik, maka organisasi harus dapat 

memantau suberdaya (inputs), strategis sekarang (process) dan kinerja (outputs). 

Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan yang dapat kekuatan 

dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam perencanaan 

pembangunan angkutan umum massal adalah sebagai berikut kekuatan pertama 

adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah. Kekuatan kedua adalah jumlah 
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SDM Dinas Perhubungan yang dianggap cukup banyak, kekuatan ketiga adalah 

adanya sistem teknologi di bidang transportasi yang berupa Area Traffic Control 

System (ATCS) Kota Medan yaitu berupa traffic light yang telah dilengkapi 

dengan CCTV. Sedangkan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota 

Medan adalah sebagai berikut kelemahan pertama adalah tingginya biaya 

pembangunan angkutan umum massal sehingga Pemerintah Kota Medan harus 

mencari Badan Usaha yang bersedia diajak untuk melakukan kerjasama 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan, kelemahan kedua adalah 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat bahwa 

pembangunan angkutan umum massal yang berupa LRT dan BRT baru pertama 

kali di lakukan di Kota Medan. 

Perencanaan strategis merupakan alternatif yang efektif untuk keputusan 

yang dibuat untuk memastikan masa depan yang aman. Maka dari itu, dengan 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang diperoleh dari lingkungan internal 

perencanaan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan dapat menjadi 

fokus tersendiri. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas 

Perhubungan Kota Medan kemudian diperlukan suatu perencanaan strategis dapat 

membantu suatu organisasi dalam memecahkan masalah utama organisasi. 

Masalah akan melemahkan kinerja dari organisasi. Masalah dapat ditemukan 

didalam organisasi (internal) oleh individu maupun kelompok, maupun dari luar 

organisasi (eksternal) seperti perubahan lingkungan seiring dengan perkembangan 

dunia. Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Medan perlu menentukan langkah-

langkah strategis apa yang akan digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan dan 
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meminimalisir kelemahan organisasi dalam mewujudkan pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bryson yang 

mngatakan bahwa Dalam mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi 

sektor publik, maka organisasi harus dapat memantau sumberdaya (inputs), 

strategis sekarang (process) dan kinerja (outputs). Dan didukung dengan pendapat 

Sjafrizal (2014) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah cara atau 

teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien 

sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. 

 

4.4.1.5  Mengidentifikasi Isu-isu Strategis yang dihadapi organisasi 

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Isu 

strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi dapat 

menimbulkan kerugian yang besar atau dapat menghilangkan peluang yang ada 

apabila tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Isu strategis merupakan salah satu 

bagian terpenting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan 

strategis guna melengkapi tahap-tahap yang telah dilakukan sebelumnya. 

Bryson (2004) mengatakan bahwa Identifying strategic issues typically is 

one of the most riveting steps for participants in strategic planning. Virtually 

every strategic issue involves conflicts: what will be done, why it will be done, 

who will do it, and who will be advantaged or disadvantaged by it. 

Mengidentifikasi isu strategis biasanya merupakan salah satu langkah yang paling 
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diperhatikan bagi peserta dalam perencanaan strategis. Hampir setiap isu strategis 

melibatkan konflik: apa yang akan dilakukan, mengapa hal itu akan dilakukan, 

siapa yang akan melakukannya, dan siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan 

olehnya.  

Merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan 

program Kepala Daerah terpilih. Hal ini bertujuan agar rumusan isu yang 

dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala 

daerah. Sumber lain isu strategis adalah berasal dari lingkungan eksternal 

(masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan 

lain-lain) baik skala regional, nasional maupun internasional juga merupakan 

unsur penting yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam menganalisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan angkutan umum 

massal. Berikut ini adalah isu-isu strategis perencanaan pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan yaitu: 

1) Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang terkait dalam pembangunan angkutan umum massal  

2) Keterbatasan pendanaan  

3) Menyiapkan regulasi pembatasan penggunaan atau kepemilikan 

kendaraan pribadi  

4) Meningkatkan pendidikan mengemudi yang baik masyarakat Kota 

Medan 

5) Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang pelayanan angkutan umum  
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Identifikasi isu strategis perencanaan pembangunan angkutan umum massal 

Kota Medan sejalan dengan pendapat Bryson (2004) pendekatan dasar untuk 

identifikasi isu strategis yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung langsung. 

Pendekatan langsung untuk identifikasi isu strategis dilakukan Dinas Perhubungan 

Kota Medan dengan terlebih dahulu menganalisis kekuatan, kelemahan dan 

peluang, ancaman yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Sedangkan 

pendekatan tidak langsung untuk identifikasi isu strategis dilakukan Dinas 

Perhubungan sebagai salah satu tindakan untuk memenuhi misi dan memberikan 

nilai publik. Misi Dinas Perhubungan yang berhubungan dengan isu strategis yang 

dimiliki adalah:  

1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur 

maupun masyarakat 

2) Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran 

keamanan dan keselamatan lalu lintas 

Berdasarkan  temuan peneliti di lapangan, identifikasi isu-isu strategis yang 

dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan erat kaitannya dengan pernyataan 

yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1984) bahwa tahapan penyusunan 

rencanan dalam proses perencanaan pembangunan adalah tinjauan kegiatan yang 

berupa tinjauan sebelum memulai rencana atau suatu tinjauan rencana 

sebelumnya. Kegiatan ini digunakan untuk dapat melakukan identifikasi masalah-

masalah pokok yang dihadapi organisasi untuk menjamin kontinuitas kegiatan-

kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta 

prospek yang masih bisa dikembangkan.  
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Karakteristik dari isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, berjangka 

panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan 

di masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam suatu perencanaan strategis diperlukan adanya tahapan 

identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi dengan tujuan agar Dinas 

Perhubungan Kota Medan dapat mengidentifikasi permasalahan apa saja yang 

sedang dihadapi dan dapat menjadikan prospek yang dimiliki untuk 

dikembangkan agar dapat mengatasi isu strategis yang dihadapi organisasi serta 

mengoptimalkan kesiapan organisasi dalam menghadapi permasalahan organisasi. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Adisasmita (2012) yang mengatakan bahwa 

untuk itu hendaknya pada perencanaan transportasi dibedakan atas perencanaan 

jangka panjang dan jangka pendek yang sifatnya menyeluruh terhadap sistem 

transportasi.  

 

4.4.1.6  Memformulasikan Strategi Untuk Mengelola Isu 

Strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang dari 

sebuah organisasi dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan. Suatu strategi dibentuk dengan tujuan agar 

sumber daya yang diperlukan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

Mengembangkan strategi dilakukan setelah perencana melakukan pengembangan 

kesepakatan awal mengenai perencanaan strategis, identifikasi dan memperjelas 

mandat penugasan, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, mengkaji 
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lingkungan eksternal dan internal organisasi, mengidentifikasi isu-isu strategis 

dan merumuskan strategi. 

Menurut Bryson (2004) A strategy can be defined as a pattern of purposes, 

policies, programs, actions, decisions, or resource allocations that define what an 

organization is, what it does, and why it does. Strategy vary by level, function, 

and time frame. Organization dvelop strategies to deal with the issues they have 

identified. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, atau 

alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan 

organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal tersebut. Strategi dapat 

dibedakan karena tingkat, fungsi dan kerangka waktu.  

Pada tahapan merumuskan strategi Pemerintah Kota Medan bersama-sama 

dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, strategi dalam pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan difokuskan pada pengembangan dan pembangunan 

sarana dan prasarana angkutan umum serta kerjasama dan komitmen antara 

Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan pendapat 

Bryson (2004) dalam merumuskan strategis terdapat lima bagian pengembangan 

strategi yang dimulai dari identifikasi alternatif praktis, tim perencana 

mengidentifikasi penghalang atau hambatan yang akan dihadapi, melakukan 

pengembangan alternatif strategi dan mengajukan usulan. Pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2010-2030 yaitu  Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal 

(SAUM) dengan Busway dan Monorail. Pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan dan penggunaan 



 

179 
 

 
 

kendaraan pribadi di Kota Medan dan mencegah gridlock yang diprediksikan akan 

terjadi pada tahun 2020. Strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan 

untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kota Medan adalah dengan menerapkan 

Sistem Area Traffict Control (ATCS), dan pembangunan sarana prasaran 

angkutan umum seperti halte, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas lainnya.  

Pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan diharapkan dapat 

memberikan pelayanan angkutan umum Kota yang aman, nyaman, cepat, dan 

murah bagi masyarakat Kota Medan sehingga dapat mengurangi penggunaan 

kendaraan pribadi yang menyebabkan tingkat kemacetan di Kota Medan tinggi. 

Perencanaan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan akan 

memasuki tahapan penyusunan dokumen Final Business Case (FBC), setelah 

sebelumnya pemerintah Kota Medan mengajukan usulan pembuatan dokumen 

Final Business Case (FBC), ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan 

telah disetujui. Diharapkan dalam penyusunan dokumen FBC Pemerintah Kota 

Medan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dapat terus berkomitmen 

sehingga menghasilkan dokumen FBC yang baik secara teknis maupun finansial, 

yang nantinya akan ditawarkan ke swasta atau Badan Usaha yang tertarik untuk 

melakukan investasi di bidang angkutan umum di Kota Medan, sehingga 

anggaran pembangunan angkutan umum massal tidak memberatkan APBN 

maupun APBD Kota Medan.  

Hal ini sejalan dengan pernyataan Adisasmita (2012) yang mengatakan 

bahwa investasi di bidang transportasi sangat besar dan dianggap tidak 

menguntungkan, oleh karena itu sektor swasta kurang tertarik dalam bisnis 
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pelayanan transportasi. Namun, demikian untuk memenuhi kebutuhan investasi di 

bidang transportasi harus di dorong dan di tingkatkan melalui program 

peningkatan peran sektor swasta. Maka dari itu diperlukannya komitmen dari 

Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Pusat dalam penyusunan Dokumen FBC. 

Pada tahapan merumuskan strategi atau mengelola isu dapat diketahui 

dengan matrik analisis SWOT yaitu berupa perumusan strategi Dinas 

Perhubungan Kota Medan dalam pembangunan angkutan umum massal di Kota 

Medan. Analisis SWOT merupakan suatu metode yang efektif yang dapat 

digunakan dalam suatu organisasi dalam mengidentifikasi lingkungah internal dan 

eksternal untuk menciptakan visi mencapai strategi pembangunan. Wang (2007) 

mengatakan bahwa The SWOT analysis is concerned with the analysis of an 

organization’s internal and external environment with the aim of identifying its 

internal strengths in order to take advantage of its external opportunities and 

avoid its external threats, while addressing its weaknesses. Analisis SWOT 

berkaitan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal sebuah organisasi 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan internalnya untuk memanfaatkan 

peluang eksternal dan menghindari ancaman eksternal, sekaligus mengatasi 

kelemahannya.  

Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman yang terlibat dalam sebuah proyek atau dalam situasi lain 

dari sebuah organisasi yang memerlukan keputusan dalam mencapai tujuan. 

Berdasarkan pernyataan Fredy Rangkuti (2006) mengatakan bahwa analisis 

SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 
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strategi perusahaan hal ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan 

ancaman. Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan, 

kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki organisasi. Kekuatan dan 

kelemahan internal digabung dengan peluang dan ancaman yang dimiliki 

organisasi serta pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar penetapan tujuan dan 

strategi. 

Dalam menentukan strategi dalam pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan maka diperlukan isu-isu strategis terlebih dahulu. Isu strategis 

merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis 

dalam perencanaan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan adalah: 

1) Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang terkait dalam pembangunan angkutan umum massal  

2) Keterbatasan pendanaan  

3) Menyiapkan regulasi pembatasan penggunaan atau kepemilikan 

kendaraan pribadi  

4) Meningkatkan pendidikan mengemudi yang baik masyarakat Kota 

Medan 

5) Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang pelayanan angkutan umum   

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut maka dapat ditentukan faktor-faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal didalamnya adalah memuat tentang 

kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal adalah memuat tentang 
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peluang dan ancaman. Berdasarkan lingkungan internal dan eksternal yang 

ditemukan dilapangan, pada tahap selanjutnya akan dihasilkan matrik SWOT 

untuk memperoleh strategi alternatif yang dapat digunakan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Medan. Analisis SWOT yang merupakan hasil olahan dari 

penulis nantinya dapat digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai 

pertimbangan dalam penyusunan strategi pada tahun mendatang sehingga dapat 

dilakukan pembangunan angkutan umum massal secara optimal. Adapun matrik 

analisis SWOT yang telah diolah oleh penulis agar dapat menghasilkan strategi 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 Matrik Analisis SWOT 

 Strength (S) 

1. Dukungan yang kuat dari 

Kepala Daerah.  

2. Kuantitas SDM Dinas 

Perhubungan dianggap 

cukup. 

3. Adanya sistem teknologi 

di bidang transportasi. 

Weakness (W) 

1. Anggaran pembangunan 

yang tinggi  

2. Kualitas SDM rendah 

Opportunities (O) 

1. Dukungan dari 

Pemerintah Pusat yaitu 

peluang 

2. Kemauan masyarakat 

untuk menggunakan 

angkutan umum massal 

tinggi  

3. Akan dilaksanakan 

dengan menggunakan 

skema KPBU 

Strategi (SO) 

1. Pengembangan sarana 

dan prasarana angkutan 

umum 

2. Pengembangan rekayasa 

lalu lintas menggunakan 

sistem teknologi 

informasi ATCS 

 

Strategi (WO) 

1. Berkomitmen dengan 

pemerintah pusat 

mengenai pengembangan 

sarana prasarana bidang 

angkutan  

2. Peningkatan kualitas SDM 

 

Threats (T) 

1. Lahan yang terbatas 

2. Kurangnya dukungan 

dari supir-supir 

angkutan umum Kota 

Strategi (ST) 

1. Membagi jumlah 

perjalanan antar moda 

transportasi yang berbeda 

Strategi (WT) 

1. Menjalin kerjasama 

dengan Badan Usaha atau 

swasta untuk 

menanamkan modal 

Internal 

Eksternal 
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3. Dasar hukum 

pembangunan belum 

tersedia  

pembangunan angkutan 

umum 

2. Penegakan konsistensi tata 

guna lahan untuk 

pembangunan transportasi 

umum massal  

Sumber: Olahan Penulis 

 Berdasarkan hasil matrik analisis SWOT diatas maka dapat disusun 

strategi yang nanntinya dapat digunakan dalam membantu Dinas Perhubungan 

Kota Medan dalam pembangunan angkutan umum massal. Strategi yang 

didapatkan dari hasil analisis tersebut adalah strategi (SO), strategi (WO), strategi 

(ST), Strategi (WT) yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Strategi (SO) 

a) Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum 

Berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas 

Perhubungan Kota Medan strategi yang dapat dilakukan adalah 

dengan melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang 

angkutan umum. Strategi ini dapat dilakukan yaitu dengan 

memberikan sarana prasarana transportasi seperti halte, depo, 

marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas pendukung lainnya. Hal 

ini dilakukan mengingat pentingnya sarana dan prasarana sebagai 

penunjang para pengendara jalan raya dan para penumpang 

angkutan  umum kota. Sehingga diharapkan dengan adanya strategi 

ini maka nantinya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas 

dan meningkatkan permintaan masyarakat Kota Medan akan 

angkutan umum.  
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b) Pengembangan rekayasa lalu lintas menggunakan sistem teknologi 

informasi Area Traffic Control System (ATCS) 

Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal denga 

istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis 

teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan 

koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan 

yang ada di Kota Medan.  ATCS dilengkapi dengan Video 

Surveilance (CCTV) sehingga berfungsi untuk mengatur waktu 

sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi, 

menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan, 

sehingga dapat mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan 

yang aman, nyaman, dan selamat.  

2. Strategi WO 

a) Berkomitmen dengan pemerintah pusat mengenai pengembangan 

sarana prasarana bidang angkutan  

Adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Pusat dalam 

melakukan perencanaan pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan, strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Medan adalah dengan meningkatkan kerjasama 

dan komitmen antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota 

Medan seiring dengan belum adanya dasar hukum atau regulasi 

yang mengatur pembangunan angkutan umum massal di Kota 
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Medan dan rendahnya daya tampung APBD Kota Medan. 

Kerjasama dan komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kota Medan sangat diperlukan mengingat bahwa saat ini 

perencanan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

akan memasuki tahapan Final Business Case (FBC) atau studi 

kelayakan. Dengan adanya peningkatan kerjasama maka 

diharapkan nantinya pembangunan angkutan umum massal dapat 

segera diimplementasikan. Mengingat perencanaan pembangunan 

angkutan umum massal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu upaya untuk 

mengurangi  kemacetan di Kota Medan.  

b) Peningkatan kualitas SDM 

Strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Medan adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang 

dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas 

dan memiliki keterampilan, kemampuan, dan loyalitas kerja yang 

baik dalam sebuah organisasi seiring dengan berkembanganya ilmu 

pengetahuan di era globalisasi. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia Dinas Perhubungan Kota Medan dapat dilakukan melalui 

pelatihan, pendidikan, dan pembinaan sehingga diharapkan sumber 

daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Medan dapat 

menggali potensi diri dan memiliki keterampilan yang baik. Sumber 
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daya manusia yang berkualitas berperan penting dalam pencapaian 

tujuan suatu organisasi.  

4. Strategi (ST) 

a) Membagi jumlah perjalanan antar moda transportasi yang berbeda 

Strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Medan adalah membagi jumlah perjalanan antar moda transportasi 

yang berbeda. Apabila tersedia berbagai bentuk moda angkutan 

umum yang melayani masyarakat dalam suatu wilayah atau kota, 

masyarakat penduduk atau warga wilayah itu dapat bebas 

menentukan pilhan moda angkutan atau transportasi yang akan 

digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan, kondisi 

sosial ekonomi, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Dalam hal ini 

Pemerintah Kota Medan melalui Dians Perhubungan dapat 

mempengaruhi masyarakat pelaku perjalanan dengan cara 

meningkatkan kinerja layanan setiap moda angkutan umum yang 

tersedia melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan, tarif yang 

murah, kecepatan waktu, kecepatan, dan atribut-atribut pelayanan 

lainyang sesuai dengan selera masyarakat pengguna jasa.   

5. Strategi (WT) 

a) Menjalin kerjasama dengan Badan Usaha atau swasta untuk 

menanamkan modal pembangunan angkutan umum 

Pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

merupakan salah satu pembangunan peningkatan angkutan umum 
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Kota Medan yang membutuhkan dana pembangunan yang sangat 

besar. Strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Medan adalah Menjalin kerjasama dengan Badan Usaha atau swasta 

untuk menanamkan modal atau berinvestasi di pembangunan 

angkutan umum. Dana investasi yang bersumber dari swasta atau 

pun badan usaha diharapkan mampu meringkan beban APBD Kota 

Medan. Maka dari itu Pemerintah Kota Medan bersama-sama 

dengan Pemerintah Pusat dalam penyusunan Dokumen Final 

Business Case (FBC) atau yang biasa disebut studi kelayakan 

bekerja dengan optimal sehingga dokumen saat dokumen FBC 

sudah jadi dapat meyakinkan pihak swasta atau badan usaha untuk 

berinvestasi.  

b) Penegakan konsistensi tata guna lahan untuk pembangunan 

transportasi umum massal 

Perencanaan tata guna lahan di Kota Medan secara konseptual 

telah direncanakan dengan baik agar tercipta efisiensi perjalanan, 

namun dalam prakteknya perencanaan tersebut sering kali berubah-

ubah dikarenakan tidak adanya konsistensi pihak-pihak terkait yang 

disebabkan oleh adanya tuntutan percepatan pembangunan untuk 

memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Pola 

perjalanan di Kota Medan berkaitan erah dengan tata guna lahan 

yang merupakan pembangkit dan penarik perjalanan masyarakat. 

Strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Perhubungan bersama 
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dengan Pemerintah Kota Medan adalah dengan cara menegakkan 

konsistensi tata guna lahan seiring dengan pembangunan angkutan 

umum massal di Kota Medan.  

Kemacetan yang terjadi di Kota Medan merupakan salah satu 

dampak yang timbul dari ketidak konsistenan tata guna lahan, hal 

inilah yang kemudian menyebabkan perubahan pada pola perjalanan 

masyarakat Kota Medan sehingga efisiensi dalam melakukan 

perjalanan dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan waktu dan 

jarak yang panjang. Tidak adanya konsistensi tata guna lahan di 

Kota Medan mengakibatkan munculnya ketergantungan yang tinggi 

masyarakat terhadap kendaraan pribadi, hal ini disebabkan karena 

angkutan umum eksisting di Kota Medan dianggap tidak efektif dan 

efisien mengingat jarak tempuh yang jauh.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Sektor transportasi atau angkutan merupakan salah satu sektor yang 

memiliki peran penting dalam pembangunan suatu perkotaan. Hal ini dikarenakan 

transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan 

masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Transportasi atau pengangkutan  

merupakan sarana untuk mencapai tujuan, sementara kegiatan sehari-hari 

masyarakat bersangkut-paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi 

kebutuhannya yang beraneka ragam. Maka dari itu pembangunan di sektor 

transportasi sangat diperlukan karena berpenagruh langsung terhadap mobilitas 

dan aksesibilitas masyarakat perkotaan. 

Permasalahan transportasi di Kota Medan tidak seimbangnya pertumbuhan 

kendaraan pribadi dengan pertumbuhan jalan, hal ini disebabkan karena 

masyarakat Kota Medan enggan unutk menggunakan angkutan umum kota yang 

dianggap kurang nyaman, aman dan cepat, sehingga menimbulkan kemacetan di 

Kota Medan. Jika hal ini dibiarkan maka diprediksikan Kota Medan akan 

mengalami gridlock pada tahun 2024. Maka dari itu Pemerintah Kota Medan 

berupaya melakukan perencanaan pembangunan angkutan umum massal di Kota 

Medan. Upaya tersebut juga didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2010-2030 yang mengamanatkan bahwa Kota Medan harus segera 
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memiliki angkutan umum massal yang berupa Bus berbasis jalan dan angkutan 

umum berbasis rel. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan 

dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diangkat dalam fokus penelitian ini, baik melalui wawancara, dokumentasi 

oleh peneliti tentang perencanaan pembangunan angkutan umum massal dalam 

perspektif perencanaan strategis di Kota Medan studi kasus pada perencanaan 

pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) sudah 

sesuai dengan proses perencanaan strategis yang ada. Maka dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan ssebagai beriku: 

1. Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategis 

Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategis, perencanaan 

pembangunan angkutan umum massal di latar belakangi dengan kondisi 

angkutan umum di Kota Medan yang tidak aman dan nyaman, sehingga 

masyarakat Kota Medan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi 

Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 

2010-2030, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2016-2020 yang mengamanatkan agar perencanaan pembangunan 

angkutan umum massal yang berupa bus berbasis jalan dan berbasis rel 

segera terealisasi. Sehingga masyarakat Kota Medan yang enggan 

menggunakan angkutan umum Kota mau beralih menggunakan angkutan 

umum massal, sehingga kemacetan dan penggunanaan kendaraan pribadi 

di ruas-ruas jalan Kota Medan dapat berkurang. Proses persetujuan 
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perencanaan pembangunan angkutan umum massal dilakukan 

Pemerintah Kota Medan dengan cara mengajukan surat fasilitas 

pembuatan prastudi kelayakan atau Outline Business Case (OBC) ke 

BAPPENAS, yang telah disetujui. Untuk tahap selanjutnya adalah 

setelah dokumen OBC jadi Pemerintah Kota Medan kemudian 

mengajukan surat ke Kementerian Keuangan untuk difasilitasi 

pembuatan studi kelayakan atau Final Business Case (FBC) yang 

kemudian di setujui Kementerian Keuangan dan pada tanggal 5 Mei 2017 

Pemerintah Kota Medan menandatangani Konsep Kerangka Acuan 

Kerja. 

2. Mengidentifikasi mandat organisasi 

Mengidentifikasi mandata (penugasan), dalam perencanaan 

pembangunan angkutan umum massal Kota Medan pihak-pihak yang 

terlibat adalah Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan dengan kewenangannya sebagai badan perencanaan 

memiliki keterlibatan dalam pembangunan angkutan umum massal di 

Kota Medan, yaitu sebagai pengkoordinasi diantara pihak-pihak yang 

akan terkait. kemudian Dinas Perhubungan selaku SKPD yang 

bertanggung jawab mengurus urusan transportasi di Kota Medan. Dinas 

Perhubungan Kota Medan sebagai regulator dalam menyediakan 

pelayanan transportasi umum membuat sebuah kebijakan dalam 

mengatasi tantangan pada masa yang akan datang yaitu berupa 

kemacetan yang akan terus bertambah melalui pengembangan layanan 
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angkutan umum massal. Adanya penugasan tersebut, maka batasan-

batasan dalam menjalankan tugas yang sudah ditentukan lebih jelas, 

karena masing-masing stakeholder terkait sudah menjalankan tugasnya 

masing-masing.   

3. Mengklarifikasi mandat organisasi 

Klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi, Berdasarkan salah satu misi 

Dinas Perhubungan, berupaya untuk memberikan pelayanan angkutan 

umum massal kepada masyarakat Kota Medan yang memiliki jumlah 

penduduk yang cukup banyak dan jumlah permintaan akan angkutan 

umum pun demikian. Misi dan nilai-nilai organisasi harus berusaha 

memenuhi kebutuhan politik dan sosial. Berdasarkan hasil temuan 

dilapangan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan didasarkan pada adanya 

tuntutan politik dari Kepala Daerah dan sebagai salah satu perwujudan 

dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2031. 

Adapun tuntutan sosial dari perencanaan pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan adalah masyarakat Kota Medan membutuhkan 

angkutan umum Kota yang aman, nyaman, dan cepat. 

4. Menilai lingkungan eksternal dan internal organisasi untuk menilai 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

a)  Berdasarkan identifikasi lingkungan eksternal dalam 

perencanaan pembangunan angkutan umum massal di Kota 

Medan ditemukan adanya peluang dan ancaman yang dimiliki 
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dan dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan. Peluang yang dimiliki 

adalah Pemerintah Kota Medan mendapat dukungan dari 

Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Kementerian Keuangan, kemauan masyarakat Kota 

Medan untuk menggunakan angkutan umum massal yang berupa 

LRT dan BRT cukup tinggi, pembangunan angkutan umum 

massal di Kota Medan akan dilaksanakan dengan menggunakan 

skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sehingga tidak 

memberatkan APBD Kota Medan. Sedangkan ancaman yang 

dihadapi oleh Pmerintah Kota Medan adalah terbatasnya lahan di 

Kota Medan untuk pembangunan angkutan umum massal dan 

kurangnya dukungan dari supir-supir angkutan umum Kota yang 

merasa terancam.  

b) Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal dalam 

perencanaan pembangunan angkutan umum massal di Kota 

Medan, ditemukan adanya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

Pemerintah Kota Medan adanya dukungan yang kuat dari Kepala 

Daerah, jumlah SDM Dinas Perhubungan yang dianggap cukup 

banyak dan adanya sistem teknologi di bidang transportasi yang 

berupa Area Traffic Control System (ATCS) Kota Medan yaitu 

berupa traffic light yang telah dilengkapi dengan CCTV.  

Sedangkan kelemahan yang dimiliki Pemerintah Kota Medan 

adalah sebagai berikut belum adanya peraturan-peraturan 
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pendukung pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan, 

tingginya biaya pembangunan angkutan umum massal dan 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat 

bahwa pembangunan angkutan umum massal yang berupa LRT 

dan BRT baru pertama kali di lakukan di Kota Medan. 

5. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi 

Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi, Karakteristik 

dari isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, 

mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan 

di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan isu-isu 

strategis pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan adalah 

meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang terkait dalam pembangunan angkutan umum massal, keterbatasan 

pendanaan, menyiapkan regulasi pembatasan penggunaan atau 

kepemilikan kendaraan pribadi, meningkatkan pendidikan mengemudi 

yang baik masyarakat Kota Medan, menyiapkan regulasi yang mengatur 

tentang pelayanan angkutan umum.  

6. Memformulasikan strategi untuk menghadapi isu 

Memformulasikan strategi untuk menghadapi isu, dalam 

memformulasikan strategi perencanaan pembangunan angkutan umum 

massal menggunakan analisis matriks SWOT. Analisis dapat dilakukan 

jika faktor-faktor internal dan eksternal organisasi telah terlebih dahulu 

diidentifikasi. Faktor internal didalamnya memuat kekuatan (strengths) 
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dan kelemahan (weaknesses), sedangkan faktor eksternal adalah memuat 

tentang peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Pembangunan 

angkutan umum massal di Kota Medan bertujuan untuk mengurangi 

tingkat kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi di Kota Medan 

dan mencegah gridlock yang diprediksikan akan terjadi pada tahun 

2020. Strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk 

mengurangi tingkat kemacetan di Kota Medan adalah dengan 

menerapkan Sistem Area Traffic Control (ATCS), dan pembangunan 

sarana prasaran angkutan umum seperti halte, marka jalan, dan rambu-

rambu lalu lintas lainnya. Pembangunan angkutan umum massal di Kota 

Medan diharapkan dapat memberikan pelayanan angkutan umum Kota 

yang aman, nyaman, cepat, dan murah bagi masyarakat Kota Medan 

sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang 

menyebabkan tingkat kemacetan di Kota Medan tinggi. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dengan judul Perencanaan Pembangunan Angkutan 

Umum Massal dalam Perspektif Perencanaan Strategis yang mengambil studi 

pada perencanaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit 

(BRT) di Kota Medan peneliti memberika beberapa saran agar perencanaan 

pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan dapat diimplementasikan 

dengan  baik. Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
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1. Perencanaan pembangunan angkutan umum massal di Kota Medan 

sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan. 

Pemerintah Kota Medan perlu mengkaji secara menyeluruh strategi-

strategi yang akan digunakan untuk mendukung pembagunan angkutan 

umum massal agar nantinya masyarakat Kota Medan dapat merasakan 

manfaatnya. Pemerintah Kota Medan juga harus melakukan penyusunan 

regulasi, ataupun instrumen-instrumen kebijakan yang merujuk pada 

konsep angkutan umum massal dan optimalisasi manajemen 

keselamatan lalu lintas. 

2. Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Medan dalam mengkoordinasi SKPD SKPD 

yang terkait dengan perencanaan pembangunan angkutan umum massal 

perlu melakukan koordinasi secara berkelanjutan dan teratur, tidak 

hanya dikoordinasikan jika hanya ada kebutuhan yang harus 

dikoordinasikan, tetapi juga harus melakukan pengkoordinasian secara 

rutin dan teratur sehingga saat pengimplementasian pembangunan 

angkutan umum massal SKPD SKPD terkait dapat mengetahui secara 

jelas apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawab mereka. 

3. Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan 

sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam bidang perhubungan dan 

transportasi Kota Medan perlu mempersiapkan peraturan mengenai 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga nantinya saat LRT dan 
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BRT telah terbangun dan beroperasi angkutan umum eksisting di Kota 

Medan tidak kalah saing dan tidak kehilangan peminatnya.   
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